WALI KOTA KENDARI

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 3  TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1)

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3.

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [ Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3602);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah bheberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang —Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41,Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
6856);
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4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023
lentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 33);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.

3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah
Perangkat daerah Kota Kendari yang bertugas membantu Wali Kota dalam
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kota Kendari.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Wali Kota dalam
penvelenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau
retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.

7. Kepala Perangkat Dacrah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola
pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan
kewenangannya.

8  Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil vang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Subjek  Retribusi adalah orang pribadi  atau badan  yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yvang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
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Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, scbagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah
Pajak yang dibayarkan cleh konsumen akhir atas konsumsi barang
dan/atau jasa tertentu.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan
listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penycdiaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun vang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang wuntuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.

Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaluran yang
meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian,
pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di

bawah permukaan tanah.
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak
MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk
dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia ma-rina, collocalia esanlanta, dan allocalia linchi.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagali tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor
identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegialan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau
Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat vang olech Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/alau bukan
objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Pendaflaran Objek Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SPOPD
adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapcnda
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Surat Pemberitahuan Objek Pajak vang selanjutnya disingkat SPOP adalah
sural yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjeck dan
objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjuinya disingkat
LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi
SPWPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai
pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administratif
perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Bapenda dalam
rangka pemberian NPWPD.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat keletapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang,

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membcetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah vang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepulusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh
Wayjib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
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dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang
Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan,
dan penyanderaan.

Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewsjiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)} tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Dacrah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau f[asilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
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kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran
yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai
Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah
yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat
oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsurarn
retribusi daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkal BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Bank Penerima adalah Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) atau bank

lain yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pembayaran pendapatan
asli daerah.

BAB 11
PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota meliputi:

a PBB-PZ;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;

d. Opsen PKB; dan

e. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajak meliputi:
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a, BPHTB;
b. PBJT alas;
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listnk;
3. Jasa Perhotelan;
4, Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragrafl 1
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri
dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Bapenda.

Wajib Pajak PBB-P2 mendaftar dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
Wajib Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung
Walet mendaftar menggunakan SPOPD.

Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mendaftar dengan
menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh kepala
bapenda provinsi melalui kantor sistem administrasi manunggal satu atap.
Wajib Pajak BPHTB mendaftar dengan menggunakan formulir pendaftaran.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikecualikan untuk Wajib
Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)
wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Wali Kota melalui Bapenda
dengan menggunakan permohonan pendaltaran wajib pajak paling lama 7
(tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta

penyelenggaraan objek pajaknya.
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SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPOPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan
cara:
a. mengambil sendiri ke Bapenda melalui loket pendaftaran;
b. diperoleh secara online; dan/atau
c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diisi
dan ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, jelas,
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan
melampirkan:
a, untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi nomor induk berusaha;
3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan
bangunan;
4. fotokopi SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga objek;
dan
5. foto lokasi.
b. untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai
berikut :
1. fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi nomor induk berusaha;
3. fotokopi NFWP Perusahaan; dan
4. gambar, isi ringkas reklame, dan denah lokasi pemasangan.
c. untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi nomor induk berusaha;
3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan
4, ringkasan mengenal tujuan pengambilan air dan jenis mesin
pompa yvang digunakan.
d. untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. [fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan

Lanah;
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3.  kuitansi jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang
diterbitkan notaris atau pejabat pembuat akta tanah;
4, lotokopi SPPT dan SSPD/STTS PBB-P2, lunas PBB P2 5 (lima)
tahun terakhir; dan/atau
5. fotokopi bukti waris atau hibah wasiat dalam hal waris atau hibah
wasial.
e. untuk PBJT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
3. fotokopi NPWP Perorangan /Perusahaan.
f.  Untuk Pajak MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai
berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/alau
3. fotokopi NPWP Perusahaan.

g. Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampirkan dokumen pendukung

sebagai berikut:

1. fotokopi identitas kependudukan;

2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan.

(11) Permohonan pendaftaran yang ditandatangani bukan Wajib Pajak harus

(1)

(2)

(1)

dilampiri dengan surat kuasa,

Pasal 4

Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi
terhadap permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Pasal 5
Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Bapenda menerbitkan Kartu NPWPD paling lama 3 (liga) hari kerja setelah
permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
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Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan satu NFWPD.

NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor
induk kependudukan.

NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk
berusaha.

Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau
disampaikan melalui pos dengan bukli pengiriman surat atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman,.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) Wajib
Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan
NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh

Daerah.

Pasal 6

Kepala Bapenda menerbitkan nomor registrasi dan NOPD untuk jenis Pajak yang

memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain:

a.
b.

(1)

(2)

(3

Untuk PBB P2 diterbitkan NOPD; dan
Untuk Pajak Reklame, PAT, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang

Burung Walet diterbitkan nomor registrasi.

Pasal 7

Wali Kota atau Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data
objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah

Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala
Bapenda.
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Pasal 8

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(%)

mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau

mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak.

Paragraf 2
Penghapusan NPWPD

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan daerah, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapal

melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,

NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,

NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota

atau Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan secbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan

Wajib Pajak dianggap disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD

secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberalan, banding,
gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 10

Permohonan Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan

NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), atas dasar permohonan

Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
dilampiri Kartu NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD yang diajukan

penghapusan;

dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1

surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang
berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;

dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan
Indonesia wuntuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak vang
meninggalkan Indonesia selama-lamanya;

surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi
semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki
lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau

dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah
dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh
instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

surat permohonan dilandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya,

atau penanggung pajak.

Pasal 11

Surat Keputusan penonaktifan atau penghapusan NPWPD., nomor

registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
diterbitkan dalam hal:

a.

berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan

atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD;

tidak memiliki tunggakan pajak;

memiliki tunggakan pajak tetapi:

1. penagihannya sudah kedaluwarsa;

2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan
dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat
ditemukan; atau

3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
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d. tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b.

(2) Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWFPD,
nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak
melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
dan NOPD; atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan
atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, namun:

1. terdapat tunggakan pajak; dan/atau
2. terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4] huruf b.

Pasal 12

Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau

penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2), diketahui:

a. Wajib Pajak melunasi tunggalkan pajak; dan

b. Proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

maka Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan

NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 13

(1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang untuk jenis
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan menggunakan
SPPT dan SKPD.

(2) SPPT diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP
dan/atau LSPOP.
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SKPD diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang apabila:

a. SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan oleh Waijib Pajak setelah di
berikan surat teguran secara tertulis,

b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang
terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan
SPOP dan/atau LSPOP.

SKPD diterbitkan untuk menetapkan Pajak Reklame dan PAT terutang.

SPPT dan SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala

Bapenda.

Fasal 14

SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan

terhadap Nilai Sewa Reklame yang diperoleh dari:

a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau

b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan
faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

SKPD untuk PAT diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai

perolehan air tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor jenis

sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air,

volume air yang diambil /dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan

lingkungan vang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanlfaatan air.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 15

Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan
menggunakan SSPD.

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD.

Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
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Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran
tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (4] ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali
Kota paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD untuk Pajak Reklame
dan PAT: dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2.

Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak

terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan

sendiri oleh Wajib Pajak vaitu PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung

Walet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajalk.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor lepal pada waktunya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayvaran sampai dengan tanggal pembavaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan

STPD.

Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah

dan /atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

[Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual

beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak men
gajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran
kekurangan dimaksud.
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Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan
akta jual beli.

Pembayaran PBB-P2 yang dilakukan melalui jaringan elektronik Bank
dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran dan
telah mendapat validasi oleh Bapenda.

Pasal 17

Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPD

BPHTB.,

Penelitian SSPD BPHTE meliputi:

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan
NOPD yang Lercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam
S5PD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data
FBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yvang dicantumkan
dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada
basis data PBB P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek
pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak
tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

€. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri; dan

. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.

Objek pajak tertenlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi

perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurufl [ yailu untuk kepemilikan

rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayal (3) diselaraskan dengan

kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi
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masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Proses Penelitian atas S5PD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap
SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 3 (tiga) han kerja sejak diterimanya secara lengkap
SSPD BPHTB untuk Penelitian lapangan.

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disctorkan lcbih kecil dari
jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan

terscbut.

Pasal 18

Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh
petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran
pajak.

Setelah melakukan validasi dan diparal oleh peiugas, Bank atau tempat
lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta
menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi

penerimaan harian Pajak dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak

Pasal 19

Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran dan pelaksanaan

pemungutan Pajak melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah.

(1)

Pasal 20

Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak yvang
terdiri dari:

a. rekonsiliasi data transaksi; dan
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b. rekonsiliasi penerimaan Pajak.

Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang
tertera dalam SSPD dengan data pada sistem informasi administratif
perpajakan daerah.

Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja
layanan bersangkutan antara Bapenda dengan Bank atau tempat lain yang
ditunjuk.

Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Bapenda
bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan
tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

Rekonsiliasi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b merupakan kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah
antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian
transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD.

Rekonsiliasi penerimaan Pajak dilakukan secara bulanan paling lambat
tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pasal 21

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang ditunjuk

maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan

pembayaran pajak daerah secara off-line dengan memberikan nomor transaksi
bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi penerimaan daerah

setelah sistem kembali normal.

(1)

Bagian Keempat

Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Pasal 22

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara
elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
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ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan
yang berlaku secara umum.

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara
elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan omzet
di bawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per
tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap
diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang
menjadi dasar penghitungan pajak.

Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk wajib
pajak PBJT jasa kesenian dan hiburan vang bersifat insidentil.
Pembukuan atau pencatatan harus disclenggarakan  dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan

usaha yang sebenarnyva.

Pasal 23

Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang
scbenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibuat secara
teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi
sesuai dengan penggunaan bon penjualan atau struk/ mesin register.
Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau polongan harga atau nama
lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib
dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi
pembayaran.

Pembukuan alau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon
penjualan atau struk/mesin register merupakan dasar penghitungan pajak

terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2}, Wajib Pajak dapat
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mengajukan  permohonan  untuk  dibebaskan dari  kewajiban

menyclenggarakan pencatatan,

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak ;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

¢. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;

d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; dan
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 25

Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari
kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda
mempertimbangkan:

a. bentuk usaha yang dijalankan;

b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan

c. peredaran usaha,.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan
Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan
Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.

Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan
Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban
Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.
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Paragraf 2
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan

Pasal 26

Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, dan
jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan/ bukt
transaksi lainnya dan jasa parkir wajib menggunakan tiket/karcis untuk
setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek pajak daerah.

Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang

menjadi dasar pajak terutang.

Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kecscnian dan hiburan yang bersifat
insidentil, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban
penggunaan tiket/karcis dan sejenisnya yang telah dilegalisasi/perforasi
oleh Bapenda.

Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang telah mendapal persetujuan

pembebasan dari kewajiban pencatatan.

Pa=al 27

Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling

sedikit terdiri dari 3 (tiga) rangkap:

a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak;

b. lembar kedua, untuk Subjck Pajak; dan

c. lembar ketiga, untuk Bapenda.

Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling kurang

memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. tanda atau logo Wajib Pajak;

c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan
dimulal dari huruf awal "A": dan

d. nomor bon penjualan yang dibual secara berurutan dimulai dari
nomor urut terkecil sampai yang terbesar.

Legalisasi/perforasi tiket/karcis dan sejenisnya penyelenggaraan jasa

kesenian dan hiburan yang bersilal insidentil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis

kepada Kepala Bapenda dengan melengkapi persyaratan paling kurang

sebagai berikut:

a. fotokopi Kartu NFWPD;

b. daftar tiket/karcis yang akan dilegalisasi/ perforasi;

c. membawa tikel/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan
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d. surat pernyataan bersedia kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 28

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka
mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan  untuk  dibebaskan dari kewajiban  melakukan
legalisasi/perforasi tiket /karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat
(3).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
4. surat permohonan Wajib Pajak;
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
dilampiri fotokopi Kartu NPWPD:;
permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha
beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin
kas register.
f.  dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan; dan
b}  Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi
paling singkat 5 (lima) tahun;
2. Spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi
jenis, tipe, dan tahun pembuatan,
Mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal.
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani olech bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan surat kuasa.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban
Legalisasi/Perforasi tiket/karcis atau penerbitan surat penolakan
pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi tiket/karcis.
Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4] telah
terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), permohonan Wayjib Pajak dianggap dikabulkan dan
Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban
Legalisasi/Pcrforasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
Setiap Wajib Pajak diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran
dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur
sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

o po o
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Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotclan, makanan dan/atau minuman, jasa
kesenian dan hiburan, dan jasa parkir wajib menggunakan sistem
kompuler atau mesin transaksi pembayaran.

Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau
mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem
komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Bapenda dalam jangka
waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung pada saat terjadinya
kerusakan.

Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi
pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penyampaian SPTPD

Pasal 30

Sctiap Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2), wajib mengisi SPTFD.

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dianggap telah
disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 31

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa pajak.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 32

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD
dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000
(seratus ribu rupiah).

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika wajib
pajak mengalami keadaan kahar.

Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

a. bencana alam:



(1)

(2)

3

(4)
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b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau

d. wabah penyakit.

Pasal 33

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD vang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum
dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling
lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD
sebagai bukti pelunasan Pajak wyang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar
1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,

Atas kurang bayvar scbagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 34

Untuk keperluan penyampaian SPTPD atau SSPD BPHTB, Wajib Pajak
dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Bapenda atau
berkonsultasi melalui petugas pada tempat pelayanan Pajak mengenai
dasar pengenadan dan/atau penghitungan pajak yvang terulang.

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak
diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTFD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2) tidak menunda batas
waktu penyvampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
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Pasgal 35

(1) SPTPD paling sedikit memuat:
a. jenis pajak daerah;
b. nama wajib pajak dan NPWPD;
c. masa pajak yang bersangkutan;
d. jumlah dasar pengenaan pajak;
e. jumlah pajak yang terutang; dan
f.  tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

(2) Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar termasuk apabila ada potongan harga/diskon dan/atau diberikan
secara gratis Kkepada Wajib Pajak, maka pengenaan PBJT adalah jumlah
pembayaran tanpa memperhitungkan potongan harga/diskon dan/atau
diberikan secara gratis.

(3) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau
yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat ()
termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa parkir,

Pasal 36

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTR di Bapenda atau
tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan seccara elektronik

melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah.

Pasal 37

(1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan:
a. secara langsung;
melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman
surat; dan/atau
d. melalui elektronifikasi.
(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilampiri:
a. dala atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang;

dan
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b. SSPD lembar kedua yang telah divalidasi.

Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan bukti penerimaan.

Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan
sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan
sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

Pasal 38

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SPTPD tidak sepenuhnya
dilampiri keterangan danjatau dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2).

Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

Paragraf 4
Penelitian SPTPD

Pasal 39

Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib

Pajak.

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang vang tidak atau kurang

dibayar, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4] mencantumkan jumlah

kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif

berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
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kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya
masa Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan™ dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdapal indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari
Wajib Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabal yang ditunjuk dapat melakukan

Pemeriksaan.

Bagian Kelima

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 40

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah
memenuhi syaral subjeklil dan objektifl atas suatu jenis Pajak dalam 1
(satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan Daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi
Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak vang
dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku vang tidak sama dengan tahun kalender.
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk
PBB-P2 dan Pajak Reklame.

Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (3] tidak berlaku
untuk:

a. Pajak Reklame yang bersifat insidentil;

b. BPHTE; dan
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c. PBJT yang bersifat insidentil.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 41

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai perpajakan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

h. penghapusan NPWPD;

c. penyelesalian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan

dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 42

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain vang
berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjclasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan
atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), besarnya Pajak ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh
Sural Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 43

Dalam jangka wakiu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1).
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada avat (1) diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:
1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan telah ditegur
secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya

sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
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2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 42 ayat(1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal

ditemukan data baru dan/atau data vang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKET.

{4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah

1)

2)

Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajal.

Pasal 44

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Kepala
Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 45

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dan
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak
atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi
administratif berupa:
a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yvang
kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf b; atau
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b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang
kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada hurut a.
3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
yang terutang dalam SKPDKBT.
4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragrafl 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 46

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Wali Kola atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.

(2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar
sctelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; Atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau
denda.

(3] Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar,

b.  hasil Peneliian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
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c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar

ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%

(satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung

dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6

% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang

dibayar, dihitung dari tanggal jatuh lempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh

1 (satu) bulan.

Pasal 47

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib
Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apahila diperoleh data dan/atau
informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum
dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum
dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan
NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
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Bagian Kedelapan
Penagihan Pajak
Paragraf 1
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Pasal 48

Utang Pajak sebagaimana lercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Purusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
Dalam hal dasar Penagihan Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan.

Pasal 49

Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan
dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau sural peringatan
atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:

a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

b, besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya
tanggal jatuh tempo pembayaran yvang tercantum dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali.

Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat.
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Pasal 50

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajb Pajak
atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang
sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat

Teguran Pertama.

Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukt

pengiriman surat.

Pasal 51

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Ketiga apabila Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang
sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja scjak diterbitkannya Surat
Teguran Kedua.

Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker
peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, alau sejenisnya.

Wali Kota membentuk tim untuk melakukan yustisi pajak untuk
melakukan penagihan pajak dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang setelah diberikan Surat
Teguran Ketiga.

Tim untuk melakukan yustisi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 52

Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat
penegak hukum sebelum diterbitkannya Surat Paksa.

Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Kuasa
Khusus dari Kepala Bapenda.
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Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum
didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagihan Pajak Daerah antara
Kepala Bapenda atas nama Wali Kota dengan Pihak Aparat Penegak
Huloum.

Pasal 53

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk
melaksanakan Penagihan.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

b. menerbitkan:

Surat Teguran;

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

Surat Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

sural perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

LIS O R

pembatalan lelang; dan

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)
diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas
wakiu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui
dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak
diterbitkan Surat Paksa.
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Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat
Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Pcnagihan Pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan
penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayai (2) berwenang melaksanakan penjualan
secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang vang disita.

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14
(empat belas) hari terhilung sejak pengumuman lelang.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) han terhitung
scjak dilakukan penyitaan.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya

Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum
dibayar.

Pasal 55

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Scketika dan Sekaligus berdasarkan

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a.

Penangpung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau bernial untuk itu;

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya

atau pekerjaan yang dilakukannva di Indonesia;
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terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 56

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung
Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/atau penyanderaan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan
Penagihan Pajak.

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kesembilan
Kcdaluwarsa dan Penghapusan

Paragraf 1
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 57

Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saal penetapan SKPD
atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
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Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

avat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak

tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

Pengaluan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) hurul b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak

tanggal pengakuan.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 58

Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan
prioritas Penagihan Pajak.

Wali Kota atau Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk
melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan mempertimbangkan:
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a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)
sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Pcnagihan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan

dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 59

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian
administrasi.

Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan vang tercantum dalam :

a, STPD;

b. SPPT;

c. SKPD;

d. SKPDKB;

e. SKPDKBT;

f. Surat Keputusan Pembetulan;
g. Surat Keputusan Keberatan;
h. Putusan Banding; atau

Surat Keputusan Pengurangan.

Pasal 60

Piutang Pajak Dacrah yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 dapat diajukan penghapusan apabila :

a.

oo T

o

Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan atau kekayaan;

Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara lain

karena:
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1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan
lagi; atau

2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk
selama-lamanya.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 61

Untuk memastikan kcadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak
dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib dilakukan
penelitian oleh Tim vang dibentuk oleh Wali Kota atau Kepala Bapenda.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
laporan hasil penelitian.

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 62

Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak
dari Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada Wali Kota
paling lambat minggu kedua bulan Desember.

Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebelum disampaikan kepada Wali Kota dilakukan verifikasi
bersama instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara
penelitian.

Daflar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikil memuat:

a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak;

b. alamat Wajib Pajak/penanggung pajak;

c. jenis Pajak Daerah;

d. tahun Pajak;

e. jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan;
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f. jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan; dan

g. alasan dihapuskan.

Bagian Kesepuluh
Keberatan, Banding dan Gugatan

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 63

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala
Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,
atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat () harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal
pemolongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
kcadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau

d. wabah penyakit.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak
terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
keberatan.
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Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai

Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

Pasal 64

Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan
yvang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali

Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) dilelapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 ayat (7).

Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yvang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak vang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3} Wali Kota

atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang

diajukan tersebut dianggap dilerima.

Pasal 65

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d.

satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1
[satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;

diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat

ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak

oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak vang
dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai
dengan alasan yang jelas;

dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukili pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;

dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan;

2. [fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang
menurut Wajib Pajak;

3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa
Badan

4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak
berupa Badan;

5. [fotokopi bukti pendukung lainnya;

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus

dilampiri dengan Surat Kuasa.
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Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap
menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.

Dalam hal Sural Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan
dinyatakan lengkap.

Pasal 66

Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dianggap bukan scbagai pengajuan
Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak
atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan vang
mendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan
kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf d.

Pasal 67

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau
penghitungan pajak yang terutang kepada Bapenda.
Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan
Wajib Pajak diterima.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka
waktu pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(1) huruaf d.

Pasal 68

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 69

Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Wali Kota atau Kepala
Bapenda dapat menugaskan tim untuk melakukan penelitian penyelesaian
permohonan keberatan.

Tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala
Bapenda.

Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas
memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Wali Kota atau
Kepala Bapenda.

Pasal 70

Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat;

a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan
dengan materi Keberatan;

b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang

berkaitan dengan materi Keberatan;

0

meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan

kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;

d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk
menguji data objek dan administratif Wajib Pajak;

€. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal
pengajuan Keberatan tcrhadap SKPD atau Keberatan terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;

[.  mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti untuk melakukan
penelitian atau Pemeriksaan.

Wajib  Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan /atau permintaan

kelerangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat

permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
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Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya
permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan
keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang
diterima.

Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan

tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang

telah disampaikan baik alas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan
maupun dalam rangka memenuhi permintaan Tim Penyelesaian Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Tim Penyelesaian

Kcberatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan sckurang-kurangnya 10 (sepuluh] hari kerja

sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengkela perpajakan
dengan dilampiri:

a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan

b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan

atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan

b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak.

Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang

berisikan paling sedikit:
hasil pembahasan;

b. penjelasan Wajib Pajak;

c. penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak, penjelasan pectugas peneliti yang melakukan
penelitian kantor/lapangan lerhadap pengajuan keberatan, atau
penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan
dengan tujuan lain terhadap pengajuan keberatan;

d. simpulan; dan

e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.
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Tim Penyelesaian keberatan menyampaikan Ilaporan penyelesaian

keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.

Pasal 71

Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan
kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda sebelum tanggal diterima Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat Keheratan;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda;
dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;

e. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identilas Kuasa
Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

f.  surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan surat kuasa.

Wali Kota atau Kepala Bapenda wajib memberikan jawaban atas

permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau sural penolakan dengan

memperhitungkan jangka waktu penyelesaian Keberatan.
Pasal 72

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnva, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung
dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
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persen] dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi

dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding Pajak

Pasal 73

Wajib Pajak dapat .mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali
Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3)
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri
salinan Surat Keputusan Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak
yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permochonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
Pajak vang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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Paragraf 3
Gugatan Pajak

Pasal 75

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyilaan, atau
pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73; dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang
dalam penerbitannya tidak sesual dengan prosedur atau tata cara yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya
dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 76

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan

Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif fiskal Pajak

Pasal 77

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak,
dan/atau sanksinya.

(3] Insentil fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wal Kota

berdasarkan pertimbangan:
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a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerinlah Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah;
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapal program
prioritas nasional; dan/ atau
f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah.
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah.,
Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama
2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap

perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang

bersangkutan;

d. memberikan  konfribusi terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat;

e. menyerap tenaga Kerja,

f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

[l
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pembangunan infrastruktur daerah;

j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah;

k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan fatau

. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah.
Pemnberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra
mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan sesuai
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dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Pemberian insentil fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada DPRD.

Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai
dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 78

Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota
untuk memperoleh insentif fiskal.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha
yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:

a. profil perusahaan;

b. lingkup usaha; dan

c. bentuk insentil fiskal yang dimohonkan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha
yvang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:

a. lingkup usaha;

kinerja manajemen;

perkembangan usaha; dan

bentuk Insentif fiskal yang dimohonkan.

P&

Pasal 79

Wali Kota membentuk Tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi
dalam rangka Pemberian Insentif (iskal.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Wali Kota menetapkan Pelaku usaha yang memperoleh Insentif fiskal

berdasarkan rekomendasi Tim.
Pasal 80

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) melaksanakan proses
verifikasi kepada Pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang
ditetapkarn.
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Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan
besaran Insentif fiskal vang akan diberikan kepada Pelaku usaha.
Pemberian insentil fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
Pasal 81

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan
Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif
fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan
dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (3).

Pasal 82

Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan pembebasan pajak untuk

Wajib Pajak baru untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2)

huruf b, selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerbitan NPWPD bagi

objck pajak yang belum melakukan pemungutan pajak.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 83

Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
dan/alau objek Pajak.,

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak.

Kondisi objek Pajuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang
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ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai
dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang tcrdampak bencana alam,

kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Pasal 84

Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB,
atau SKPDKET;

¢. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda;
wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas
pokok Pajak, dan/atau sanksinya;

e. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang
diajukan pengurangan;

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopiidentitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan;
2. fotokopi bukti pendukung lainnya,

h. surat permohonan ditandatangani olch Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Sural Kuasa.

Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau

penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, Kepala Bapenda atau

pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan

dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan dan
rckomendasi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan dan
keringanan pokok pajak paling tinggi 100% (seratus persen) dan
mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau
pembebasan pokok pajak.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan
atas pokok Pajak, dan/atau sanksi secara jabatan ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah
Pasal 85

Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib

Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang

mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi

kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan

atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam

keputusan Wali Kota.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang

atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar

Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban

pelunasan Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang

atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
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Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam
keputusan Wali Kota.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun
teralkchir.

Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayal (9, dapal berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang
ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)

bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {4) meliputi:

a. bencana alam:
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau

d. wabah penyakit.

Pasal 86

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau Kepala

Bapenda untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang,

dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan

di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban

pajak pada waklunya.
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Pasal B7

Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diajukan dengan persyaratan
sebagai berikut:
a. diajukan dengan sural permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, atau STPD;
c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tcrscbut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
e. tidak memiliki utang pajak;
f.  dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang
dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
g. disertai dengan penghitungan:
1. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa
angsuran, dan besarnya angsuran; atau
2. jumlah pembayaran pajak vang dimohon untuk ditunda dan
jangka wakiu penundaan;
h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berilcut:
1. fotokopi NPWPD;
2. fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
3. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri
dengan Surat Kuasa.
Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan
pembayaran pajak sechingga tidak dapat dipertimbangkan, dan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak permohonan tersebut diterima.



(1)

(2)

(3}

(4)

(1)

Pasal 88

Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung vang diajukan

oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87 ayat (1), Wali Kota menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga)] bulan setelah tanggal diterimanya permohonan secara

lengkap.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan yvang dimohonkan Wajib Pajak;
atau

¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah terlampaui dan Wali Kota tidak menerbitkan suatu kepulusan,

permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka surat

keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau surat keputusan

persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 1

(satu) bulan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir.

Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk

mengangsur atau menunda pembayaran.

Bagian Kedua Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 89

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau
Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan Daerah.
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Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat

Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda

menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian
terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota

atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau kelerangan

yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3], Wali Kota atau Kepala Bapenda wajib

menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam| bulan sejak tanggal surat
permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi

keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan
atau kekeliruan vang dapat berupa menambahkan, mengurangkan,
atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan

Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan

dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesual dengan pengajuan

Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan scjak jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 90

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan dengan surat permohonan secara terfulis dalam bahasa

Indonesia;
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b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD,
atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang pcrpajakan;

c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda;

d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat
ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan
bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;

e. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan
pembetulan;

f.  dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain
vang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan;

2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa
surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang
terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa.

Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi

dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan

dinyatakan lengkap.

Pasal 91

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib
Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
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mendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
dihitung scjak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d.

Pasal 92

Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dalam hal
telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan
permohonan pembetulan olch Wajib Pajak.

Dalam hal Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat
ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberalan atas
surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (2) disampaikan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Surat

Keputusan Pembetulan.

Pasal 93

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan

lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan,

harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan

Surat Keputusan Pembetulan.

(1)

Bagian Ketiga Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 94

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.
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Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus dilerbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlcbih dahulu Utang Pajak lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2
(dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga
sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan alas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 95

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak scbagaimana
dimaksud pada Pasal 94 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan surat permochonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;

diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda;

dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;

menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;

dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi,

o p o g

disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas
nama Wajib Pajak;
f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokepi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan; dan
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2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain
yvang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan
kelebihan pembayaran pajak.

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani cleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan sural kuasa.

Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi

dasar untuk memproses permchonan pengembalian kelebihan

pembayaran.

Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permochonan
dinyvatakan lengkap.

Pasal 96

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1)
dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan schingga tidak dapat
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak
masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

Fasal 97

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), harus dilakukan Pemeriksaan.
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Pasal 98

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dengan

kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak vang akan terutang atas nama
Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan pemindahbukuan.

(1)

(2)

(3)

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 99

Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri

atas:

a. Retribusi Jasa Umum:
b. Retribusi Jasa Usaha: dan

.

Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang

dipungut meliputi:

a. Pelayanan keschatan;

b. Pelayanan kebersihan;

¢. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

d. Pelayanan pasar.

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
dipungut meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan
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tempat kegiatan usaha lainnya;

penvediaan tempat khusus parkir di lnar badan jalan;

penyediaan tempat penginapan/pesangerahan/vila;

pelayanan jasa kepelabuhanan;

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

pelayanan lempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan

pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi perangkal Daerah dan/atau optimalisasi
aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi:
a. persetujuan bangunan gedung; dan

b. penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 100

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Wali
Kota atau Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan jasa pelayanan,
Permohonan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan [ormulir
pendaftaran.

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan
secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh
Perangkat Daerah.

Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jelas, lengkap dan benar serta
melampirkan dokumen yvang di persyaratkan.

Dokumen yang di persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| terdiri
dari :

a. fotokopi identitas diri;

b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan/atau
c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bentuk dan isi formulir pendaftaran lebih lanjut diatur oleh Perangkat
Daerah terkait.

Pasal 101

Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan pendaftaran dan pendataan
terhadap Wajib Retribusi, baik vang berdomisili di daerah maupun di luar
daerah yang memiliki objek retribusi di Daerah.

Pendaltaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian

kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan vang
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mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi
Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal
tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan
objek retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu,

Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan penatausahaan, berdasarkan wilayah lokasi dan/atau
domisili usaha.

Pasal 102

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) wajib dilakukan
pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Retribusi

Pasal 103

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan;

a. SKRD; atau

b. dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak
maupun dokumen elektronik.

Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah sebagai

berikut:

a. Perangkat Daerah berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib
Retribusi menghitung dan menetapkan besarnya retribusi vang
terutang menurut taril sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah; dan

b. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a, Perangkat Daerah menetapkan retribusi terutang dengan
menerbitkan SKRD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
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2. Lembar kedua untuk Perangkat Daerah; dan
3. Lembar ketiga untuk Arsip.
(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus ditandatangani
oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pemungut retribusi.

Pasal 104

Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, lernyata Wajib Retribusi tidak
mengajukan permochonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap, maka Perangkat Daerah mengeluarkan kembali SKRD

dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.

Pasal 105

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b
antara lain:

a. karcis;

b. kupon;

¢. kartu langganan;

d. surat perjanjian;

e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau
perizinan elektronik; atau

f. notla penetapan;

(2} Bentuk, isi dan ukuran dokumen vang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Wali Kota melalui
Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan
retribusi.

(3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf
a, huruf b, dan hurufl e, paling sedikit memuat:

a. logo Pemerintah Daerah;
b. nama Perangkal Daerah pemungul retribusi;

nomor dan seri;

%

d. nilai nominal;
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e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal
Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar hukum pemungutan
retribusi; dan

f. kode sebagai alat pengaman.

Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf ¢, dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan

tanda atau sejenisnya berupa perforasi oleh Bapenda atau legalisasi oleh

Perangkal Daerah.

Setiap Perangkat Daerah pemungut retribusi harus mengajukan

permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus
memuat paling sedikit:

a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;

b. nilai nominal;

¢. nomor dan seri: dan

d. keterangan lain bila dianggap perhu.

Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada
Perangkat Daecrah.

Bagian Ketiga

Pembayaran
Pasal 106

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang vang ditetapkan
dalam SKRD atau dokumen lain wyang dipersamakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 avat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib
Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke
kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD,
pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi diselorkan ke rekening kas

BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan
sekaligus scbelum pelayanan diberikan.

(5) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai,

Pasal 107

(1) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD dapat dilakukan
dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut;

a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang
telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

b.  SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:

1. lembar kesatu, lembar kedua, lembar ketiga, disampaikan kepada
Wajib Retribusi scbagai alat untuk membayar retribusi; dan

2. lembar keempat pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut
retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.

c. SSKD yang diterbitkan oleh petugas pemungut sebagaimana
dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi melakukan
pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke Bank
Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo
pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.

d. Apabila waktu jatuh lempo pembayaran sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan
pada hari kerja berikutnya.

e. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib
membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh
petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan
rincian:

1. Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;

2. Lembar kedua untuk Bank Penerima/Tempat Penerima
Pembayaran; dan

3. Lembar ketiga untuk Perangkat Daerah.

f. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD
kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan

g. Perangkat Dacrah wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD
sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD.
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Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Petugas Pemungut pada

Perangkat Daerah, Petugas Pemungut wajib menyetorkan pembayaran ke

Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

Pasal 108

Perangkat Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib retribusi telah

memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

(1)

(2)

Pasal 109

Dalam hal pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang

dipersamakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) melalu

Petugas Pemungut Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

d.

Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai
nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada
Petugas Pernungut Perangkat Daerah;

Petugas Pemungut Perangkat Daerah wajib memberikan dokumen
yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda
pembayaran retribusi;

Perangkat Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib
Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

Petugas Pemungut Perangkat Daerah menyetorkan hasil pungutan
retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bruto kepada
Bank Penerima; dan

Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada
huruf d dilakukan oleh Petugas Pemungut Perangkat Daecrah paling
lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang

retribusi dari Wajib Retribusi.

Dalam hal pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, penyetoran
hasil penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.
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Bagian Keempat
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 110

Perangkat Daerah wajib melakukan penagihan retribusi lerhadap Wajib
Retribusi yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo
pembayaran. -

Perangkat Daerah menerbitkan STRD apabila retribusi terutang tidak atau
kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan
dalam SKRD.

STRD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

Pasal 111

Perangkat Daerah menvampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib
Retribusi yang tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran
dalam STRD Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran
retribusi terutang, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Surat Teguran.
Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh)
hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Apabila Wajib Retribusi belum melunasi retribusi terutang dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran disampaikan, Wali
Kota melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi administratif
berupa:

a. Pembatalan atau pencabutan izin untuk retribusi perizinan tertentu;

dan/atau

b. Penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi.



(5)

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

- T4 .

Penerbitan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Surat Teguran schagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan dengan
rincian sebagai berikut:

a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan

b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah.

Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi
dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 112

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan
pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi
dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban
Wajib Retribusi.

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja

daerah,

Pasal 113

Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama pemungutan retribusi
daerah adalah:

a. Kepala Perangkat Daerah; dan
b. Pihak Ketiga.
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Pasal 114

Bentuk kerja sama pemungutan retribusi dituangkan dalam bentuk
perjanjian kerja sama.

Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima,
renicana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat
kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama
yang paling sedikit memuat:

subjek kerja sama;

objek kerja sama;

ruang lingkup kerja sama;

hak dan kewajiban para pihak;

jangka waktu kerja sama;

pengakhiran kerja sama;

keadaan memaksa; dan

penyelesaian perselisihan.

L U e

Bagian Keenam

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 115

Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Retribusi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit untuk:

a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;

b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan

dengan tujuan Pemeriksaan.
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Pasal 116

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,

kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,

hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan
atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara
jabatan.

Bagian Ketujuh

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Pasal 117

Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.
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Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal dilerimanya Surat
Teguran.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan ulang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permochonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 118

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Penghapusan piutang Retribusi vang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Untuk memastikan keadaan retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih
lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian
administratif dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

Tim bertugas melakukan pengkajian administratif dan penelitian lapangan
terhadap Wajib Reiribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan
plutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang retribusi.
Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Saluan
Polisi Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi
dan Jurusita mendampingi tim dalam melaksanakan tugas.

Tim secbagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa Surat Perintah
yvang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
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Hasil pengkajian dan penelitian tim disampaikan kepada Wali Kota melalui

Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk laporan tertulis yang paling sedikit

memuat:

a. nama wajib retribusi;

b. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;

c¢. nomor pokok wajib retribusi;
nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat
keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan
pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/

atau denda;

e. jenis retribusi;

f. jumlah piutang retribusi;

g, masa rctribusi atau tahun retribusi;

h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;

=a

alasan penghapusan piutang retribusi; dan
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keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 119

Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi dan penelitian lapangan
oleh tim, Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang
retribusi untuk di sampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat
Daerah.

Usulan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terlebih dahulu direviuw oleh instansi terkait dan hasilnva dilaporkan
dalam berita acara reviuw.

Berdasarkan berita acara hasil reviuw sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang penghapusan piutang

retribuisi.
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Bagian Kesembilan

Keberatan Retribusi

Pasal 120

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan Kepada Wali Kota
atau Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam,

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau

d. wabah penyakit.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 121

Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama
6 {cnam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan
keberatan.

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali
Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan,
keberatan vang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
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Pasal 122

Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi
yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragrafl 1
Insentif fiskal Retribusi

Pasal 123

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

Insentil fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,

keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi,

dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas

permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota

berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;

b, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;

¢. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan/ atau

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program

prioritas nasional.
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e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan

keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama
2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap
perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang
bersangkutan;

d. memberikan  kontribusi terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat;

e. menyerap tenaga kerja;

f. bermilra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau

g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah;

Pemberian insentil liskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan sesuai
dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada DPRD.

Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai
dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 124

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
123 ayal (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan
Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat melakukan



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

=

Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (1).

Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memastikan bahwa Wajib Wajib Retribusi yang mengajukan
permohonan insentif liskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai
dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pasal 125

Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Relribusi
dan/atau objek Retribusi.

Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas
Wajib Retribusi.

Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang
ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, objek Retribusi yang
terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Pasal 126

Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau

penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;

b. satu surat permohenan untuk 1 (satu) STRD, SKRD;

¢. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat daerah;
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d. wajib retribusi tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya;

e. dilampiri fotokopi STRD dan SKRD yang diajukan pengurangan;

f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Retribusi, dan fotokopi identitas Kuasa
Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
2. fotokopi bukti pendukung lainnya;

g, surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus
dilampiri dengan surat kuasa.

Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau

penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, Kepala Perangkat

Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalkukan penelitian mengenai berkas

permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan

pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi,
dan/atau sanksinya;

Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Wali Kota dapat memberikan pengurangan dan keringanan pokok

rctribusi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan mengeluarkan

keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pokok
retribusi.

Kepala Perangkat Daerah atas pertimbangan dan rekomendasi pejabal yang

ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi

retribusi/denda administratif.

Paragraf 3

Penundaan Pembayaran Retribusi
Pasal 127

Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar
retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang
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dipersamakan  secara sekaligus dapat mengajukan permohonan

pembayvaran angsuran kepada Kepala Perangkat Daerah.

Permohonan pembayaran angsuran sebagaiman dimaksud pada ayat (1),

diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran

yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak,

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan penolakan angsuran.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disetujui,

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan persetujuan angsurarn.

Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran untuk waktu paling

lama 4 (empat] bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD.

Atas dasar keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan

kesanggupan pembayaran angsurar.

Perangkat Daerah berdasarkan surat pernyataan scbagaimana dimaksud

pada ayat (6) menerbitkan SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian

sebagai berilout:

a. Lembar kesatu disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk
membayar retribusi; dan

b. Lembar kedua pertinggal pada Perangkat Daerah sebagai alat kendali

pembayaran.

Bagian Kesebelas
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 128

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat
Daerah.

Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberikan keputusan.
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 129

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) diajukan
secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wali Kota atau
Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap subjek
retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Wali Kota atau Kepala
Perangkat Daerah menerhitkan SKRDLB yang terdiri dari 2 (dua) rangkap
dengan rincian scbagai berikut:

a. lembar kesatu untulk Wajib Retribusi; dan

b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah.
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Bagian Keduabelas

Penatausahaan Dan Pelaporan Retribusi

Pasal 130

(1) Petugas Pemungut Perangkat Daerah membukukan semua SKRD,
dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD menurut golongan, jenis dan
ruang lingkup retribusi.

(2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:

a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
b. nomor dan tanggal SKRD;

c. tanggal jatuh tempo;

d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
e. jumlah pembayaran.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling

sedikit:

a. jenis retribusi dan nomor seri;

b. tanggal pengembalian dari Bapenda;

c. tanggal penggunaan;

d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis retribusi dan nomor seri;
e. nilai nominal; dan

f. stok.

(4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
a. tanggal penerbitan STRD;

b. nomor STRD;
c. alamat objek dan subjek retribusi; dan

d. besarnva pokok retribusi yang terutang dan sanksi administratif.

Pasal 131

(1) Perangkat Daerah melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda
dengan tembusan kepada inspektorat dan badan keuangan dan asel
daerah lentang:

a. jumlah ketetapan retrbusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD
dan STRD yang memual rincian sebagai berikut:
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. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
. jenis retribusi;

nomor dan tanggal SKRD dan STRD,;

tanggal jatuh tempo;

besarnya ketetapan dan sanksi; dan

SIS

jumlah pembayaran,

b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut
Perangkat Daerah berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan
memuat rincian sebagai berikut:

1. jenis retribusi;

2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan

3. jumlah uang yang diterima dan yvang disetor ke Bapenda dan Kas
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Dalam hal pembayaran atau penyetoran dilakukan melalui Bank Penerima,

Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Bapenda pada akhir hari

kerja bersangkutan.

Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya melaporkan kepada Wali Kota tentang jumlah uang yang

telah diterima dari Bank Penerima.

Petugas Pemungut Perangkat Daerah dengan diketahui dan

ditandatangani Kepala Perangkat Daerah menyampaikan

pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut
dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan kepada Wali Kota
melalui Kepala Bapenda paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya.

Bagian Ketigabelas
Koordinasi dan Pembinaan Teknis Opecrasional

Pemungutan Retribusi

Pasal 132

Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan pembina tcknis operasional
pemungutan retribusi.
Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan tim

koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang
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pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan
memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan vang berlaku di
masing-masing Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur
pemungutan retribusi di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditelapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

BAE IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 133

Bentuk, isi, dan contoh dokumen yang digunakan dalam pemungutan
pajak dacrah tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bentuk, isi, dan contoh formulir yang digunakan secbagai sarana
pemungutan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

1.

Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Kendari
Tahun 2014 Nomor 24);

Peraturan Walikota Kendari Nomer 7 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan
Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkotaan di Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari
Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021
Nomor 25);
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Peraturan Walikota Kendari Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun
2021 Nomor 26};

Peraturan Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berila Daerah
Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 22);

Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022
Nomeor 51};

Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daecrah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023
Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlalku.

Pasal 135

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Kendari. :

Ditetapkan di Kendari

i i ORDINASI pada tanggal 15 - 2- 2004
e poere ppeode | ]
(20a-Bapends | P
|i_}51_ Hugas | I
4

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 15 - &. 2014

.'\.-3\, “:- 2 ’-"'
Ry : ﬁ.., D ‘&_- - ;/ &

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 3



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR - 2 TAHUN 2024

TANGGAL = 1§ =2 = 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK, ISI, DAN CONTOH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM

Lampiran : 1 Berkas

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN PENDAFTARAN

Kepada
Yth. Wali Kota Kendari
c.q. Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Di

Yang bertanda tangan di bawah ini : Kendari

Mama

NIk
Alamat

Momor Telepon

i 1
"2
. 3)
. 4)

Sebagai calon Wajib Pajak/Kuasanya®). Atas:

[. WNama usaha
Alamat Usaha
No. Telepon Usaha

e U U

e 5)
.. &)
. 7)

Nama Pemilik/ Pengelola ey 1y
NIK Pemilik/ Pengelola UYL SR, © |
Alamat Pemilile/Pengelola e e L]
No.Telepon Pemilik/ Pengelola @ .ooooveevriioiinnrimmmrmrmsesscsscins s sasassessesn e 1]
Surat Izin yang Dimiliki (foto copy surat izin terlampir):

i {15 17 a7

15 Ty 10

9. Opcrasional mulai VPPV O S el ...

Mendaftarkan diri dan melaporkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk jenis pajak daerah :

PBJT atas Makanan dan/atau minuman PBJT atas Jasa Parkir Pajak Reklame

PBJT atas Tenaga Listrik PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

PRJT atas Jasa Perhotelan Pajalkk MBLB PAT 14}

Pajak Sarang Burung Walet

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

*) Coret yang tidak periu

Calon Wajib Pajak/Kuasanya *|

.. 1a)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAR

_ |

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 08 Telp. (0401) 321402 Fax. (0401) 323593 Kendari

| SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB-P2

1 JENISPERMOHONAN [ | PEREKAMANDATA [ | PEMUTAHIRAN DATA

[[] PENGHAPUSAN DATA

DTIl  KEC. KEL.  BLIKK  NO.URUT  KODE

2 NOP UJUJLLJJ||1|||I|H—|_|_||_]

3 NOP TETANGGA 4 [0 00 O] O Cefied k|

[ A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU |
4 NOP ASAL 1 5 O 2 T I 0

5 NO.SPPT LAMA [T1 11

| B. DATA LETAK OBJEK PAJAK |
§. ALAMAT OBJEK | 7. BLOK | KAV | NOMOR

8 KELURAHAN | | E.R:I;:lli%i‘_:l
i C. DATA SUBJEK PAJAKIWAJIB PAJAK al
11 STATUSKEPEMILIKAN OBJEK  [X]PEMILIK [ JPENVEWA [ |PENGELOLA [ |PEMAKAI [ [SENGKETA

12 PEKERJAAN WAJIB PAJAK [X]pns | Jaeri [Jpensiunan [ |sapan [ ]Lamnva

13 NAMA WAJIB PAJAK |

14 ALAMAT WAJIB PAJAK |

17 KELURAHAN ] | 15. RT

18 KECAMATAN [ 1

L 1

20 NO.KTP/IDENTITASLAIN | I

19 KABUPATEN | KOTA

16. RW

(==}

D. DATA TANAH / OBJEK PAJAK

21 LUAS TANAH (M2) | |

23 JENIS TANAH [] TANAH + BANGUNAN [[] KAPLING SIAP BANGUN

[] FASILITAS UMUM [] LANLAN

22, ZONA NILAI TANAH

[T]

[] TANAH KOSONG
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Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan
lengkap menurut keadaan yang sebenamya, sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1985.

L SRR

MAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA TANGGAL TANDA TANGAN

| G.IDENT ATAIPEJABATYANGBERWENANG = |
24 PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
tanceALPENDATAAN [ [ ] [T] [T 111 TanceaLpPenDaTAAN [ [] [T] [T11]
TANDA TANGAN TANDA TANGAN
NAMA JELAS NAMA JELAS
NIP NIP

'.Et I.m ll-l -lr,‘ J 'rll.l" ﬂ * IF;{J’:-I"I Ty
ha l. =]

e -.;'n.q.l‘-h..n-u AR VDL

Cantoh Penggambaran

I [errovon | | |
EKS.P2ID JI. MT. HARYONO
[ o] |
Butﬁ- Wati

JI. Sinar surya

KETERANGAN
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|lain-lain yang mudah diketahui umum.
* Sebutkan balas-batas pemilik sebelah utara, selatan, imur dan barat.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

J1. Drs. H. Abdullah Silondac No. 8 Hendari

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

TNCHRYOR 2 v svswnon nnninsearismiamsi sansasios 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..........c............ 2) tanggal ...ooonvniiennnns 3)
telah dilakukan penelitian dari tanggal ..................... 4) sampai dengan tanggal
.................... o) terhadap permohonan pendaftaran NPWPD yang diajukan oleh
calon Wajib Pajak/kuasanya ) :

INBEDHL.. 1 oonaeresnoms i emsnpemnesnsseren naininsnns sk s ye th s st o s e miios H b sy e SRS R H)
1 R e e e e R P b e el s C RS 7)
melalul surat NOMOT .. eircreee e ) tangERal cweisisiivmainin 9) yang
diterima berdasarkan tanda terima nomor .......c........oovvvvviiieeeneee, 10) tanggal
................... 11), dengan uraian sebagai berikut:
I. UMUM
1. Nama usaha T e 12]
2. Alamal usaha S B e e
......................................................... 13)
3. Nama pemilik/pengelola  © ........cocoiciiiiiiie s ser e 14)
4, Alamat penllfPeNBCIOlR | L. b e e e
......................................................... 15)
5. Jenis pajak daerah B B P R el 16)

. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..



IlI. HASIL PENELITIAN

s 1

2ad nad

 |Hasil Penelitian 17) | L

A

E:

Kelengkapan isian SPOPD .. |

Kelengkapan lampiran

dokumen.

Kesesuaian data calon Wajib

Pajak dengan kartu identitas.

Kesesuaian data objek pajak

surat izZin  yang

dilampirkan.

dengan

_Ul

Surat permohonan dan SPOPD
telah ditandatangani oleh calon
Wajib Pajak.

...................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. SIMPULAN DAN USUL
1. Simpulan

|:| Mengabulkan, dan memberikan NPWPD: 19)

1- -----------------------------------------

2. Usul

NIP.

............................................................................................................

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang......

llllllllllllllllll EEAEAEEE AR

siis 33)

Kendari,
Petugas Peneliti

- L L R Y T

NIP

..........................
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI, Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

NOMOL: ..o 2)

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dengan ini diterangkan bahwa:
Nama Usaha SRR KRR R AR AN A R SRR e
Alamat Usaha
NEPWEPE @00 Lnecissemanissieiianuisheivieisivisisss s svaiiige
Nama Pemilik/Pengelola @ ..o s nees
NIK Pemilik/Pengelola
Alamat Pemilik /Pengelola T
Kewajiban Pajak Daerah : |:|PBJT Jasa D PBJT Makanan
Perhotelan dan /atau Minuman
DP‘BJT Jasa | | Pajak Reklame

Kezenian Dan
Hiburan D

DPaja_l-: Reklame D PBJT Tenaga Listrik

[ JPBJTJasa  [_|Pajak Air Tanah
Parkir |:|F‘ajak Sarang
Burung Walet
telah terdaltar pada administratif kami terhitung sejak tanggal ...............

| R Y

----------------------------------------------------------

La

oy SN

3]
4]
9)
6)
7)
8)

9)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

HOTA KENDARI

NIP

. 12)



S

Contoh :

Halaman Depan

/ PEMERINTAH KOTA KENDARI \1
EADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Drs I Abduilah Silondae Gel. Baled Kota Kendard

NFWPLy P11, 000172 .21

MNama : BAMST HADH

MNIK ; 74051 139053930007

Aot i JL. BUNGGASI RT/REW 00/00, Kel

Anduonohu, Kecamatan Poasia, KOTA
KENDARI Telp ;. Kede Pos 23000

l\TEMQJ‘mr : 05 FEERUARI 2021 /

Halaman Belakang

4 —_—— N

L. Kartu ini harap disimpan baik-balk den apabila
hilang, agar segera Melaporkan ke kemtor pajak
darrah terdaftar.

2, NPWPD agar dicantomkan dalam hal berhubungan
dengan dokumen Perpajakan Dacrah.

3. Dalam hal wajib pajak pindah domimli atau lokasi
usaha, supava melgporkan diri ke BADAN
PENDAPATAN DAERAH,

N Y,

PETUNJUK PENGISIAN KARTU NPWFPD

Kartu NPWPD berukuran 85,60 x 53,98 mm (standar ID-1).

Nomeor 1 : Diisi dengan NPWFD yang diberikan.
Nomor 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor 3 : Diisi dengan NIK Wajib Pajak

Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor 5 : Diuisi dengan jenis pajak daerah.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae, Kendari

KEDABEE, o vvenrsremermesoevmes 2)
Kepada
Nomor T L S:I VBT i s s s A KOS R AN EIE 4]
Lampiran * 1 bendel Di -
Perihal : Imbauan Pendaftaran Kendari

Wayjib Pajak

Berdasarkan data pada administratif Badan Pendapatan Daerah Kota
Kendari, Saudara telah memenuhi syarat subjektil dan objektif sebagai Wajib
Pajak seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diimbau agar saudara
mendaftarkan diri pada Kantor Badan Pendapatan Dacrah Kota Kendari untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWFPD).

Dengan mendaftarkan diri dan membayar pajak daerah, Saudara turut
berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui pembiayaan penyediaan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan
kegiatan ekonomi daerah, kesempatan berusaha dan membuka lapangan
kerja, serta tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan.

Diharapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empal belas) hari sejak
surat ini diterima untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Terlampir daftar persyaratan yang diperlukan
untuk melakukan proses pendaftaran serta formulir yang harus dilengkapi.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kota Kendari pada hari dan jam kerja. Apabila dalam
jangka waktu di atas Saudara belum memberikan respon, maka akan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

Demikian diinformasikan, alas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI,

llllllllllllllllllllllllllllllllll LA 5}
NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL Drs. H. Abdullat Silondae No. 8 Kendar

DAFTAR HIMPUNAN POTENSI WAJIB PAJAK BARU

Tahun Pendataan b A R 1)
Jenis Pajak Daerah T — 2)
Nama Tanggal
Nama |aAlamat Pemilik/| Nomor '
Ko Usat Alamat Usaha Pemﬂ{kf Pengelola Telepon Surat Eet.
Pengelola Imbauan
1 2 3 < b B i 8
Mengetahui,
Kepala Bidang ...............
sidissiasiaisane O

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah SilondaeNo. B Eendari

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)
PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN

. PENUGASAN PEMERIKSAAN

Nomor Surat Perintah Pemeriksaan L1l vy SRRV . o S — 1)
Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan R R S A R e A S I e

. TUJUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan untuk mujuan lain dalam rangka penerbitan NPWPD secara jabatan.
IDENTITAS WAJIB PAJAK

Daftar calon Wajib Pajak yang menjadi objck Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam
rangka penerbitan NPWPD secara jabatan adalah sebagaimana terlampir.

. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Kantor STNTURRRITRE - | + SOTTPTT PRI 3)
Pemeriksaan Lapangan G i A R S -7 1= 4)

. DATA, KETERANGAN, ATAU BUKTI YANG DIPEROLEH

1. Data dan dokumen lain dari calon Wajib Pajak yang terkait penerbitan NPWPD
adalah sebagaimana terlampir.

2. Formulir SPOPD terkait yang sudah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap

adalah sebagaimana terlampir.

. SIMPULAN

Dallar calon Wajib Pajak yang diusulkan untuk diterbitkan NPWPD secara jabatan

adalah scbagaimana terlampir.

UsuUL
.......................................................................................................................... : 5]
Kendari, ..coocveriiimiinnasas 6)
Menyetujua Petugas Pemeriksa Pajak
Kepala Sub Bidang .............
................................ 7)

.. 8)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendan

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
PENEREITAN NPWPD SECARA JABATAN

[0 14 T ] O 1)

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan NOMOT ..ooooovovieoeeivvnon, 2)
tanggal ................... 3) telah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan
NPWPD secara jabatan dari tanggal ..................... 4) sampai dengan tanggal

................ S5) terhadap Daftar Himpunan Potensi Wajib Pajak Baru dengan
uraian scbagai berikut:

I. UMUM
Daltar calon Wajib Pajak yang menjadi objek Pemeriksaan dalam rangka
penerbitan NPWPD secara jabatan adalah sebagaimana terlampir.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

4. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah.

[lI. HASIL PENELITIAN

...................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................
...................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................

IV. SIMPULAN DAN USUL
B. Simpulan

Daftar calon Wajib Pajak yang diusulkan untuk diterbitkan NPWPD

secara jabatan adalah sebagaimana terlampir.



............................................................................................................

Mengetahui,
Hepﬂlﬂ- Buh Bid“ng LA L L LR T RN T

LR LR L L L R T e T e

10)

NIP.

Menyetujui,
Kepala Bidang .......

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

---------------------------

Kendari, 8)
Petugas Pemeriksa Pajak 1

ElFREeRman g]

SEFderTERNARA RS ISR NP AW

NIP

Petugas Pemeriksa Pajak 2

---------------------------------------




—m T

dIN

T I I unamn iﬂ“ﬂ

‘muyelasuapy
|
_ 11 ,mh 6 8 £ 4 g b £ z [
QdMdN suAwqig ByEs adods S0
UEBURIIISY weqaung | Suek yele] g InaLIo ..“cumnuwu.r y elo@Eduag ___,q_nﬁm:ma y B8 g | eyesp vewmsy BUEST BWEN | ON
memen | ueeTeppng | usemenog| | rouay N qiiuag jewsely | /anmaag yIN | [Hipwsg swe _
(g = yeraeq yeled siuap

A,_” sEiaEdEE

NVILVEVI VAVOES ddMdN NVLISNANTd NVINSN AVLIVA

unye],

HVE3AVd NV.LVAVANId NYavd I
RIVANTY VLOM HYLNINENEd &

I.T-m.l




e

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

HOMOR ooiic s isssmivisvasisin sk D)
TENTANG

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NFWFD)

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

bahwa  berdasarkan  hasil Pemeriksaan  sebagaimana
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
TOTRDT - ooe s st radisaiiin, 3) tanggal .......cc.......... 4) terhadap
Daftar Himpunan Potensi Wajib Pajak Baru yang telah memenuhi
persyaratan subjektil dan objektil sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan daerah Kota Kendari, perlu
menetapkan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD) secara jabatan;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Kendari Nomeor ... Tahun ... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAERAH (NPWPD| SECARA JABATAN

- Memberikan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daecrah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan

Daerah ini.
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KEDUA . Sesuai diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkan
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD dan
disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui pos
dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti penginiman.

KETIGA . Apabila di kemudian hari ternyata dikctahui terdapat keke-
liruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan
yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diletapkan.

Ditetapkan di KENDARI
BEGETRPIAL o e rrronswrssmannrrnsnsnsrysns 3)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

o s s A TR A SR vy E]

NIP.
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Kepada:
Lampiran @ 1 berkas Yth. Wali Kota Kendari
Perihal : Permohonan c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Penghapusan NPWPD di
Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA 0 iiiiieiadississemssasesearanessnsfasisesinitaiasinnseianesemasaine 1)
NIK DS S — 2)
Alamat B v R R SR T e n ARSI SRR b e e s 3)
Nomor Telepon B T e L A R S R e R TR 4)
sebagai Wajib Pajak [/ wakil / kudsa Wajib Pajak *), atas:

1. NPWPD i 5)
2. Nama Wajib Pajak s mersnane s AR TASaESe R SR A R )
3. Alamat Wajib Pajak S e S R s S s R SR S A A B A i 7)
4. Jenis Pajak Daerah R R IR SRR K KRR RPN S SRS R Sy e &)
5. Penanggung Jawab O PR Sy s i pS 9)

menyatakan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk ditetapkan sebagai
Wajib Pajak dengan alasan:

Wajib Pajak telah meninggal dunia. 10)

Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Waijib Pajak memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang
sama.

Wajib Pajak telah menghentikan usahanya.

Wajib Pajak Badan telah dibubarkan.,

...................................................................................................................

Wajib Paja.k / Walkil /
Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

' BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Drs.H. Abdullah Silondae No, B Kendari

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)
PENGHAPUSAN NPWPD

1. Surat Perintah Pemeriksaan
Nomor B A AP R W e e AR R e 1)
Tanggal B L S G e e e aw s e 2)

D. TUJUAN PEMERIKSAAN
Pemeriksaan dilakukan dalam rangka penghapusan NPWPD:

|| secara jabatan

3)
D berdasarkan permohonan Wajib Pajak
3. IDENTITAS WAJIB PAJAK
NPWPD B e S G LA ST 4
Nama Wajib Pajak L ety s e e A sy ey s s e s D)
Alamal Wajib Pajak b ey s e SR LA SN AT TSN P S B)
Jenis Pajak Daerah R e T e tkapa s Ak R e N 7)
Penanggung Jawab O N
4., PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Kantor S S R B cnsnsi s e 9)
Pemeriksaan Lapangan R —— L1 2 RSl e o 10)
E. DATA, KETERANGAN, ATAU BUKTI YANG
DIPEROLEH Surat/dokumen /salinan yang diperoleh:
Tanggal
Judul Nomor [Instansi yang
N | Surat/Dokumen | Surat/Dokumen | S/ IMenerbitkan| Heterameen
Dokumen
: 2 J 4 & &

Keterangan dari Wajib Pajak/Penanggung Jawab:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................



6. SIMPULAN
" Mengabulkan
|:’ Menolak

F. UsSUL

YT L | Esmmsman

mEmmEmmy T e

SeamssmEEERaE i EE AR EEFE RS AR,

Menyetujui,
Kepala Sub Bidang

[ERTRR IS AAR LA LEL R LR LR il

IR TN RN T R T RS ER R R R R L LR 1{5]

NIP.

FamiErEEBdSEFRERRT AR N RR s

12)

e e e s R L L R L L R

R ]

B R

Kendari, icoasiaaninniunms 18]

Petugas Pemeriksa Pajak 1

AEEFESE IR YRS EAs EREE R EAREERARREREEEE 15]

NIP

Petugas Pemeriksa Pajak 2

L T bl L

NIP
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Drs. H. Abdullah Silondae No, 8 Kendan

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
PENGHAPUSAN NPWPD

i [a) 1o To) ol PP Pt 1)

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) nomor
.......................................... 2) tanggal ........ceeenennes 3] telah dilakukan
Pemeriksaan dengan tujuan lain dalam rangka penghapusan NFWPD:

Secara Jabatan 4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak

dari tanggal .......ccoveerrnrinnin 5) sampai dengan tanggal ................... 6) terhadap
permohonan penghapusan NPWPD yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib
Pajak *) :
Nama S e e R S L R M R B e S SRR SR )
BHEBHRE: 2., eursrnsrasnsssnsonpasntumemnnrdes s sasssrssiiatbaisaniossime vl i uiSha Tl 8)
melalil SUrAl TVOMIOT «xxxessmsersannssprannmsaas=snase 9) tanggal .....cevvevrnenn... 10) yang
diterima berdasarkan tanda Lerima NOMOT ......ccovveeeremnimasiininan 11) tanggal
..................... 12), dengan uraian sebagai berikut:
A. UMUM
1. NPWPD S e e 13)
2. Wajib Pajak e S O e D e LR i 14)
3. Alamat Wajib Pajak R
............................................................... 15)
Jenizg Pajalt DASTAR  #cisiusmissmarinmssrertssannssnnassipaarts ssanrsnrons 16)
5. Penanggung Jawab B enmene A R SR Ee R T AR b L A S 17)

B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... ltentang Pajak
Daerah ;
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah.

C. HASIL PENELITIAN

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



== e
D. SIMPULAN DAN USUL
1. Simpulan
z Mengabulkan 19)
|_| Menolak
2. Usul

............................................................................................................

Kerndar; @amaisivsmimtg 21)
Mengetahui, Petugas Pemeriksa Pajak 1
Kepala Sub Bidang

NIP. NIP

Petugas Pemeriksa Pajak 2

CER LR LR R LR R R R L S LRl

NIP

Menvetujui,
Kepala Bidang

fmme

A AT )
NIP.

*) Coret yang tidak perlu,
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

WONOR, oo iaranrnsronrnsarnnras 2]

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: suratl permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib

Pa]dkf kuasa Wajlb Pl ®) s amnmmmusspiasoimipsatan 3) nomor

) tanggal noasaiaaninis 5) atas NPWFD
MOMOT ieirernicniernearareannes 6) vang diterima berdasarkan tanda
terima nomor ......... ¢ ) EARNEEEL sividaian &),

perlu diterbitkan kepumsan ala'-'s permohonan penghapusan
NPWPD dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil Pemenksaan sebagaimana diluang-

kan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan
NEWPE fI0IN0L .o on s rpssspimmanemnipasss 9) tanggal ..oocoviiiniannen. 10)
perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas
permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;

: 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Pajak Daerah;

2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak Dacrah;
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

_ 45 -
MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PE NDAPATANDAERAH
KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).

: Mengabulkan /[ Menelak *) atas permohonan penghapusan
NPWPD untuk:

T NPIWED) S covicass i o/ e b vani i s s ss Ao i s s AR s 11)
T Wajib PRI 1 (oo iiaieisiaiymbe il L i Gaiiiis, 12)
3: Alamat Wajib Pajak ;.o it i sisissias 13)
&: Jenia Pajak Daerall @i nmsiasiaiiaiensisersiiie 14)

¢ Penghapusan NPWPD scbagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan
administrative perpajakan daerah semata tanpa
menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan
oleh Wajib Pajak.

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan
sesuai ketentuan yvang berlaku.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
PACH TAREERL .o rerarmeransmprepnnsnsrans 15)

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

A L e 1 B)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. & Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR ...ccconivssessasisssnmssvoncsness 2)

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWFPD)

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib

T‘aja]:{j kuasa Waph Pajak *} ..ccieereersersosniinieneencanns 3) nomor

2 tRnEEAl s 5) atas NPWFPD
TN . oiis saaas s asaainbinsices 6) yang diterima berdasarkan tanda
terima NOIMIOT .vivuvivreniireirnrrnnies 7) tanggal ......coooennnnnn 8),

perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan
NPWPD dimaksud,

: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituang-

kan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan
NPWPD DOMOT  ....ooisiaiiiineiasemsnsmans 93 'tanggal
............................ 10) per].u menetapkan keputusan
penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD
dimaksud,;

: 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

2, Peraturan Walikota Kendan Nomor Tahun
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor - Tahun

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSEKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK DAERAH (NFPWFD).

: Mengabulkan /| Menolak *) atas permohonan penghapusan
NPWPD untuk:

1. NPWPD Y st L N s e A e s 11)
2. Wajib Pajak e S LA S I B 12)
Alamat Waglh 5 .ovierceirrneresrorrrscarnenraessianssrpsnsasizana 13)
Pajak
Jenis Pajak e Py R e e P g Ao 14)

Daerah



KEDUA

KETIGA

EKEEMPAT

KELIMA

KEENAM

=l i

Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap
dinyatakan sebagai Wajib .. .. 13).

Penolakan sebagaimana chkmm FERTAM& disebabkan: 16)

Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sebagai Wajib Pajak.
Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektil dan objektif sebagai Wajib Pajak,

Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, tetapi wajib
pajak masih memiliki utang pajak atau wajib pajak
masih memiliki proses admnistrasi dan/atau proses
hukum.

: Dalam hal penolakan disebabkan terdapat utang pajak atau

proses administratil dan/atau proses hukum, Wajib Pajak
dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan
NPWPD setelah melunasi utang pajak atau menyelesaikan
proses administratif dan/atau proses hukum.

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan
sesual ketentuan yvang berlaku.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI

pada tanggal ... - 37}
KEPALA BADAH PEHDAPATAH
DAERAH KOTA KENDARI,

ienseassessnssssessssssssssnsssassesaessnassas | 8)
NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

NBHGR LIRS E R LRI R R R LR LR LR LR LY 2]

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemecriksaan (LHP) nomeor
. 3) tanggal ...ovooinieniinieiiaes 4) terhadap data
Wajib Pajak wyang sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektit dan objektif sebagai Wajib Pajak, perlu menetapkan
keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) secara jabatan;
1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun
tentang Tatla Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ...

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA
JABATAN.

: Memberikan keputusan penghapusan Nomer Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

=49

: Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administratif
perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban
perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan.

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai

ketentuan yang berlaku.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal ..............oovvvrnninnnnnens 5)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

LR N R N L L N R T R R ] 6}

NIP.
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Kepada:
Yth. Wali Kota Kendari
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di
KENDARI

Ldmplrﬂn a3 | hﬂ]’k_aﬁ
Perihal : Pembebasan dari
Kewajiban Pencatatan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama R —. 1)
NIK T e e e e 2)
Alamat R R T R R R R e S P e T 3)
Nomeor Telepon A R R R SRR R P T s e 4}
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wﬂ_llb Pajak *), atas:

1. NPWPD R A L A S R e R R e e e 5)
2. Nama Wajib Pajak T R N e S e 6)
3. Alamat Wajib Pajak R N N R A A A A N 7)
4. Jenis Pajak Daerah T T (e T U O 8)
9. Penanggung Jawab e i R b e 9)

menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pencatatan
sesuai aturan perpajakan daerah dengan alasan:

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..........................................................................................................................

................................................................................................................... 10),

dan mengajukan permohonan untuk dikecualikan dari kewajiban

menyelengparakan pencatatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

...................................... 11)
Wajib Pajak / Kuasa Wajib
Pajak *)
......................................... 12)

*) coret yang tidak perlu
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL Drs, H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN

NOIOT & ...\iirieieecriee s seeesans 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ......................... 2) tanggal ............... 3)
telah dilakukan penelitian dari tanggal .........coeevunnnn, 4] sampai dengan tanggal
.................... 5) terhadap permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) :

DU &iommomsiosim s ons Kamas b S s R M R R AR s S s S 6)
B A 1 S G i ooy 1L 4 LB 5 54 o KoM SMR e m e A e A e A A A 7)
melalinl SUTAT NOMOT ..vvvvverirsceierarernserernsarrenses 2 7 e[ ) R ———— 9) yang
diterima berdasarkan tanda terima nomor ...........c..ccccociviinnrninnnn, 10) tanggal
....................... 11), dengan uraian scbagai berikut:
I. UMUM

1. NPWPD BN SR R R SN SRS E S TSR S 12)

2. Nama Wajib Pajak G e S A S S s 13)

3. Alamat Wajib Pajak T T —

......................................................... 14)
4. Jenis Pajak Daerah L R R e AT e A M 15)

1. DASAR HUKUM

a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak
Daerah.

b. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Dacrah.

1. HASIL PENELITIAN

Keterangan
No Indikator Hasil Penelitian 16) |17)

1. |Bentuk Usaha
* |Bentuk usaha

* |Kepemilikan usaha

2. |Kemampuan Manajerial
* |Pengpunasn mesin cash register

« |Bon penjualan (bill) vang digunakan

Pembukuan [ pencatatan omezet vang
o Jdilaknkan

+ Llumlah pegawai

* (Pegawai khusus yang berfugas sebagai
kasir, bagian keuangan, atau akuntansi

3. |Omzet Usaha
Rala-rata omzet harian dan bulanan

Rata-rata jumlah tamu/ pengunjung
* |harian

..................................................................................................................

...................................................................................................................



e

IV. SIMPULAN DAN USUL
5. Simpulan

|:| Mengabulkan 19)
|:| Menolak

...............................................................................................................

Kendars, i oo 21)
Mengetahui, Petugas Peneliti 1
Kepala Sub Bidang .......

llllllllllllllllllllll BEEEI SRR AR R AR

NIP. NIP

Petugas Peneliti 2

LR LR R L N L R L R R LRy

NIP

Menyetujui,
Kepala Bidang .........

(AL ER LA R L LIl R R LN LR R L

24

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Drs. I Abdullah Silondae No. 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR .....cconrennnnnnnases FR— 2)

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan, atas
nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) ..................... 3) nomor
................................ 4) tanggal .......cooiiennn.. B) yang diterima
berdasarkan tanda terima noOmMOr ........coceeeeeenenn.. b) tanggal

........................ 7). perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan dimaksud;
Menimbang: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban
Pencatatan DOIOT i iaiie s 8) tanggel ..o 9)
perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban
pencatatan dimaksud;
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang
Pajak Daerah;
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI

KEWAJIBAN PENCATATAN

PERTAMA : Mengabulkan /Menelak *) alas permohonan pembebasan
dari kewajiban pencatatan untuk:
1. NPWFD S A AR R S 10)
PEMBEBASAN
2. Wajib Pajak  rerereesenieessnese e resrarrenaeres 11)
3. Alamat Wajib Pajak Y e s ey s 12)

4. Jenis Pajak Daerah T e 13)



KEDUA

EETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-55.

: Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap

dibebankan Kewajiban uniuk menyelenggarakan pembukuan

atau pencatatan;

: Kewajiban pembayaran pajak daerah olech Wajib Pajak

dilakukan dengan menggunakan SKPD yang dihitung secara
jabatan oleh Bapenda berdasarkan hasil penelitian terhadap
omzet rata-rata dari Wajib Pajak dalam tiga bulan terakhir.

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pady taneRal . cicsssisrisressaiasiaie 14)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

NIP.




- 56 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Drs. H Abdullah Silondae No, 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
HDMDR LL AL AR RS RS RARRL AR SRR LERE L) 2]

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan,
alas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) .......c.ccocviinin. 3)
FIMEETOVES i sioh s o na ST B i ) tangral ..cveoveresesnsensas 5) yang
diterima berdasarkan tanda terima Domor ... 6)
tanggal .........coociviinnne. 7), periu diterbitkan keputusan alas
permohonan pembebasan dari kewajiban  pencatatan
dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban
Pencatatan (8 103 4 4 ) o 8 tanggal

...................... 9) perlu menctapkan keputusan pembebasan
dari kewajiban pembukuan atau pencatatan dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Kendan Nomor ... Tahun ... tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ...tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PEMEEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN

PERTAMA Mengabulkan / Menolak *) atas permohonan pembebasan
dari kewajiban pencatatan untuk:
1. NPWPD e A e R 10)
2. Wajib Pajak R e R R AR S R AR R 11)
3. Alamat Wajih PAIEK ¢ veevvrvereeireessneresesemsrsenessesesemeeenens
.................................................. 12)



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

oy e

Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap
dibebankan  kewajiban untuk menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang
berlaku

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal ......cocveevriinniininnnnns 14}
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

DR RSN DR W ].5]

NIP.
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Kepada:
Lampiran @ 1 berkas Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Perihal  : Legalisasi/Perforasi di
Tiket/Karcis KENDARI
Yang bertanda tangan di hawah ini:
Nama sy R s A s 1)
NIK b e — S— B 2)
Nomor Beleppre: = 000 S e e s s 4)
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajlb Pajak *), atas:
1. NPWPD LA aE AT e A A AL R N 4 P R SR B A 3)
2. Nama Wajib Pajak e e S S I et 1)
3. Alamat Wajib Pajak S R A S S s 7)
4. Jenis Pajak Dacrah S P 8)
5. Penanggung Jawab S —— 9)

mengajukan permohonan legalisasi/perforasi untuk:
[] tiket/karecis  10)

sebanyak ............ 11) bundel dengan jumlah total _......................0 12) lembar.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....................................... 13)
Wajib Pajak f Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu
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Kepada:
Lampiran : 1 berkas Yth. Wali Kota Kendari
Perihal : Pembebasan dari c.q.Kepala Badan Pendapatan
Kewajiban Legalisasi/ Daerah
Perforasi Bon di
Penjualan (Bill) KENDARI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama i e R RO F R DR AS A e KR PR 1)
NIK T 2)
Alamat B e e e S R S e 3)
Nomor Telepon i aa A A R AR R S R N R 4)
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wﬂjlb Pajak *), atas:
1. NPWPD e e 5)
2. Nama Wajib Pajak e e e Do s B)
3. Alamat Wajib Pajak Y AR R R R ST A S 7)
4. Jenis Pajak Daerah DR —— 8)
5. Penanggung Jawab B sk A e A T R e T e e oS 9)

mengajukan permohonan untuk dikecualikan dari kewajiban
legalisasi/perforasi bon penjualan (bill)] dengan alasan telah menggunakan
sistem atau mesin transaksi pembayaran berupa:

sistem informasi berbasis komputer. 10)

mesin cash register.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan:
4, sural pernyataan kesediaan tetap menyelenggarakan pembukuan/
pencatatan dan kesanggupan menyimpan data transaksi;
5. spesifikasi (jenis, tipe, dan tahun pembuatan) sistem atau mesin transaksi
pembayaran yang digunakan; dan
6. mekanisme Kerja sistem pengendali internal terkait penggunaan sistem atau

mesin transaksi pembayaran.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

e . 11)

Wajih Pndakf Kunsa Waj{h Pnjnk
i

......................................... 12)

*) coret yang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e e SR s b ol I Ay (N L DU ||
NITK RS PR A R G B KRR A R R s AW AR SRR BN 2)
Peliagiaon [Jabateat: | il a sl i is s sn s son srenes seiassassisany e itusery 3)
Alamat A A A A K e e R A W e R O R AR 4)

dalam hal ini bertindak selaku:

[ | wajib Pajak [ Jwakil [ ] Kuasa 5)
dari Wajib Pajak:
NPWPD e i 6)
Nerns Wb Pajale S o i i e s i S i v e e g e 7)
A A I R 3 v e O T S A A N A AT P T AT SRR 8)
Jeris Palal Do rmly o e e e R B A e R R 9)

dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan penggunaan sistem atau
mesin transaksi pembayaran sebagai pengganti dari penggunaan bon penjualan
(bill} yang harus dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda, kami bersedia:

1. tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang
berlaku:

2. menyimpan data transaksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan

3. melaporkan kepada Bapenda dalam hal terjadi kerusakan sistem atau mesin
transaksi pembayaran paling lama 3 (tiga) hari terhitung pada saat terjadinya
kerusakan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandalangani dengan penuh
kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kamu bersedia untuk

bertangpung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.................. T TS
Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rpl0.000,-
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendarn

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)

NOMOE I (oot mee i eae 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor .....cocoeeecieveeeeeenns 2) tanppal .oy 3) telah
dilakukan penelitian dari tanggal ...........cc.cccniieiiieen.. 4] sampai dengan tanggal
3) terhadap permohonan  pembebasan dari  kewajiban
legalisasi/ perforasi bon penjualan (bill) yang diajukan aleh Wajib Pajak/kuasa
Wajib Pajak ) -

BERIEER 5 s prernymr o ons i s s R e P A R S R A e &)

PRIBINARL it R e e T R S T S 7)
melalul surat nomoer oo 8) tanggal ......................... 9) yang
diterima berdasarkan tanda terima nomor ....cocviireiiniiinisieen e 10) tanggal

ceseneenens 1 1), dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM
1. NFWFPD ¥ pmarrs S ——— . EE——— 12)
2, Nama Wajib Pajak R R B PR S e A e
Oy Aleraat Walih Padale s o o aininansinins i s b e i
..................................................................... 14)
4. Jenis Pajak Daerah | ... ..o e e e 15)

II. DASAR ITUKUM
a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah.

b. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah.

IlI. HASIL PENELITIAN

No Indikator Hasil Penelitian 16) Heterangan 17)
1. |Sistem atan mesin transaksi Sistermn informasi
pembayaran yang digunakan berbasis komputer
Mesin cash register

2. LJems/Merek

3. |Tipe

4, |Tahun Pembuatan

2. |Pomasangan alat perekam transaksi
ftapping box}

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



IV. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

Mengabulkan 19)
Menolak
2, Usul
..................................................................................................... 20)
Kenderd, .. oanininaaing 21)
Mengetahui, Petugas Peneliti 1
Kepala Sub Bidang ......
23) wisARISEARRISE SRR s DTS AR AR s AT ]
NIP. NIP
Petugas Peneliti 2
NIP
Menyetujui,
Kepala Bidang ......

LR LR LR R LA L LR R LA L

24)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/

perforasi bon penjualan (bill), atas nama Wajib Pajak/kuasa

Wajib Pajak *) ....coooienne 3) NOMOT ..ovvenrannnn 4} tanggal ............
5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ...
6) tanggal .......... 7), perlu diterbitkan Kkeputusan atas

permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi
bon penjualan (kbill) dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penclitian Pembebasan dari Kewajiban

L.egalisasi/Perforasi Bon Penjualan (Bili) NOTNOor

menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban

legalisasi/ perforasi bon penjualan (bill) dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang
Pajak Daerah ;
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI
KEWAJIBAN LEGALISASI/ PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)
PERTAMA : Mengabulkan / Menolak *) atas permohonan pembebasan dari
kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) untuk:
1. NPWED -_ 10)

........................................................

2 Walih Paiak: | 1 cicseeecosssimninisanninsameasisrassseraapessayre 11]
3. Alamat Wajib IR S S s e e 12)
Pajalk |
G JEMBTRIEIE. | 5 issvessrsssarninamnrsesnmmasasisl ess i iarisranressrpns 13)
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KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA ¢ Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulaf
berlaku pada tanpgal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI

PACA IBANEERL ... i s s isnveis 14)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

NIP.

¥} Coret yang lidak perlu



e

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
HDMﬂR R R E I NI NN R 2}

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/
perforasi bon penjualan (bill), atas nama Wajib Pajak/kuasa

Wajib Pajak *) ............. Al ROEOT aemaasgs 4) tanggal

ciieeens D) yang diterima berdasarkan tanda terima nommor

6) tanggal .....ccoien 7), perlu diterbitkan

keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban

legalisasi/perforasi bon penjualan (bill} dimaksud,;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban

Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (Bill) nomor

meneiapkan  keputusan  pembebasan dari kewajiban

legalisasi/ perforasi bon penjualan (bill] dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI

KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN
(BILL)
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PERTAMA : Mengabulkan |/ Menolak *) atas permohonan pembebasan
ddrl kewajiban legalisasi/ perforasi bon penjualan (bill) untuk:
1. NPWPD N N 10)
2. Wajib Pajak s e A e R S R L R R R e W 11)
3. Alamat Wajib PAIAK  coiivaresvmsnsmesenasassiorannsnsissrysssnnssssans tnrarssrranssrns
.................................................................... 12)
4. Jenis Pajak Daerah @ ......ccccoiviiiimmimiimicisiass s s e 13)

KEDUA Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dibebankan
kewajiban untuk melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (bili)
sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesual ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal ... ldiiiininiiie.ss 14)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

AR EERE NI NI PN PN R RS PR RN SRR AE e 15]

NIP.

*) Coret yang Lidak perlu



- 67 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL Drs__. H Abdullah Silondae No. 8 Kendan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
“GMOR (BRI IR PR R R RN L R Y] 2]

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR .....oocnersnssasarsssssasensss 3) TENTANG PEMBEBASAN DARI
KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan data/inlormasi yang diperoleh Bapenda dan
hasil penelitian lapangan terhadap pelaksanaan kewajiban
perpajakan dacrah oleh Wajib Pajak .. .4
terkait pemberian pembebasan dari kEWH]lelI’l rntlalmkan
legalisasi/perforasi bon penjualan (bill, perlu menetapkan
keputusan pencabutan surat keputusan tentang pembebasan
dari kewajiban legalisasi/ perforasi bon penjualan (bill);

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang
Pajak Daerah ;
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI TENTANG PENCABUTAN SURAT
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR ......c.oooviureeraersans 5)
TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI/
PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah NOMOT .vvviiieriniinsiniasnannan.s 6) tentang Pembebasan
dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (Bill) yang
diberikan kepada:

1. NFWPD T e R S e s s 7)
2. Waijib Pajak B SRR R S A SRR SR e A A 8)
3. Alamat Wajib Pajak : ... ..cccoveiemimmiminiiiiianeniiineiacisassasnians

¥, SNt Palal DESIARY S crosepersnsyenmprasssnsrens mresmee e sapsmusres 10)
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: Sesuai diktum PERTAMA, Wajib Pajak kembali dibebankan

kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (bili)
sesuai ketentuan yang berlaku.,

: Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA, Wajib Pajak dapat diberikan kembali pembebasan
dari kewajiban mclakukan legalisasi/perforasi bon penjualan
(billl  berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah.

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal .......cccoccvvvnnnnnen,

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDARI,

NIP,
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PEMERINTAH KOTA KENDMRI

BADAN PENDAPATAN DAFRATI : )
MASA PAJAK

JL Drs H. Abduliah Silondae No § Kendari TAHUN PAIAK
0L TACGIHBAY AR

SURAT PEMBERLTAHUAN PAJAK DAERAI (SFETPD)

PFIJT ATAS JASA PERHOTELAN

1 NPWPD ; Kepada Yth

2 NaMaUSAHA ; Kepala BAPENDA Kota Kendari
1 KETERAMGAN i di Kendari
PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak

2. Beri Nomor pada Kotak yang lersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Selelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi

Tenis PBIT atas jasa perhotelan

DAEET Y A% 0 FEARES DS GLET W AJTH PAd Ak

Tumlah Omzet dan Pajuk Terhetang untuk mass pajak sebelumnya (akumuolasi dari awal masa pajak
dalam tabun pajak terentu):

8 MASAPATAK i l
b DASAR FENGENAAN PATAR (OMZET) | |
¢ TARIF PATAE SESUAL PERDA - 10 %

d rasak vanG IERULANG ip | _ |

Tumlah Omzct dan Pajak Terhutang untuk masa pajok sekarang (Lampirkan foto copy Dokumen):

4 MASA PAJAK : | |
b DASAR PENGEMAAN PATAK (OMZLT) | |
¢ TARIF PAJAK SESUAL PERDA : W %
d PATAK YANC TERUTAM ¢ Rp| |
T AT R e PTG 1 o e oy S e e e T |
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUE SANKSI- EENDARL TANGGAL
SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERLINDANG-UNDANGAN YANG | O 2 L D O

BERLAKLL SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN D1 ATAS BESERTA

DAL PRV AR FESERIVEA

DITERIMA TANCGGIAL
WAMA PETLIGAS
NIP
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PEMERINT A KOTA KENIARI

N ; NDAFRAH
BADAN PENDAPATAN DA i

J. Dirs H. Abdullah Silondee No 8 Kendari TAHUK PAJAR
WOk TAGITHBAY AR

STRAT PEMAERITANTAN PATAK DAERAT (SFTPTH
PRI ATAS MAKANAN DANATAT MINUMAN

—H_

1 NPWFD : Kepada Yth
I NAMA USAHA ; Kepala BAPENDA Kota Kendari
1 KETERANGAN . di Kendari

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak

2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk juwaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

4. Keterlambatan penverahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi

Tenis PBIT stus Makanan dan/atdn Minuman

UNALE S S BEARLS DHESTOLETE W AITHE PAAK

Jumlah Omezet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak scbelumnya (akumulasi dad awal masa pajak
dalam lahun pajak lerentu);

A4 MASAPAJAK [ |
b DASAR PENGENAAN PAIAK ([£IMAET) - hp| |
€ TARIF PAJAK SESUALPERDA 1 10

d FAJAK YANG TERLITANG . Rp| = |

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy Dokumen):

2 MASA PAIAK N !
B ASAN PENGENAAN PATAK [OMZET) | ]
C TARIF PAIAK SESUAI PERDA 10
d PAJAR YANG TERUTANG . &p| |
DENGAN MENTADAR] SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIEATNYA TERMASUEK SAMKS] REMDARL, TANGGAL
SANKSISESUAI DENGAN KETENTLAN PERATLIRAN PERUMDAN G-UNDANGAN YANG (R 2 O O v+ T

BERLAKLL SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA.

Mama Jelas

DITERIMA TANGGAL
NAMA PETUGAS
M
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FPEMERINTAH KOTA KENDARI

INTIAPATAN DAERAH
ENDANTR MAEA PATAE

JIL s T Abdullah Silondac Mo 8 Kendard TAHLUN PAJAE
SO, TAGHEFRAY AR

SUMAT FEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SFTFD)

FBJT ATAS JASA KESENLAN DAN HIBURAN

I NPWPD : Kepada Yth
2 MAMA USATA ; Kepala BAPENDA Kota Kendari
3 KETERANGAN : di Kendari

PERHATIAN

|. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak

2. Beri Nomor pada Kolak vang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

4, Keterlambatan penyershan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi

Tenis PBIT atss Jasa Kesenian dian [Hibaran

OMZET YANG HARD S DRSO RN W GHE P A

Jumlah Omzet dan Pajak Terhuteng uniuk masa pajak schelumnya (akumulasi dari awal masa pajak
dalam tahun pajak terteniu):

8 MASAPAJTAK : |

b DASAR PENGENAAN PATAK (OMELT) Rp | I
¢ TARIF PAJAK SESUA] PERTYA i 0 %%
d  PAIAK YANG IERUTANG Rp | |

Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sekarong (Lampirkan foto copy Dokumen):

i MASAPATAE ; | |
b DASAR PEMGENAAN PAIAK (UMZET) . Rpl |
€ TARIF PAJAK SESUAL FEREA ; 0 %

d PALAK YANGHTERL TANG T | |

DENGAN MEMYADAR SEFEMUHNYA AKAN SEGALA ARIBATNYA TERMASLUK SANKS| KENDARIL TANGGAL
SANKSESESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG L T 420 4 Fret L
BERLAKL, SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERTAHUKAN DI ATAS BESERTA

Nama Jelas

RITERIMA TANGLAL
NAMA FOTUGAS
MIP
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FEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDIAPATAN DAERAH
MASA PAJAK

FALLN FAJAK
MO, TAGITIHBEAYAR

JL Dirs 1. Abdullah Silondae No 8 Kendari

SURAT PEMBERITAHITAN PAJAK DAERAH (SPTFDY

FBJT ATAS TENAGA LESTRIK

A Y 1 S SO

1 NPWPD Kepada Yih
2 NAMA WAITE PATAR Kepala BAPENDA Kota Kendari
3 KETERAMNUGAMN LH. E.C[ldﬁrj:

U S et i IR ek ST Ve VAR A M
PERHATIAN
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak
2. Beri Nomor pada Kotak yang lersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi

Jenis PBIT atas Tenaga Listrik

OAALT Y AN

FEA LS IS OLEFLY AR PATAK

Jumlah (Ymzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya {akumulasi dari awal masa pajak

dalam tabun pajak tertentu):

a4 MASAPAIAK | l

b DASAR PEMUGENAAN PAIAK (OMAET)

¢ TARIF PAJAK SESLIAL FERDA 3 H %

d PAJAK YANG TEILTANG

Rp [

Jumlah Omezet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sckarang {(Lempirkan foto copy Dolumen):

4 MASA PAIAK | |
b DASAI PENGENAAN PATAK {OMZET) i | ]
€ TARIF PAIAK SESUAI FERDA " %

d PAJIAK YANG TERUTANG Rp | ]

DEMNGAN MINYADAR! SEPEMUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASLK SAMNES]
SANKS| SESUAI DFRGAN KETENTUAN PERATLIRAN PERUNDAMG-UNDANGAN YANG
BERLAKL. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAM DI ATAS BESERTA

DITERIM A TANCHAI
NAMA FETUGAS
NP

KEMIIARL TANGGAL

N N 5 (N Y I

Mama Jelas
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PEMERINTAH KOTA KENITARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
MASA PAFAK

JL Drrs 1. Abdulinh Silondae No 8 Kendari TAHIMN PAIAK
WY TAGIT AT AR

SUTHAT FEMBERITAITTAN PAIAK DARRAR (SITT1713)

FEJT ATAS JASA PARKIR

PR A WAL AL AR

Kepada Yth
Kepala BAPENDA Kota Kendari

di Kendari

1 NPWPD
2 MAMA USAHA
3 KETEEAMNUAN

PERHATIAN

|. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak

2. Beri Nomor pada Kotak vang lersedia unluk jawaban vang diberikan

3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

4. Keterlambatan penyerahan dari langgeal tersebul diatas akan dikenakan sanksi

Tenis PRIT atas Jasa Parkir

1. Data Ohjck Pajak

DASAR PENGENAAN

NO) JENIS KTLAMIN TARIT JTUMLAH KENDARAAN

| Roda 4 (standar)
Ruaoda 2

]

Viotal Dasar Pengenaan
Tarif Pajak Parkir %%
Pajak Terhutang

KENIDARL TAMNGIAL

DENGAN MENYADARI SEPEMUHNYA AKAN SEGALA AKIBATMYA TERMASUK SANKSI [ | I | I | | | | I

SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDARGAM ¥ANG
BERLAKLL. SAYA MEMYATAKAN BAHWA ¥YAMG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA

IS TR PETV AR PESE R A

DITERIMA TANGGAL
MAMA PETTIGAN
NI
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| FEMERINTAH KOTA KENBPARIE

BADAN PENDAPATAN DAERAH
MASA PAJAK

JL Dies H, Abdullah Silondae No 8§ Keadari TAHUN PAJAK
MO TAGHHBAY AR

SURAT PEMHBERITATTTAN PAIAK DAERAN (SFTPD)

EAaJak MBLEB

I NPWED : Kepada Yth
2 MAMA USALLA : KEpEl!a BAPENDA Kota Kendari
3. KETERANGAN ; di Kendari

FERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak

2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Dacrah
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi

Jenis Pajak MBLB

1. Drala Objek Pajnk

MO URATAN VolumeTonase (M3 Ton) Iarga Patokan
1

Jumlah Pembavaran dan Pajak terhutang untuk masa pajak sekarang {1 ampirkan foto copy dokumen)

Tarif Pajak sesuai

L] Rekeni Drasar Penpenaan
ZREning HSAT FEnEL Perda

Pajak Terhutang | Pembulatan Jumlah dibayar

Jumlah Toral

DENGAN MEMYADARI SEFENUHNYA AKAM SEGALA AKIBATNYA TERMASUE SANKSI- RENDARI, TANGUAL
SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG | RO R
RERLAKLE SAYA MEMYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA

(e

Mama Jelas

IS EN PETUGAS PEMERINEA

ITFERIMA TAMGGAT
MAMA PFETLIGAS
NI
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FEMERINTAH KOFTA KENTARIT

BADAN PENDAPATAN DAERAN
MASA PATAR

JL Drs Il Abdullah Silendac No 8 Kendari TAHLN PalAK
NeL, TAGTIBAYAR

SURAT PEMBERITAHUAN FAJAK DAERAH (SFITD)

PAIAR SARAMG BURUNG WALET

LA LA Y R P AR

I WPWID : Kepada Yth
2 MAMA LISALIA : Kepala BAPENDA Kota Kendari
3 KETERANGAN ; di Kendari

IPERHATIAN

[1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak

IE. Beri Numuor pada Kolsk yang tersedia untuk jawaban vang diberikan

3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah
| paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

I4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi

1. Drata Objek Pajak

|
| MO URATAN Waolume! Fonage Harpga Pasaran Limum

Jumlah Pembayaran dan Pajak terthutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan oo copy dokumen)

Taril Pajak scsuai

NO Rekeni Jasar Peng
ekening Dasar Penpenaan Purda

Pajak Terhutang | Pembulatan Jumluh dibayar

-

Jumlah Total

DENGAN MENYADMARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATHYA TERMASLUK SANKSI- KENDARL TANGGAL

SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG I ! I | | | ] I

BERLAKL. SAYA MENYATAKAN RBAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA

TIEy

MNama Jelas

BISL O EHPETL Gas PEXERIVEA

INTERIMA TANGGAL
NAMA PETUIGASR
NP




PEMERINTAH KOTA KENDARI SSPD BPHTR
BADAN PENDAPATAN DAERAH S
SURAT SETORAN PAJAK DAERAT LEMBAR KI
HEA FERIH.EIAN ITAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TR

BALAN PENIDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
FERHATLIAN : Hacalnl i i lembar ind terebil dahuala,

I NAMA ' WANR PAJAK

R
3 ALAMAT WANE PAIAK
4 KELURAHAMTIESA § KT/RW ! !oa i K ecomntan

T ROTAKAD . B mode Pos

NOMOR ORIEK PAJAK A ) I I S T T - 1-0

(MLHF) PHA-P2
2 LETAK TAMAHN IPAN DARGENAN

1 KETRATANTIRGA _ 4 BT '
5 KECAMATAN 6 KOTA KENDAKI
Perbsiungin NIOP PRI-P2
TAIAS (M2) NIOT FRI-P2 (Rp/M2)
Lik_.‘LL.‘I_\' (ORES LUAS TARAH DANAATALT RARGINEN | (TS [SECASARKAN S2FT FEO PERTOTAAN TARLS TERIADT YA LUAS X HIOP PD0-re 1”P:I
AN ARNT & (XS0 PERDCEHAR HATARLN . |
TANARZBIME | 7 v 1
BANGUNAN # 10 12
NI E
14 TIARGA TRANSAKSL Ry | |

HILAL PASAR®)
LS JENTS PERCMLEHAN HAE ATAS I:I:l
TAMAH DAMATAL BANOUMAN
14 TENGENAAN PENGURANGAN Ry | ==}
7 MOIMOIR SERTTIFTRCAT

. AKTMULASE NILAL PEROLEHAN SERELIIMNYA hp I |

B PENGHUEE SO BEH VR ihenbsarkio peeirorsme - wenjeopagkl

1 MILAT FEROTEHAN OBRIEE PALAK ¢ MECY) Rp I i
(I THRHIAN WILAL AN LUK TINGO DIANEARA B 13 ATAITE. 14 dan ©)

7 MILAL PEROLEHAN CEIEE PAJAR TIDAK KPNA PATAK (NPOPTKIM kp 1 |

G MILALPEROLETIAN ORITE EFNA PATAK (INPOFER) g i |
irll";‘: TaR AN ASHRA T- ANLIRA T)

4 BPHTH YAMNG TERUTANG rp| |
(5% x anpka 3}

5  PEMOFEMAAN PENCITRAMGAN KARENA (%) Kn !_ |
(% % mngka 1)

& BPHTH fp I ]

FARMEAH-SE TGRS BERDANAHRAS

Da. Merhitwmgan Wjib Pagnk
[ sreo resth: sEPDRBSK DRSS
Dc. Pengurasnman dileiiisg sendin mnjud

D-j

JIALATT ¥ ANG [FSE IO (denzan angke ; dengam il

Kendari, MENGETAHLT: TELAH MMVERIFIKAS]
WAL PASAKPENTYT TOR PRATIMNOTARIS) KEPALA BADIAM FENDAPATAN DAERAL
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Kepada:
Lampiran : 1 berkas Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Perihal : Permintaan Keterangan Kota Kendari
Penghitungan Pajak di
Kendari
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama B SR A B R S R S S e 1)
NIK R R S R SRR ERR A SRR A SRR SRR 2)
Alamat AT e A R R B B A R S e S 3)
Nomor Telepon SRR o = L R o S | e W 4)
sebagai Wajib Pajak / Kuasa / Wakil Wajib Pajak *), atas:

1. NOP / NPWPD * i S T A e T SR AR s R e 5)
2. Nama Wajib Pajak B R R e S B S S 6)
3. Alamat Wajib Pajak R S SR SRS KA A A SR AR SR SRR 7)
4. Jenis Pajak Daerah s A A T e R A DA A E SN SRR EpE 8)

mengajukan permintaan keterangan penghitungan pajak yang terutang sebagai
bahan untuk penyampaian SPTPD / SSPD BPHTB *) dalam rangka pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah.

Sebagai bahan pertimbangan penghitungan, kami lampirkan: 9)
(untuk jenis pajak BPHTB]
| ] Fotokopi SPPT PBB Perkotaan

Gambar peta posisi relatil bidang tanah dan fotokopi SPPT PBB Per objek
pajak yang berbatasan langsung

Fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau IMB

Fotokopi Surat Keterangan Waris / Akta Hibah *)

(untuk jenis pajak daerah lainnya)
Salinan Bon Penjualan (Bill)

Rekapitulasi pencatatan transaksi

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
............ R A LA

Wajib Pajak / Kuasa /
Wakil Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu
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FEMERINTAI Ki¥I'A KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

MOMOR PELAYANAN

LEMBAR PENELELITIAN AWAL

BEA PERODLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUMNAN

0 TN ) AT T 1 O A I

TaNGGAL PENELITIAN
1 o

| HANS PEMOHDN

T i I )

7 ALAMAT PEMHEHLIN

I
|
|

o] . et

|
|
l

3 RO TELEMON

4 NOP PRI PERKOTAAN

:
:

o

5 WAMA WAIIR PATAE

b ALAMAT WATIR PAJAK

1 [
[ -
i
IEEE
I [
! 1 |
T

— f— —

T TAORCASL CMUJER PATAK

-
||
| |
o
[ |
=
| |

||
|_i
=
| |-
[ ]
||
| |

1
|
|
=
|
I
I

=t e —|

JEMTS PERULEHAN

% HAK | 5 A O R T ) O 1 ) " I O 0 O, S
§ JENIS PENGGUNAAN | AHAN [ Jeeminasax [ Jmmoacancas: [ JoumarcmmusTrs
PEEEANTUIANK
[ Jwariivesiap [ Jsawankenum
BANIGTMN
1 LUAS BUMI (M2) . et} woeasmaveananen [ [ T [ 1 |
12 NILAL BANGUNMAN (Ry) R A [, o T O D O O O i OO

[ Innas ssvmor
1 I o |
[ Jrnesea
[ Jsuoun [Clremoan
[ Jaax v [ ns

DH_.';L'L MK SATITAN UMAH SUBUMN

13 LEMAAR 8181 DEPAN (M)
15 BENTUE REMMC
16 FOSIST RIMARL

17T HAK KEPEMILIKAN

|:IHIJ_)|| THFIECTS 200

14 KITINGGIAN DARTIALAN ™0 | 1 | | ]

[ Jumak nrramuras

[ lamavisis ran

|j1u1m‘+ r:l'l'l.IRUK.E.ﬁ. TE
I:I Hiil I___IHF\}L FARAl

[ Jranan arEmrmokvErRronDNG

18 HARGA TRANSAKSI {p) e NN O o [ O A IO

i e

[ remsevy pexmars)

DLLIH.AH

19 SUMBER YATA

I:lauum' MAKTTAR

[ Juampeva

1 I 5 0 S
L A )

20 PERCEITURG AN MW PEE FERKOTAAN

LEAIAMN 1.11AS (M) SICHT PERROTAAR (RpMI) LUIAS (M)
TAMNAHS BLMI n [= B
HANGLT AN b, LR L
AP i

11 PENGHITISGAN PATAK Y AN TERLTTANG

PINGHTTUNGAN MENURLIT (Rpl

NG URAIAN
WA PALAK FISRLES PEMBAFASAYN

i P

B. [WPOPTEP
0, |NPOPES

O |BPHTHE YANG TERLUTANG

B PENGATURAN PENUENAAN PENGURANGAN FAIAKT)
E POKOK HPHTH YANG HAKLUS DIBATAR
0. |KOMPERNSAST PATAKY PAIAK YANG SUDME DIBAY ART)
H BPIITH YANG HARUS DIBAY AR

1 SANES ATMINE TRASL

J JUMLAH Y ANG MASIH HARUS LHHAY AR

TERRN.AMG

THHITL NG DITELIT DISETUIL _|CATATAN:
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PEMERINT AT KUTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

MOMOR PELAY ANAN

LEMBAR PENELELITIAN AWAL
PBIT ATAS JASA PERHOTELAN

11 ) 1

TANGGAL PENELITIAN

I o £

I

—

l

S
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

/ BADAN PENDAPATAN DAERAH
) J1. Drs, H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

BREPIRTY v rvsnsas s i 2)
NOMIOT & samsasaasimmis 3) BIEL . 2 oy s U s nan g by 8 e mem e )
Lampiran: 1 Bundel di
Perihal : Pemberitahuan SPTPD Kendari

Dianggap tidak disampaikan

Sehubungan dengan penyampaian SPTPD Saudara untuk Masa Pajak
vereneenn D) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor .................... 6)

tanggal .................... 7), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ...
tentang Tata Cara Pemungulan Pajak Daerah, diatur bahwa:

(1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani
oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Bapenda.

(2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD
harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri;
a. data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak

terutang; dan
b. SSPD lembar 2 yang telah divalidasi.
(4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
a. SPTPD tidak ditandatangani; dan
b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen.

2. Berdasarkan penelitian kami, penyampaian SPTPD Saudara tidak memenuhi
ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ..., yaitu:

schingga penyampaian SPTPD Saudara dianggap tidak disampaikan dan
terlampir dikembalikan berkas terkait.



T

3. Saudara dapat menyampaikan Kkembali SPTPD dengan terlebih dahulu

melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI
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Kepada:
Lampiran : 1 berkas Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Perihal  : Perpanjangan Kota Kendari
Penyampaian SPTPD ci
Kendari
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama T S R S P A e = o P PP AR LR SRS AR T AR RS 1)
NIK e S P i e o s e S Pl e i 2)
Alamat A e AR R A K R YR R L S S A S 3)
Nomor Telepon S Ok S o o B R S S s A s e 4)
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wﬂ]lh Pajak *), atas:
1. NPWPD D bk S e A e B 5)
2. Nama Wajib Pajak S o N A SR R R e R A 6)
3. Alamat Wajib Pajak D eterriresiesesitt bt e e geeee e snnses s s sansnsnnssesrynnas )
4. Jenis Pajak Daerah AN SR N AR S R S 8)
5. Penanggung Jawab TR R A R SRR ES e e R e s 9)
mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD untuk Masa
5 11 RO S 10) dengan alasan ..........ccccireiieeieeriineane e e e emenrreans
................................................................................................................... 11).
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan
....................................... 12)

*} coret yang tidak perlu
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| PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

Kendart, ....ovwmrisesmassnes 2
NOMOL™ 1 ciosimsisnisamnin s o) 15 | AR PR m st 4|
Lampiran: 1 bundel di
Perihal : Pemberitahuan perpanjangan Kendari
Penyampaian SPTPD tidak dapat
dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD

Saudara untuk Masa Pajak ............. S) melalui surat nOMOT ....ooicciviiinininnn.
6)

rEngEal . nsasn i 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
.................................. 8) tanggal ............ccvuvvevvn. 9), bersama ini disampaikan
bahwa

l. Sesuail dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ...
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:
a. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- diajukan kepada Kepala Bapenda;
- diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian
SPTPD:
- dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan
penyampaian SPTPD;
- dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotocopi kartu NPWPD atau fotocopi identitas Kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan;
2. penghilungan sementara pajak terutang yang harus dibayar;

- surat permohonan ditandatangani cleh Wajib Pajak, dan dalam
hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

b, Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap
bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan penyampaian
SPTPD.
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2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan perpanjangan penyampaian
SPTPD Saudara tidak memenuhi Peraturan Walikota Kendari Nomor ...
Tahun ..., yaitu:

sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun
..., permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD Saudara dianggap
tidak dapal dipertimbangkan dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan
penyampaian SPTPD dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan
sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

NIP.
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.  PEMERINTAH KOTA KENDARI
2/ BADAN PENDAPATAN DAERA

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No.8 Kendari

Kendari, .....oovvvvvivnvnieninnes 2)
5 0 e oo o A e e L ey i 3) 5T | PR 4)
Lampiran : 1 bundel di
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan KENDARI
Penyampaian SPTPD

Schubungan dengan surat Saudara NOMOT ....ceviiiiieiiiieiiiie 3) tanggal
................. 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor .................... 7]
EANEEA]l civivsiveriaiia AT 8), bersama ini disampaikan bahwa permohonan
perpanjangan penyampaian SPTPD untuk:
1. NPWPD RS R R T e e e R e i e s s e 9)
2. Nama Wajib Pajakt @ ..o sscsns s s e s an e 10)
8. Anniat Wl BRIl & s i s A s A s e s e e s i 11)
M I I L I R . vt o AR A YR A A TR 12)

telah disetujuil dengan batas akhir penyampaian SPTPD Masa Pajak ......... 13)

diperpanjang sampai dengan tanggal ... 14}, Terhadap pajak
vang kurang dibayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran
yang seharusnya sebelum adanya persetujuan perpanjangan penyampaian

SPTPD ini sampai dengan tanggal pembayaran.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAFATAN DAERAH

NOMOR NOTA

NOTA PENGHITUNGAN

LEMBAR UTAMA

PAJAK REKLAME

NOTA PENGHITUNGAN

1 MASA PATAK

2 TAHUN PAJAK

3 NAMA WAL PAJAK

4 ALAMAT WAILB PAJAK

1 MAMA TISAHA

2 ALAMAT USAHA
3 NPWPD

4 TIRAIAN

A DASAR PENGENAAN PATAK

B SANKSI ADMINISTRASI
| KENAIEKAN
2 DENDIA
I BUNGA
JUMLAH SANKS]
TOTAL

DEMGAN HURLIE :

Rp
Kp
Rp
Rp
Rp

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PENDAPATAN WIL I

KENDARI,




.00 .-

ADAN PENDAFSTAN DAERA

NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK AIR TANAH

NOMOR NOTA T

|
lLEIMIJEMu. TTAMA
NOTA PENGHITUNGAN

1 MASA PAIAK
2 TAHUN PAIAK

3 NAMA WAJIE PAJAK

4 ALAMAT WAJIB PATAK

1 NAMA TUSAHA

2 ALAMAT USAHA

3 NPWPD

4 TTRATAN

A DASAR PENGENAAN PATAK

VOLUME

FNA

HALI = (FNA x [IAB)

NPA — {VOLUME x HIZAD

B SANKS] ADMINISTRAST

Tetal NPA

Total VOLUME

KETETAPAN PAJAK
(Total NIPA x 2084)

| KENAIKAN Rp
7 DENDA Rp
3 BUNGA Ryp
JUMLAH SANKSI Rp
R
DENGAN HURUF *
MENGETATLIU KENDARI,

KEPALA BIDANG PENDAPATAN WIL 1
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS, H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH [SHPD)
PAJAK REKLAME

POMOPRE i s

I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME TERHATIAP:

NAMA WAIB PAJAK

2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWED
4, MASA PAJAK
5. TEMPAT FEMASANGAN
6. JENIS REKLAME
7. BENTUK REKLAME
8. STATUS REKLAME
9. REKLAME DIPASANG DI
10, UKURAN REKLAME : PANJANG M X LEBAR M=
11. JUMLAH PEMASANGAN
12, MASA FAJAK
13. JANGKA WAKTU PEMASANGAN
14. PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG
NG UEALAN JUMLAII
I. [PFEMBAYARAN DARI Ll
A JUMLAH
E) UKURAN - o o
) NILAI DASAR
D) LAMA PEMASANCAN = T - . s
3. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DFP) B Rp. o B
3. [TARIT 25 %
4. [PAJAK YANT TERUTANG Hp.
5. [PENGATURAN TENGENAAN / PENGURANGAN MAJAK %) Rp.
B, |[POKDK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7. [KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *) Rp.
8. [PAJAK YANG HARUS [NEAYAR Rp.
5. [SANKSI ADMINISTRASI Rp.
10, WUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp.
TERBILANG
1. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
1. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI
e O U
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PEEHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWAT] TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAEAN SANHKSI
ADMINISTRAS] BERUPA BUNGA 1% PEE BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARLUS DIBAYAK.

2. PEMDAYARAN (NI 8AH JIKA DIDUDUHL TERAAN VALIDASI DANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUR.

3. APABILA SAMPAl HBATAS WAKTU PENGAIUAN KEBERATAN (3 OULAN) WAJIE PAJAK TIDAK MENGAJUKAN

KESERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBACAIMANA TERZEBUT DI ATAS AKAN DNTAGIH
DENGAN SUBAT PAKSA,
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK ATR TANAH

MNAMA WAIIE PAJAK

ALAMAT WAJTH PAJAK

KEWPD

TUJUAN PEMANFAATAN

LOEASI SUMBER AIR

NAMA/TIPE MESIN POMPAA |

EAPASITAS MESIN POMPA

POSISI METER AIR = BULAN .. .....

A B R

9. VOLUME PENGAMBILAN
10, MASA PAJAK
11. PENGHITUNGAN PAJAK YTANG TERUTANG

NO URAIAN JUMLAH
1. |[PEMBAYARAN DARI e
A} VOLUME PENGAMBILAN ATR
B} [IARGA DASAR AIR
2. [PDASAR PENGENAAN PAJAK [[DFH HKp.
3. [TARIF 20
4. [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK %) [Rp.
6. |POKOK PAJAK YANG HARUS DIEAYAR Rp.
7. |[KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR J[Rp.
8. [PAJAK YANC HARUS DIBAYAR R,
G, [SANKSI ADMINISTRASI Rp.
10, [FUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR S~ Rp. ===t
MECREILANG -

12 JATUH TEMPO PEMBAY ARAN
13, PEMBAYARAN DILAKUKAN DI

BENDARY, s s sl fea

EEPALA BADAN PENDAFATAN DAERAH
KOTA KENDARI]

PERHATIAN :
1. PEMBAYARAN YANG DILAKUEAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKS]

ADMINISTRASI BERUFPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI BAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDAS]T BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.

3. PABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KREBERATAN (3 BULAN}] WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJURKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMAMA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA.

4. PEMBAYARAN INT BUKAN MERUPAKAN IZIN PENGAMBILAN [ PEMANFAATAN AIR TANAH.

SR e s e e e e e 1y e

TANDA TERIMA PENYAMPALAN SKPD PAJAK AIR TANAH DITERIMA TGL

NOMOR SKEPD

: ANDA TANGAN @

MNAMA WATIE PludAR

MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDHEB)

PBJT ATAS JABA PERHOTELAN

PELAKSANAAN
L. NAMA WAJIB FAJAK
2. ALAMAT WAJIE PAJAK
3 MNPWPD
4. MASA PAJAK

l. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN [ PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) ATAH

1. DARI PEMERIESAAN /| PEMERIEKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS,
JUMLAH PBEJT ATAS JASA PEREHOTELAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAT BERIKUT:

ADMINISTRAS]I BEERUFPA BUNGA

. FEMBAYARAN DILAKUKAN [3]

N} LR&TAN JUMLAH
1. |[PEMDAYARAN DARI
A} FERSEWAAAN KAMAR Rp.
2} PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
IC) FASILITAS HOTEL RD.
D) PELAYANAN PENUNJANG lRp.
2, |DASAR PENCENAAN PAJAK (DPT) Rp.
3. [TARIF Tl0%
4, IPAJAK YANG TERUTANG R,
5. [PENGATURAN PENGRENAAN | PENGURANGAN PAIAK Y [Rp.
6, [POKOK PAJAK YANG IIARUS DIBAYAR
7. [KOMPENSAS] PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR 7
B, [PAJAK YANG HARUS DIDAYAR
9 [SANKSI ADMINISTRAST f
10. [MUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAVAR . |
ITEREBILANG i
1. JATUH TEMPO PEMBAYARAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDAR]

PERITATIAN :
1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO [ ATAS AKAN DIKENAKAN SANKST
¥ PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASE BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK,

3. PABILA SAMPA] BATAS WAKTL PENGAJITAN KEBRERATAN (3 BULAN) WAJIR PAJAK TIDAK MENGAJUKAN

HEBERATAN, JUMLAH YANC MASIH HARUS DIEAYAR SEBAGAIMANA TERSEEUT DI ATAS AKAN DITAGII
DENGAN SURAT PAKSA,

e 2 VAL 1 ¢

I‘TFLNH."A TERIMA MFENYAMPAIAN SEI'DED PEJT ATAS JASA PERIIOTELAN

NOMORE SKPTY

NAMA WAJIE PAJAK

MASA PAJAK

DITERIMA TGL
TANDA TANGAN :
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

BURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH HURANG BAYAR [SHPDKEB)

PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATADU MINUMAN
TR s et e e b e A L s S S e

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *] ATAS
PELAKSANAAN KEWAIIBAN PELIT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN TERHADAF ;
NAMA WAJIH PAJAK
ALAMAT WA JIE PAJTAK
NPFWED
4. MASA PAJAK
. TARIPEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG /| PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS,
JUMLAH PAJAK RESTORAN YANG HARLUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIEUT:
NO URALAN JUMLAH
. [PEMBAYARAN DARI
4] PEMJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN
IF] SERVICE CHARGE
IO PENDAPATAN LAIN-LAIN

L S

EIRE:

2

3. [TARIF 10 %4
4. [PAJAK YANG TERUTANG :
5

6. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
7. [KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR °)

8. [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp. ) —1

9. [SANKSI ADMINISTRASI = ~ Rp.

1o 1 YANG MASIH HARLUS DIBAYAR kp. il
TERBILANG : h

Ui, JATUH TEMPO PEMBAYARAN
V. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI
KENDARL cevecere e oo seeene
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

4 PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKS!
ADMINISTRASI BERUPA BUUNGA % PER BULAN DARIJUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
PEMBAYARAN IKI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDAS] BANK ATALU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUEK,
APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PERGAJUAN KEBERATAN [3 BULAN] WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YAND MASIH HARDS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DEMNGAN SURAT PAKSA,

Al

S P e A L N e T = e T

E:Tﬁl.ﬂﬂh TERIMA PENYAMPAIAN SHPDEE PEJT ATAS MAKANAN DAN /ATALT IDITERIMA TGL
MINLIMAN TANDA TANGAN ;
NOMOR SKP0D
AMA WAJIE PAJAK
[ASA PAJAK - i ]
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH HURANG BAYAR (SKFDKB)

PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

I TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTT PERMULAAN *) ATAS
FELAKSANAAN KEWAJIBAN PEIT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN TERHADAP :

NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT WAJIB PAJAK |
NPWPD

MASA PAIAK

G e

1. DARI PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS,
JUMLAH PRJIT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBUEAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAL BERIKUT:

NG URALAN JUMLAL
1. [PEMBAYARAN DARI
A) PENJUALAN TIKET] LAYANAN Ro.
B} PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
IC} SERVICE CHARGE |'
1) PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp.
2. NASAR PENCENAAN PAJAK (DPP) Fp.
3, [TARIT 10 /40
4. |[PAJAK YANG TERUTANG R®p
5, [PENGATURAN FENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK ¥) =
"6, [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7. [ROMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR %) Rp.
‘8. [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR o . Rp. N
0. [SANKSI ADMINISTRASI Rp.
1, HUMLAH YANG MASIH HARL'S DIBAYAR 1158
TERBILANG -

1L JATUH TEMPD PEMBAYARAN
V. PEMUBAYARAN DIEAKURKAN 1

KENLDARL

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

HOTA KENDARI

PERHATIAN &

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DL ATAS AKAN DIKENAKAN SBANKSI
ADMINISTRASI BERUFA BUNGA % FER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

b

PEMBAYARAN [N] SAH JIKA DIBUBUHT TERAAN VALIDAST BANK ATAU TEMPAT LAIN YANC DITUMN.IUIK,

3. APABILA SAMPAL BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (2 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENCAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH

DENGAN SURAT PAKSA.

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDED POJT JASA KESENLAN DAN [IGURAN
NOMOR SKTTD

MNAMA WAJIE PAJAK

MASA PAalAK

DITERIMA TGL
TANDA TANGAN :
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH HURANG BAYAR (EKPDEE)
PAJAK REKLAME
NOMIOE ... s rabis i

L TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN | PEMERIESAAN ULANG / PEMERIKSAAN DUKTI PERMULAAN *) ATAS

PELAKSANAAN KEWA IIBAN PAIAK REKLAME TERHADAF
1. HNAMA WAJIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIE PAJAK
3. NPWPD
4, MASA PAJAK

I DAK! PEMERIKSAAN [ FEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI FERMULAAN “) TERSEBUT TN ATAS,
JUMLAN PAJAK HIBURAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAT BERIKUT:

T

MO URALAN | JUMLAH
1, [REKLAME TERPASANG
] JUMLAIL s
Bl UKURAN
) NILAl DASAR Rp.
D) LAMA PEMASANGAN
3. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DPF)
3. [TARIF ' 25%
3. |PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. [PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN FAJAK ¥ Rp. =
f. |POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Kp.
T 7. [KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ¥ Rp.
B |PAJAK YANG HARUS DIBAYAR - Rp.
9, [BANKS!I ADMINISTRASI E Rp.
10. WUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR ®p.
TERBILANG |

. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN Di
BERMDAR o s s
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

I, PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATIL TANGGAL JATUIl TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAY AR

2. PEMBAYARAN INI SAII JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDAS] BANK ATAU TEMPAT LATN YANG DITUNJUL.

3. APABILA SAMPAL BATAS WAKTU PENCGAJUAN KEBERATAN {3 BULAN] WAJID PAJAK TIDAK MENGAJURKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEHAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENOAN SURAT PAKSA.

O S S NP 1 10

ANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDED PAJAR RERKLAME DITERIMA TGL
|NOMOE SKPLDY : TANDA TANGAN :
NAMA WAJIE PAJAK
MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H, ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

BURAT HETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (BKPDKE)
PBJT ATAS TENAGA LISTRIE

I.  TELAII DILAKUKAN PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG [ PEMERIKSAAN BUKT] PERMULAAN *} ATAS

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK TERHADAP ;

1. NAMA WANB PAJAK

2, ALAMAT WAJID PAJAK

3. KPWFD

4. MASA PAJAK
1. DARI PEMERIKSAAN / FEMERIKSAAN ULANG / FEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN %) TERSEBUT DI ATAS,

JUMLAH FEJIT ATAS TENAGA LISTRIK YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGA] BERIKUT:

NG URAIAN n JUMLAH
1. REKLAME TERPASANG
A SOSIAL / 5 . ' Rp. )
B) RUMAH TANGGA | R Rp.
C) BISNIS | S Rp.
D) INDUSTRI / 1 ' Rp.
2. |[DASAR FENGENAAN FAJAK (DFF) Kp.
3. [TARIF = T 109
4. |PAJAK YANG TERUTANG ”p.
5. [PENGATURAN PENGENAAN / FENGURANGAN PAJAK *) =p.
6. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR [Re.
7. WOMPENSAS] PAJIAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR Y) Rp.
B. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
|G, SANKSI ADMINISTRAST Rp.
10. PUMLAIL YANG MASIH HARUS DIBAYAR kp.
FERBILANG -
ML JATUH TEMPO PEMBAYARAN
IV, PFEMBEAYARAN LMLARURAN L)
BRENDBARL, .o i ot ity
KEFALA BADIAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENTDARI

PERHATIAN ;

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUEAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO D1 ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSL
ADMINISTRASI BERUPA BUNCGA % FER BULAN DART JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDAS] BANK ATAU TEMPAT LAIN ¥ANG DITUNJUK,

3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGATUAN KEBERATAN (3 BULAN] WAJIE PAJAK TIDAK MENGATUKAN
KEEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERBEBUT DI ATAS AKAN DITAGLH

DENGAN SURAT PAKSA.

o L L N - 17y L | S P - e
F-.-.mm TERIMA PENYAMPAIAN SKPDEE PBEJT TENAGA LISTRIK DITERTMA TGL
NOMOR SKPD : TANTIA TANGAN :
NAMA WATTE PAJAK
MASA PAJAK

i ==

I— — o
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO, 8 KENDARI

SURAT EETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR [BHPDKR)
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN

L TELAH DILAKUKAN FEMERIKESAAN / PEMERIESAAN ULANG / PEMERIESAAN BUKTI PERMULAAN *) ATAS
PELAKSANAAN KEWAIBAN PRIT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN TERHADAP :
1. NAMA WAJIE PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD
4, MASJA PAJAK :
. DAR PEMERIKSAAN / PEMERIESAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS,
JUMLAH PEJT ATAS TENACA LISTRIE NON FLN YANG HARUS DIRAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO URAIAN JUMLAH
1. [REELAME TERPASANG
) DAYA TERPASANG = VA
[) JAM PENGOGUNAAN JAM|
IC) BIAYA PEMAKAIAN PER EWII Rp. . R
D) FAKTOR DAYA 0,85
3. |DASAR PENGENAAR PAJAK (DPP) Rp.
3. [TARIF 1,5 ™
4. [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. IPENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAR ) Rp,
#. |POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR el
7. |[KOMPENSASI PAJAK [ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ¥ Rp. =
8. |PAJAK YANCG HARLS DIBAYAR .
[SANKSI ADMINISTRASI Rp. -
10, PMUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR IRy
TERBILANG ) i

m., JATUH TEMPO PEMBAYARAN
IV, PEMBAYARAN TMEAKUKAN DI

KEFALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDAK!L

PERHATIAN -

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWAT! TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMIMISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIDUDUII TERAAN VALIDAS! BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITLTN.JUK

3. APABILA SAMPAl BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN {3 BULAN) WAJID PAJAK TIDAK MENGAJUKAN

KEBERATAN, JUMLAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEHAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SUBAT PAKSA.

L. S 1 1 ' || 1 18 st R

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDED PDJT TENAGA LISTRIK NON FLKN ITERIMA TGL

MOMORE SKFL 4 ANDA TANGAN :
MAMA WAIE PAJAK

MASA PATAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H, ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARL

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH HURANG BAYAR (BKPDHE)
PBJT ATAS JASA PARKIR

N O T e o e e T e L S S R

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG ; PEMERIKSAAN BUKT! PERMULAAN %) ATAS
PELAKZANAAN KEWAJIBAN PRIT JASA PARKIE TERHADAF :

1. MNAMA WAJE PAJAK

2, ALAMAT WAJIB PAJAK :

3. NPWFD

4. MASA PAJAK

DARI PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS,
JUMLAE PATAK PARKIR YANG HARUS DIBAYAR ADALAN SEBACAI BERIKUT:

O URAIAN Z JUMLAH
1. |[PEMBAYARAN DIARI
A PARKIR RODA DUA = Rp - ==
B} PARKIR RODA EMPAT Rp.
2. |DASAR PENGENAAN PAJAK ([DFF) ' Ep
3. [TARIF 105
4, |PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *) Rp,
. |POKOK PAJAR YANG HARUS DIBAYAR IR
7. |[KOMPENSASI PAJAK [ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR %) Rp.
B, |PAJAK YANG HARLUS DIBAYAR Rp.
9. [SANKSI ADMINISTRASI Rp
10. PJUMLAH YANG MASIH HARUS DIHAY AR RD.
TERBILANG R

I, JATUH TEMPO PEMBAYARAN
1V, PEMBAYARAN DLAKUKAN D1
KENDARL .o
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWAT] TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRAS] BERUIPA BLINGA % PER BULAN DART JUMLAH PAJAK YARNG HARUS DIBAYAR.
PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATALI TEMPAT LAIN YANC: DITUNJUEK,

3. APABILA SAMPAl BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIE PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIRAYAR SERACAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA.

b L et o S P S T e L NN INOTN Y - S
ANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPOKB PEJIT JASA PARKIR IMITERIMA TGL
OMOR SKPD ; FANDA TANGAN ¢
MAMA WAJB PATAK
hiASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKE)
PAIAK ATR TANAH

[ TELAIl DILAKUKAN FEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKRTI PERMULAAN #) ATAS
PELAKSANAAN KEWAJTRBAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP
1. NAMA WAJTE PAJAK

2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD
4. MASA PAJAR

II. DARI PFEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI FERMULAAN %) TERSEBUT DI ATA3,
JUMLAH PAJAK ATR TANAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SERAGAT BERIKUT:

ND URAIAN ~ JUMLAH
T 1. |PENGAMBILAN
4] VOLUME PENGAMBILAN = -
B HARGA DABAR AR Rp
C) BIAYA PEMAKAIAN FER KWH Rp
i) FAKTOR DAYA ' Rp B
2. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Rp
3. [TARIF PR
1. |PAJAK YANO TERUTANG Rp.
5. |[PENGATURAN PENGENAAN ; PENGURANGAN PAJAK *) Rp.
%. IPOKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7. [KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ¥ Rp.
2. |PAJAK YANG HARLS DIBAYAR Rp.
"o, |[3ANKSI ADMINISTRAS] Rp,
10. PUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR R
TERBILANG :
|

{Il.  JATUH TEMPO PEMBAYARAN
V. PEMBAYARAN [MLAKUKAN DI

KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PFERITATIAN ;

L. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATULl TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DAKI JUMLAH PAJAK YANCG HARUS DIBAYAR,
PEMBAYARAN THI SAH JIKA DIDUBUHT TERAAN VALIDAST BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNIUK.
APARILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIE PAJAE TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBACGAIMANA TERSEBUT [ ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SUBRAT PAKSA.

e ke e e it s iy OOV, " ;' | + | — e Ve s

rI'HND.'l. TERIMA PENYAMPALAN SKPDKB PAJAK ALR TANAH DITERIMA TGL

NOMOR SKPD
iNAM.ﬁ. WANE PAJAK

r«ﬂﬁﬂ PAJAK

TANDA TANGAN ;
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (BHPDKER)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG ;/ PEMERIKSAAN BURT] PERMULAAN %) ATAS
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAF

1. NAMA WAJIE PATAK

2. ALAMAT WAJIG PAJAK :
3. NPWPRD

4. MASA PAJAK

1. DART PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIESAAN BUKT] PERMULAAN *) TERSEBUT Dl ATAS,
JUMLAH PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG HARUS DIBAYAR ATYALAH SEBAGAI BERIKUT:

O URAIAN | | JUMLAH
. [PENGAMBILAN "
A} VOLUME PENGAMBILAN SBW Rp.
B} HARGA DASAR SBW En.
C) DIAYA TEMAKAIAN PER KWII Tp.
D] FAKTOR DAYA Rp.
2. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DFF) Rp
3. [TARIF 10 9
4, IPAIAK YANG TERUTANG IBp.
5. [PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *) Rp- =
Th. |POKOK PAJAK YANG: HARUS DIBAYAR Rp.
7. [KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *) Rp-
A, |PAJAK YANG HARUS DIBAYAK Rp.
9. BANKS! ADMINISTRASI Rp. i
10, PUMLAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR Re.
TERBILANG :

i,  JATUH TEMPO FEMBAYARAN
V. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI
REM D AR = e S s
KEPALA BADAN PENDAFPATAN DAERAH
KOTA RENDARI

PERHATIAN :

{. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGOAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKS!
ADNMINISTRASI EERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
PEMBAYARAN INT SAH JIKA DIBUBUI TERAAN VALIDAS! DANK ATAT TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENCAJUAN KEHERATAN (3 BULAN) WAJIE PAJAK TIDAK MENGCAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIEAYAHR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITACHH
DEMNGAN SURAT PAKSA.

e POTON G ——

DITERIMA TGL

ANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDEE PAJAR SARANG BURUNG WALET
C ANDIA TANGAN !

OMOR SKPD
INAMA WAJIE PAJAK
TATA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

EURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKFDKE)
PAJAK MBLE

I.  TELAIl DILAKUKAN FEMERIKSAAN [/ PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) ATAS

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PATAK MELS TERHADAP :

1. HNAMA WAJH PATAK

2. ALAMAT WAJIB PAJAK :

3. NPWFD

4,  MASA PAJAK
0. DAR! PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG [ PEMERIKSAAN BUKT! PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS,

JUMLAH PAJAK MELE YANC HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAL BEERIKUT:

N ~ URAIAN JUMLAH
I [PENGAMBILAN . ' =
4] VOLUME PENGAMEILAN Rp. )
By HARGA PASAR/STANDAR Rp.
C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH ' g, |
D) FAKTOR DAYA Rp. |
2. [DASAR PENGENAAN PAJAK (DPR) Rp.
3. TARIF 20 %
1. |[PAJAK YANG TERUTANG P.
5, [PENGATURAN PENGENAAN /| PENGURANGAN PAJAK ) Rp,
6. [POKDK FAJAK YANG HARUS DIBAYAR ip.
| 7. |KOMPENSASI PAJAR | PAJAR YANG SUDAIL DIDAYAR ) Rp.
B PAJAK YANG HARUS DIDAYAR .
4. [BANKSI ADMINISTRASI Rp.
10. UUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR ®p.
TERBILANG =H
Il JATUH TEMPO PEMBAYARAN

IV, PEMBAYARAN DILAKUKAN [
KENDARI, ...cvorerrrrnrermssensesis o eenesens
KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERAH
KEOTA KENDARI

PERHATIAN :

4. FEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWAT! TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR,

5. PEMDAYARAN INI 8AH JIEA DIBUBULL TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK,

6.  APADILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB FAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANO MASIH HARUS DIBAYAR SERAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA,

..... i EIEE I e  =ma p—— m“a.-. S - B R R RO e O DR o S
ANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDOKBE PAJAE MBLE DITERIMA TGL
NOMOR SKPD 4 TANDIA TANGAN ;
WNABA WAJLH FAJAK
MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KEETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BATYAR [SEFDER)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BARGUNAN

L. TELAH DILAKUKAN PEMERIESAAN [ PEMERIESAAN ULANG / PEMERIESAAN DUKTI PERMULAAN %) ATAS
PELAKSANAAN KEWAJIBAN DEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAF :
1. NAMA WAJE PAJAK
2. ALAMAT WAJE PAJAK !
3. NFWED
4, MASA PAJAK
. DARl PEMERIKSAAN ;/ PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI FEEMULAAN *) TERSEBUT DN ATAS,
JUMLAH BPHTE YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGA] BERIKUT:

KO URALAN JUMLAH

| 1. |NPOP ]
3. [NPOPTEP ' Ry,

I 3. |NPOPKD Rp.
4. [TARIF & u

[EPHTE YANG TERUTANG

FENGATURAN PENGENAAN [ PENGURANGAN PAJAK *)
POKOK BPHTE YANG HARUS DIEAYAR

KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)
BPHTE YANG: HARUS DIBAYAR
10, [BANKSI ADMINISTRASI

11. [JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR
TERBILANG :

il

el me .

M R

L. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
V. PEMHAYARAN DILAKUKAN DM
KEMIARL . i
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
EOTA RENDARI

PERHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAXUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMFPO DI ATAS AKAN DIKENAKARN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1.8 % PuK BULAN DART JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBATAR.
FEMBAYARAN [NI SAH JTKA DIBUBUHI TERAAN VALITIAS] BANE ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.

3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENCAJUAN KEBERATAN {3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUEAN

KEQERATAN JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGATMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA.

g e R R e e rm e e PTG Enr el Rk e e Ik AT R i T LS
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKE. HPHTH ITERIMA TGL
NOMOR SKPD : FANDA TANGAN :
MAMA WANE PAJAK |
IMASA PATAK

1
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (BHPDEKB)
PEB-F2

BB I B e o i e £ 8 B w4 4 S g s b el

V. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN [ PEMERIESAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN #) ATAS
PELAKSANAAN KEWATIBAN POO-T2 TERHADAT
5. NAMA WAITE PAJAK
6, ALAMAT WAJIR PAJAK :
7. NFWFD
B MASA PAJAK :

VI, DAEI PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIESAAN HUKTI FERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS,
JUMLAH PBBE-P2 YANG HARUS DIEAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO URALIAN JUMLAIL
1. [NPOP
2. |[NPOPTHP Rp.
| 3. |[NPOPKB Rp.
3. [TARIF ' 0.3 %,/0.29
"5, [OPHTE YANG TERUTANG Ry. ]
6. [PENGATURAN PENGENAAN /| PENGURANGAN PAJAK ¥ Rp.
7. |POROK BPHTE YANG HARUS DIBAYAR Rp. =i
8. KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *) Rp.
4. [BPHTB YANG HARUS DIBAY AR Rp-
10, BANKSI ADMINISTRASI Rp.
11. UUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp,
TERBILANG -

VIl. JATUH TEMPO PEMBAYARAM
VIII. PEMEAYARAN DILAKUKAN D1
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

IPERHATIAN :

4. PEMBAYARAN YAND DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI

ACMINISTRASI BERUPA BUNGA 1.8 % PER BULAN DART JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIDAYAR,

PEMBAYARAN [N 8AH JIKA DIBUBUH] TERAAN VALIDAST BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK

b APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAIIE PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEARRATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA

£n

e e S emeememe [SOYTOIMICE- L e e i et e e e Lo LN

TANDA TERIMA FENYAMPAIAN SKPDKB BFHTE ITERIMA TGL
MOMOR SKFD y ANDA TANGAN @
NAMA WAITD PAJAR

MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SHKPDHET)

PBJT JASA PERHOTELAN

i [0 ) SR P PP TP TP RSP

1 TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANGS) ATAS PELAKSANAAN PBJT JASA PERHOTELAR
TERHADAF :
1. NAMA WAJEB FAJAK
2, ALAMAT WaJdlH PAJAK -
3. NFWFD
4. MASA PAJAK
I. DARI PEMERIKSAAN ;/ PEMERIKSAAN ULANG *) TERSEBUT DI AAS, JUMLAH PAJAK HOTEL YANG HARUS

DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
MO JURAIAN DUMLAH
1. |[PEMBAYARAN DARI
1) PERSEWAAN KAMAR Rp.
B} PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
C} FASILITAS HOTEL Rp. L
D] PELAYANAN PENUNJANG K.
7. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP| Rp.
3. [TARIF 10 %
3. IPAJAK YANG TERUTANG Ep. Ol
S IPENGATURAD PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *) Rp.
6. |[POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR .
7. [KOMPENSASI PATAK / PAJAK YANG SUDIH DIBAYAR ) Ry.
& [PAJAK YANG [TARUS DIBAYAR Rp.
3. [SANKSI ADMINISTHASI "
10. JUMLAH YANG MASTH HARUS DIEAYAR jﬂp.
TERBILANG

PERHATIAN :

DIEMNCAMN

Ul JATUH TEMIO PEMBAYARAN
IV. PEMBAYARAN DILAKUEAN DI

BENDARL, .. nsrisesisisiaianng
HEPALA BADAN FPENDAPATAN DAERAH

SURAT PAKSA.

KQOTA KENDARI

1. DPEMSAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO D ATAS AKAN THKENAKAN SANKS]
ATIMINISTRASI BERUFA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

3. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDAS] BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNSUR.

3. APABILA SAMPAL BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN] WAJIE PAJAK TIDAK MENCAJILKAN
KEDERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBACAIMANA TERBEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH

. e S, 7', o 1 1 TCOP NSO e,

TANDA TERIMA PENYAMPALAN SKFTKET FEMT JASA PERHOTELAN

MOMOR SKPD
MAMA WATE PAJAK
ASA PAJAK

CMTERIMA TGL
TANLDA TANGAN :

—
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAK NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (BKFDEET)
PEJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

. TELAIl DILAKUKAN PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG'} ATAS FELAKSANAAN PBJT ATAS MAKANAN
AN ATAT MINUMAN TERHADAP |
1. NAMA WAJIE PAJAK
2, ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWED
4. MASA PAJAK .

1. DARl PEMERIKSAAN [/ PEMERIKSAAN ULANG ®) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PRIT ATAS MAKANAN
DAN/ATAU MINUMAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SERAGA] DERIKUT:

NO [URAIAN JUMLAH
1. [PEMBAYARAN DARI
A} FENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
Bj SERVICE/CHARGF, Hp. |
) PENDAFATAN LAIN-LAIN Rp.
3. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DEE) ' Rp.
|~ 3. [TARIF 10 %
4. |PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK | Rp.
B, [POKOK PAJAK YANG HARUS DIDAYAR Fp.
7. [KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIDAYAR *) Rp- —
2. |PAJAK YAND HARUS DIBAYAR Rp.
0. [BANKS] ADMINISTRASI Rp.
10. [JUMLAH YANG MASIH HARUS DIEAYAR Rp.
I'ERBILANG .

1. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
I, PEMBAYARAN DILAKURKAN [
KEMDARL, ..ciassmiinmiinm simnrmrrieiis
KEFPALA BAUAN PENDAFATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKS]
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR,

2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHE TERAAN VALIDAST BANK ATAL TEMPAT LAIN YANG DITUNJUR,

4. APAEILA SAMPAL BATAS WAKTU PENGATUAN EEBERATAN (3 BULAN) WAITH PAJAK TIDAK MENGAJLUIKAN

KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIEAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT Dl ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA.

R S TIPRUN - i, ' ||| | N N ESSNRN—— oL LD

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPOKET PBJT MAKANAN  DAN/ATAL DITERIMA TGL
MIMLIMAN ANDA TANGAN :
MOMOR SKPL
MAMA WASTE PAJAK
SA PAIAK - H
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SHPDEET)
PEJT ATAB JASA KESENIAN DAN HIBURAN

I TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN /| PEMERIKSAAN ULANG*) ATAS PELAKSANAAN PEIT ATAS JAEA KESENIAN
AN HIBURAN TERHADAP -
1. KaMa WAJD PAJAK
2. ALAMAT WASIE PAJAK
3. NFWFD
1. MASA PAJAR :
II. DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG ) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH POJT ATAS JASA KESENIAN DAN
HIBURAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAT SERAGA] HERIKUT:

NO [URAIAN TUMLAH ]
I, PEMBAYARAN DARI
3] PENJUALAN TIKET/LAYANAN Rp.
R} FENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp. -
) SERVICE CHARGE Rp.
D) PENDAPATAN LAIN-LAIR Ry,
2. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DFP) Rp.
3. [TARIF - : 109,409
7. [PAJAK YANG TERUTANG Rp. Bl
5, [FENGATURAN PENGENAAN ;| PENGURANGAN PAJAK 9) Rp.
%, [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7. KOMPENSASI FAJAK / PAJAR YANG SUDAH DIBAYAR %) Rp.
8. [PAJAK YANG HARLS DIBAYAR Rp.
9. [SANKSI ADMINISTRASI Rp.
0. [JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. =
TERDGILANG |

M. JATUH TEMPO PEMEAYARAN
V. PEMBAYARAN DILAKUKAN T

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARL

PEEEATIAN :

1. PEMBAVARAN YAKG DILAKUEAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRAST BERUPA BUNGA % PER BULAN DARL JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
APABILA SAMPAI BATAS WAKTL PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIE PAJAK TIDAK MENGAJUKAN

KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBEAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN STTRAT PAKSA

P e A POTONG-— i " & ey

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKHET  PBJT JASA KESENIAN DAN DITERIMA TGL
HIBURAN [TANDA TANGAT
HOMOE 8KPD
MNAMA WAJTE PAJAK
MASA PATAK : { J
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS, H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

BURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BEAYAR TAMBAHAN (BHKPDKRBT)
PAJAK REHLAME

L P S S PR e e M A

I TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN [FEMERIKSAAN ULANGH ATAS PELAKSANAAN PAJAK REKLAME TERHADAE :
1. NAMA WAJIE PAJARK
2. ALAMAT WAJIE PAJAK
3. HEWFD
4. MASA PAJAK :
1. DART PEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG * TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK REKLAME YANG HARUS
DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NG [JURAIAN TUMLAH
1. [REKLAME TERPASANG 7
A] JUMLAH i =
E] UKURAN
7) NILAI DASAR Rp.
O] LAMA PEMASANGAN il
2. |[DASAR PENGENAAN PAJAK (DFF) : ~IRp. |
i. [TARIF 25%
4, [PAJAK YANG TERUTANG Rp-
& |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *) Rp.
6. [POKOK PAJAK YANG LIARUS DIBAYAR ' Rp. B
7. [KOMPENSASI PAJAK [ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ‘) Rp.
B, |PAJAE TANG HARUS DIRAYAR Ep.
3. [SANKSI ADMINISTRASI Ep.
10. JUMLAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp.
TERBILANG :

[

M. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
V. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI

KEPALA BADAN PENDAPATAN NAERAH
HOTA KENDARI

PERHATIAN :

l. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUEA BUNGA % PER BULAN DARL JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR,
PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDAST BANK ATAL TEMPAT LAIN YANG DITUNJUE.
APARILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEHERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIEAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DL ATAS AEAN DITACGIH
DENGAN SURAT PAKSA.

ST e L g ittt PEYTEANG R o e S L e el art

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPRKDT PAJAK REKLAME PITERIMA TGL

NOMOR SKPD ; TANDA TANGAN ;
NAMA WAJIE PAJAK

IMASA PAJAR
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H, ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN FAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKET)
PBJIT ATAS TENAGA LISTRIK

I IMEOIR . . e v mdsis oo e i i B = e S S b W RO R e

. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANGY) ATAS PELAKSANAAN PEIT ATAS TENAGA LISTRIK
TERHALAF
1. NAMA WAJIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIE PAJAK
3. NFWPD
4. MABA PAJAK
II. DARI PEMERIKSAAN [ PEMERIKSAAN ULANG *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIE Y ANG
HARLIS DIBAYAR ADALAH SEHAGA] BERIKUT:

N0 |[URAIAN ' Lrn LAk
. |[REKLAME TERPASANG
4 B0SIAL; 8 Rp.
B) RUMAH TANGGA |/ R Rp. == o
=) BISNIS | B ' Rp. -
D) LAYANAN KHUSUS / L Rp.
2, |[DASAR PENGEMNAAN PAJAK (DPF) R
3. [TARIF 10 %
% [PAJAK YANG TERUTANG - Rp.
5. |PENGATURAN PENGENAAN [/ PENGURANGAN PAJAK #) .
6. [POKDK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp,
7. KOMPENSAS! PAJAK /| PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR %) Rp.
B [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
T 0. [SANKS] ADMINISTRASI Rp.
10. PUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Hp
TERBILANG : =
|

. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
vV, FPEMBAYARAN DILAKUKAN 1
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDIARI

1. PEMBAYARAN YANG [DLAKUKAN MELEWAT! TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN 3ANKS]
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARIJUMLAH PAJAK YANG HARUS LJIBAYAR,

2. PEMBAYARAN INI SAl1 JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDAS! BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJIUK,

3. APARILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (2 BULAN) WAJIE PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATA3 AKAN DITAGLIH
DENGAN SURAT PAKEA.

S ERE T SR T et e R N e e S — -

ANDA TERIMA PENTAMPAIAN SKPDKBET FOJT TENAGA LISTRIE  |DITERIMA TGL
PENERAMNGAN JALAN TaNDA TANGAN
OMOR SKPD
NAMA WAJIE PAJAK
Lw,ma PAJAK : i |
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS, H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT HETETAPAN PAJAH DAERAH HURANG BEAYAR TAMBAHAN (SEPFDKBT)
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN

. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG® ATAS PELAKSANAAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK
TERHADAP :
1. NAMA WAJNE PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NFWFD
4. MASA PAJAK
II. DARI FEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIE NON
PLN YAN(G: HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAT BERIKUT:

NG [URATAN HUMLAH

I, [PENGGUNAAN PEMBANGRIT LISTRIK
K] DAYA TERPASANG T
B} JAM PENGGUNAAN | : JAM
("} BIAYA PEMAKAIAN PER KWH ~ IRp.
[} FAKTOR DIAYA =

7, [DASAR PENGENAAN PAJAK [DFF Rp.

3. [PARIF 1.5 %

4. |PAJAK YANG TERUTANG Rp.

5. |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK % Rp.

6. |POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Ry,

7. [KOMPENSASI PAJAK [ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ) Rp-

& |PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.

0. [SANKSI ADMINISTRASI

10. [JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp.

TERBILANG - ]

1.  JATUH TEMPO PEMBAYARAN
V. PEMBAYARAN MMLAKUKAN T
KENDARL oo e
KEFALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOFTA KENDARIT

PERHATIAN ;

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSL
ADMINISTRASI BERUPA BUKCA % PER BULAN DART JUMLAH PAJAK YANG ITARUS DIBAYAR.
PEMBAYARAN 1Nl SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.

4. APARILA SAMPAI BATAS WAKIU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJaR TIDAK MENGAJURAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSERUT TN ATAS AKAN DITACGIH
DENGAN SURAT PAKSA,

P L LT L D

FANDA TERIMA FENYAMPAIAN SKPDKBT FOJT ATAS TENAGA LISTRIK NON  [DITERIMA TGL
PLN ITANDA TANGAN ;
NOMOR SKPD
NAMA WAJIB PAJAK
MASA PAJAK : [ 3
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO, 8 KENDART

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BATAR TAMBAHAN (SKPDKET)
PBJT ATAS JASA PARKIR

l. TELAH THLAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG*) ATAS FELAKSANAAN PBJT JA3A PARKIR
TERHADAP:

. WAMA WAJIE PAJAK

. ALAMAT WAJIE PAJAK

. NPWFPD
4. MASA PAJAR 3

1. DAFI PEMERIESAAN | PEMERIESAAN ULANG *) TERSERUT DI ATAS, JUMLAH PEUT JASA PARKIR YANG HARUS
DIBAYAR ADALAH 3EBAGAL BERIKUT:

I

M) LIHALAN JUMLAH
1. [PEMBAYARAN DARI
A} PARKIR RODA DUA o Fp.
B) PARKIR RODIA EMPAT ' Bp.
2. IDASAR PENGENAAN PAJAK (DT . ==}
4. [FARIF 10%
4. [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK ) K.
6. KOK PAJAK YANG HARUS DIDAYAR Rp.
7. [KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *) Rp.
"B, |PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Hp.
3. [SANKSI ADMINISTRAS] ' Rp.
10. PUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp-
TERBILANG :
L JATULl TEMPO PEMBAYARAN
IV, PEMBAYARAN DILAKUKAN DI
RENBRR, oo masiiiii
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKEMAKAN SANKS]
ATIMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG ITARTTS DHBAY AR,

2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDAS] BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUR.

3. APABILA SANMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN] WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KERERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIHAYAR SEBACAIMANA TERSEBUT DI ATAS ARAN DITAGIH
DENGAN SURAT FAKSA.

I e T U et B L S e L i R

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDERT PBJT JASA PARKIR DITERIMA TGL
MOMOR SKPD ! TANDA TANGAN ;
MAMA WATIE PAJAK
MASA PAJARK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS, H, ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT HETETAPAN PAJAK DAERAH HKURANG BAYAR TAMBAHAN (SBKFDKBT)
PAJAK ATR TANAH

NOMOR

...........................................................................................

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN ULANG*) ATAS PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAF |
1. NAMA WAJIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. HPWPD
4. MASA PAJAhk
1. DARI PEMERIKSAAN [/ PEMERIKSAAN ULANG * TERSEBUT D1 ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS
DIBAY AR ADALAH SERAGAI BERIKUT:

NO URAIAN JUMLAH
|. IPENGAMBILAN AIR TANAH = )
A] VOLUME PENGAMBILAN T
B} HARGA DASAR AIR Rp.
2. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DPF) Rp. =
3. [TARIF 20
4. IPAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *| Rp.
. |[POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Ry,
7. [KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR 4 Rp. 3
% [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
9. [SANKSI ADMINISTRASI Rp.
10, PMUMLAH YANG MASIT HARLS DIBAYAR - Rp.
TERGILANG :

1. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI

KEPALA BADAN PENDAPATAN NARRAH
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

1. FPEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO D1 ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTHASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

4. PEMBAYARAN INT SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAT TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.

3.  APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENCAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MEMGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT Dl ATAS ARAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA.

by L L POYRONGE S LR ) L IR e

ANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDKBT PAJAK AIR TANAH ITERIMA TGL

NOMOR SKPTY = ANDA TANGAN ;
MAMA WAJIE PAJAK

MASA PAJARK

|
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H, ABDULLAH SILONDAE NO, 8 KENDARI

SITRAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDERT)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

KOMOR

L

TELAH DILAKUEAN PEMERIKSAAN/PEMERIKEAAN ULANG*) ATAS PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURLUNG
WALET TERIIADAF :
1. NAMA WAIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIE PAJAK
3. NFWFD
4. MASA PAJAK £
L DAR] PEMERIESAAN [ PEMERIKSAAN ULAND *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK SARANG BURUNG WALET
YANG HARUS DIBAYAR ADALAH BEBAGAI BERIKLUT:

WO URAIAN JUMLAH
1. PENGAMBILAN SBW
A) VOLUME PENGAMBILAN |
B] HIARGA DASAR SDW - '
2, |DASAR PENGENAAN PRIAK [DPF) §|¢p,
3. [rARIF ' 10 %
4. [PAJAK YANG TERUTANG Rp. ' |
5. |PENGATURAN PENGENAAN /| PENGURANGAN PAJAK °) Rp.
6. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7. [KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ¥ Hp.
8. [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Fp.
9. [SANKEI ADMINISTRASI D Rp. 3
10, MUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Hp.
TERBILANG :
. JATLH TEMPO PEMBAYARAN
I¥. PEMBAYARAN DILAKUKAN 11
BENDARL e
KEPALA HADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI
PEREATIAN ;

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWAT! TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKS]
ADMINISTRAS] BERUPA BUKGA % PER BULAN DAR] JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

2, FEMBAYARAN INI SaAI1 JIEA DIEUBUII TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMDPAT LAIN YANG DITUNJUK,

3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU FENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANO MASIH HARUS DIBAYAR SEBACGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA,

e POTONG

ANDA TERIMA FENYAMPAIAN SKFDEBT PAJAR SARANG BURUNG WALET

NOMUE SKEL
HAMA WAJIDE PAJAK

lM."iE.-". PhJAK

[ITERIMA TGL
FamDA TANGAN
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAK NO. 8 KENDARI

FPAJAK MBLE

. TELAH DILAKUKAN PEMERTKSAAN/ PEMERIKSAAN ULANG*) ATAS PELAKSANAAN FPAJAK MBLE TERHALDAPR @
1. NAMA WAJID PAJAK
2. ALAMAT WAJIB FAJAK
3. NFWPD
4. MASA PAJAK
II. DARI FEMERIKSAAN | PEMERIKSAAN ULANG % TERSEBUT DN ATAS, JUMLAH PAJAK MBLB YANG HARUS
DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

MO ) LURAIAN JUMLAH
I, |PENGAMBILAN MBLE i
A) VOLUME PENGAMBILAN M
B) HARGA DASAR MBLR Rp.
2. |IDASAR PENGENAAN PAJAK (DFF) Rp. =
3. [TARIF 20 %
1. |PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK %) Rp.
6. |[POKOK PAJAK YANG HARLUS DIBAYAR Rp.
7. [KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR =) Ry,
8. [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp
5. BANKSI ADMINISTRASI Rp.
10, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. i
TERBILANG :
Il JATUH TEMPO PEMBAYARAN
IV, PEMBAYARAN DILAKUKAN DI
KENDIARE - i

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PERHATIAN .
1. TEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGOGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRAS] BERUPA BUNGA % PER BULAN DAKL JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIDAYAR.
. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBLH] TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN ¥YANG DITUNJUR.
3. APADILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAK) WAJIB PAJAK TIDAK MENCGAIUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT TH ATAS ARAN DUTAGIL
DENGAK SURAT PAKSA

e e e LA V] 1 DRSPS e P e Dttt L e i O e el P

ANDA TERIMA FENYAMPAIAN SKPDKBT PAJAK MOLD DITERIMA TGL

OMOR SKPD i TANDA TANGAN ;

AMA WAL PATAK
MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KEETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKET)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

e e S

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN ULANG™) ATAS PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN TERHADAF -

1. NAMA WAJIB PAJAR

2. ALAMAT WAJIB PAJAK

3. NPWPD

4. MASA PAJAK :
i, DARI PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH BEA PEROLEHAN HAK ATA3

TANAH DAN BANGLUINAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKLIT:

NO URAIAN JUMLAH
1. |[NPOP
2z ch-r"r'i;:'i" ' Rp. =
3, fNP(}P!{E Rp.
4. [TARIF 5%
5. |[BPHTE YANG TERUTANG
G. [PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAKY  [Rp.
W KOK BPFHTE YANG HARLS DIEAYAR Fp.
8 OMIPENSASI PAJAK | PAJAX YANG SUDAH DIBAYAR ) Rp.
9. |BPHTB YANG HARUS DIDAVAR Rp. ]
10. [SANKSI ADMINISTRASI Rp. R
11. PUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Fo.
TERBILANG

I,  JATUH TEMPO PEMBAYARAN
1V, PEMBAYARAN DILAKUKAN DI
T B e I e
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

PERHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPD DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1.8 % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

2. TPEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.

3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 HULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA.

SrpC e e e g I e —— - —

FANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDEBT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DITERIMA TGL
AN DANGLMNAN TANDA TANGAN
COMOR SKEFD
AMA WAJIB PATAK

MASA PAJAK i i 1
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

PBB-P2

1. TELAH DILAKUEAN PEMERIKSAAN [ PEMERIKSAAN ULANG*) ATAS PELAKSANAAN FBB-P2 TERHADAP ;
1. NAMA WAJIE PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NFWPD
4, MASA PAJAR
1. DARI PEMERIESAAN / PEMERIKSAAN ULANG *) TERSEEUT DI ATAS, JUMLAHR PBE-F2 YANC HAEUS DIBAYAR
ADALAH SEBAGA] BERIKUT:

NO URAIAN JUMLAH
I. |NPOF
2. |NPOPTKP Rp.
3. [NPOPKB Rp,
4, ITARIF 0,3 %, /0. 255%)
o BPHTE YANG TERUTANG

6. |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *)
7. |POKOK BPHTB YANG HARLIS DBAYAR

8. |[KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)
9, [BFIITE YANG IIARUS DIBAYAR

10. [SANKSI ADMINISTRAS!

11. PUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR

TERBILANG : TR T B

HRIE R RAE

m. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
IV, PEMBAYARAN DILAKLUIKAN DI
KETALA BADAN MENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDART

PERHATIAN -

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWAT] TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AEAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

2. PEMBAYARAMN INI SAH JIKA DIRUBUHI TERAAN VALIDAS] BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.

3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU FENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN] WAL PAJAK TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA,

e = i e

ANDA TERIMA PENYAMPAIAK SKFDEBT BEA PEROLEHAN IHAK ATAS TANAH ~ DITERIMA TGL
DAN BANGUNAN TANDA TANGAN -
NOMOR SKEFTY
i.N.f'l.M.f'l. WAJTE PAJAK
IMAS.& PAJAR ! {
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL, DRS. H, ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAN DAERAH NIHIL (SKPDN)

PBJT ATAS JABA PERHOTELAN

IR o o e L L R e SR S

L. TELAH

DILAKUEAN PEMERIKSAAN ATAE

PERHOTELAN TERHADAP:
1. NAMA WAJE PAJAK
2. ALAMAT WAJIE PAJAK :
3. NPWPD
4. MASA PAJAK
II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT JASA PERHOTELAN YANG HARUS DIBAYAR

ADALAH SEBAGAI BERIKIIT:

PELAKSANAAN KEWAJIBAN

PRJT ATAS JASA

NO [URAIAN JUMLAH .
1. [PEMBAYARAN DARI
1) PERSEWAAN KAMAR Rp.
FH) PEMJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
C)] FASILITAS HOTEL ) Rp. =
D) FELAYANAN PENUNJANG a Rp.
3. |DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Rp.
3. [TARIF 10 %
1. [PAJAK YANG TERUTANG Kp.
5. [PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK ¥ [Rp.
6. |POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7. |[KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *|Rp.
5. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
5. [SANKSI ADMINISTRASI Rp. '
10. [JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp.
R AR o s e s
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARL
e e S Ea SIS RS - ) |, 1, S TP A -
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBEJT JASA FERHOTELAN DITERIMA TGL
NOMOR SKPDN TANDA TANGAN :
MNAMA WAJIB PAJAK
A PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. [1. ABDULLAI1 SILONDAE NO. 8 KENDARIT

SURAT KETETAPAN PAJAR DAERAH NIHIL [EKFDN)
FBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

l. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PRBRJT ATAS MAKANAN
DAN/ATAU MINUMAN TERHADAP:
1. MNAMA WAJIE PAJAK

ALAMAT WAJE PAJAK

b

3. NPWFD
4

MASA PAJAK

II.

DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH FBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

YANG ITARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO |URALAN JUMLAH
. |[PEMBAYARAN DARL !
) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
B) SERVICE CHARGE Rp.
) PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp.
2. |[DASAR PENGENAAN PAJAK [DPF) Rp.
3. [TARIF 10
4, PAJAK YANG TERUTANG _pr_
5. [PENGATURAN PENGENAAN / PENGIURANGAN PAJAK ) 1Rp_
. |[POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7. [KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *|Rp. 1
8. [PAJAK YANG HARUS DIBAVAR Rp.
9. BANKSI ADMINISTRASI Rp.
10, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp.

o R T A R P PP
EEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

I BOTONG BN e e i i i b =

MANDA TERIMA PENYAMPATAN SKPDIN FRIT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN
NOMOR SKPDN

MNAMA WA PAdAK

[MASA PAJAK

ITERIMA TGL
ANDA TANGAN :
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NTHIL |(SHPDN)
PEJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIDURAN

. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN FPBJT ATAS JASA KESENIAN
DAN HIBURAN TERHADAP:

NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT WAJIE PAJAK :

NFWFPD

MASA PAJARK

M. DART PEMERIESAAN TEREEBUT T ATAS, JUMLAH PEJT JAEA KESENIAN DAN HIBURAN YANG
HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

o B

NO [URAIAN JUMLAH
1. |PEMBAYARAN DARI
A) JASA KESENIAN DAN HIBURAN Rp.
H) SERVICE CHARGE R
L] PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp.
2. |DASAR PENGENAAN PAJAK [DI’P}I _li‘.p.
3. [TARIF ‘ 10%/ 40%
4. PAJAK YANG TERUTANCG Hp.
5. [PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK %) Rp.
6. |[POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR — ""Iﬁp,
7. |[KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAVAR %Rp.
8. [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
9, [SANKSI ADMINISTRASI Rp.
10, MJUMLAH YANG MASTH HARUS DIBAYAR Rp.
70 o B O

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

----------- F T T L T el R e e e e

TANIA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PRJT JASA HKESENIAN DAN DITERIMA TGL ¢
HIBLURAN TANDA TANGAN :

NOMOR SEI'DN
INARA WAJTIB PAJAK
MASA PAIAK : L
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDAR]

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH RIHIL (BEPDN]
PAJAH REKLAME

l. TELAH DILAKUKAN FEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME TERHADAF:
L. NAMA WAJIE PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWED
4. MASA PAJAK
II. DART PEMERIKSAAN TERSEDUT DI ATAS, JUMLAH PAJAE REELAME YANG HARUS DIBAYAR
ADALAH SEBAGA] BERIKUT:

NO URAlAN o JUMLAH

1. |REKLAME TERPASANG
A) JUMLAH — =———
B) UKURAN Bl .
CJ NILAT DASAR Rp. ‘
D) LAMA PEMASANGAN

2. [DASAR PENGENAAN PAJAK [DPP) Rp.

3. [TARIF ' 258

4. |PAJAK YANG TERUTANG ;Ep.

5. [PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *) Rp.

. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.

7. [KOMPENSAST PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *1:1213_

8. [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Fp.

9. [SANKSI ADMINISTRASI Rp.

10. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp.

KENDARL <.ooooeeeceeeceseeeiesanans

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

T g e e e L e R R e

TANDA TERIMA FENYAMPAIAN SKPDN PAJAK REKLAME
NOMOR SKPDN

MAMA WAJIE PAJAR

MASA PAJAK

DITERIMA TGL
TANDIA TANGAN :
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (EKPDN)
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

I. TELAI DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBE.JT ATAS TENAGA LISTRIK
TERHADAP:
1. NAMA WAJIB PAJAK
2. ALAMAT WAJSIB PAJAK
3. NFWPD
4. MASA PAJAK
1l. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIE YANG HARUS
DIBAYAR ADALAH SEBAGAT BERIKUT:

ND URAIAN JUMLAH
1. MJUMLAH TAGIHAN PELANGGAN GOL/TARIF :
A) SOSIAL/ S Rp.
B) RUMAH TANGGA [ R Rp.
C) BISNIS | B Rp. T
D) INDUSTRI | T Rp.
E] LAYANAN KHUSUS / L Rp.
7. |DABAR PENGENAAN FAJAK [DPP) Rp.
3. [TARIF 10 %
4. |[PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. [PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK ) [Rp.
6. |POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
" 7. [KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *|Rp.
. |[PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
9. [SANKSI ADMINISTRASI Rp-
10. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp.
KENDARI, «.ooocviisininn,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDAR!

e e POPONG LS EN] - e
TANDA TERIMA PERYAMPAIAN SKPDN FPBJT TENAGA LISTRIK DITERIMA TGL
NOMOR SKPDN 3 TANDA TANGAN -
MAMA WAJIE PAJAK
IMASA PAJAR
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SEPDN)
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN

1. TELAH TNLAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

NON PLN TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK

2. ALANMAT WAJIR PAJAK

3. NPWPD

4. MASA PAJAK
Il. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JJUMLAII PEJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN YANG

HARUE DIBAYAR ADALAH SEBAGAT BERIKLT:

ND URAIAN JUMLAH
1. [PENGGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK
A) DAYA TERPASANG = VA
E) JAM PENGGUNAAN ~JAM
IC) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH Rp.
D) FAKTOR DAYA
2. [DASAR PENCENAAN FAJAK (DPF) Rp.
3. [TARIF 1.5 %
4. [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5, [PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *) [Rp. =
6. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR ) Rp. B
7. KOMPENSASI PAJAK [ PAJAK YAN(G: SUDAH DIBAYAR *|Rp.
FaJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
9, BSANKS] ADMINIETRASI Rp.
10. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. NIHIL

4200 5711
KEPALA BADAN PENDAPATAMN DAERAL
KOTA KENDARI

B - - POATONG (SISNI - —

TAKDA TERIMA PENYAMPAIAN BKPDN PBJIT TENAGA LISTRIK NON PLN DITERIMA TOL -
MOMOR SKTDN ; TANDA TANGAN :
MNAMA WAITR PATAK
[MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS, H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NTHIL (SKPDN)

PBJT ATAS JASA PARKIR

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PBJT ATAS JASA PARKIR
TERHADAP:
1. NAMA WAJID PAJAK
2, ALAMAT WAJIB PAJAR -
3, NPWPFD
4. MASA PAJAK
II. DARI FEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PEJT ATAS JASA PARKIR YANG TTARUS DIBAYAR

ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
NO URAIAN JUMLAH
l. [PENGGUNAAN JASA PARKIR
A) PARKIR RODA DUA Rp.
B PARKIR RODA EMPAT Hp.
2. |DASAR FENGENAAN FAJAK (DFF) .
3. [TARIF 10 "y
4, [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5. [PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *) [Rp.
6. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7. [KOMPENSASI FAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR “)Rp.
8. [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR ' T Rp.
Q. BANKSI ADMINISTRASIT Fp.
10. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. NTHIL

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAIT
KOTA KENDARI

e e e A L P S

FANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKEPDN PEIT ATAS JASA FARKIR

INOMOR SKPDN
INAMA WANIE PAJAK
SA PAJAK

DITERIMA TGL
TANDA TANGAN :
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT HETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL [SBEFDN)
PAJAK ATR TANAH

1. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATASE PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK AIR TANAH
TERHADAP:
1. NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT WAJIE PAJAK

NPWFPD

MASA PAJAR

- I ]

II. DART PEMERIKSAAN TERSEBIUT DT ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS DIBAYAR
ADALAH SEBAGAL BERIKUT:

NO URAIAN JUMLAH
1. [PENGAMBILAN AIR TANAH - S

) VOLUME PENGAMEILAN M3
B) HARGA DASAR AIR Rp.

2, IDABAR PENGENAAN PAJAK (DFPF) Rp.

3. [TARIF 20 %

4. FAJAE YANG TERUTANG Rp. :

0. [FENGATURAN PENGENAAN [ PENGURANGAN PAJAK *) [Rp.

. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.

7. IKOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIPAYAR *)Rp.

8. |PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.

9. [SANKSI ADMINISTRASI Rp

10. PJUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp NIHIL

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

POTONG [SISN]

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PAJAK ATR TANAH DITERIMA TGL

BOMOR SKPDN : TANDA TANGAN :
HAMA WAJIB PAJAK
!TUTASA PATAK i '
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT EETETAPAN PAJAK DARRAH NTHIL (SKPDN)
PAJAH SARANG BURUNG WALET

1. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET TERHADAP:
1. NAMA WAJIE PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWPD
4. MASA PAJAK
II. AR PEMERIKSAAN TERBEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS DIBAYAR
ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO URATAN JUMLAH
1. [PENGAMBILAN SBW

A] VOLUME PENGAMBILAN M3
B) HARGA DASAR SBW Rp.

2. [DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) ' Rp. '

3. [TARIF 20 %

4. [PAJAK YANG TERUTANG Rp.

5. [PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN FAJAK ) Rp.

6. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.

7. [KOMPENSAS] PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)Rp.

8. |PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.

9, [BANKSI ADMINISTRAS] Rp. _

10. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. N1HIL :

KENDARL ©oovveiaisiis e isissansisinessinns

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAHN
ROTA KENDARI

ke R UEE R b T ] LR L h ey s BPOTONG DISISNL - s e e i L U e e o

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PAJAK SARANG BURUNG WALET DITERIMA TGL. !
MOMOR SKPDN 3 TANDA TANGAN ¢
MAMA WAIS PAJAK

MASA FATAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)
PAJAK MBLE

. TELAH DNLAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK MBLB TERHADAFR:
1. NAMA WAJIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWPD
4. MASA PAJAK
II. DARI PEMERIESAAN TERSEBUT DM ATAS, JUMLAH PAJAK MBLB YANG HARUS DIBAYAR ADALAH
SEBACAI BERIKUT:

NO URAIAN JUMLAH
I. [PENGAMBILAN MBLB
A) VOLUME PENGAMEILAN M3
H) HARGA PASAR/STANDAR MBLRE B Rp.
2. |[DASAR PENGENAAN FAJAK (DFF) |Rp.
3. [TARIF 3 20 %
PAJAK YANG TERUTANG Rp.
PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK %) [Rp. i
6. [POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp.
KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)Rp.
8  [PAJAK YANG HARUS DIBAYAR | B Rp.
9, [SANKSI ADMINISTRASI ) Rp.
10, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. M H BL
RERERRT, i bbb i
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI
( I
e 4§ T8 ] L1 - e e
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDN PAJAK MBLB THTERIMA TGL
NOMOR SKPDN : TANDA TANGAN :

MAMA WAJIE PAJAK
ASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DES. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT EETETAPAN FAJAK DAERAH NIHIL (SKFDN)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

..........................................................................................

TANAH DAN BANGUNAN TERHADA:
NAMA WAJIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPFWFD
4. MASA PAJAK

BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH EEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

KOTA KENDARI

NO URAIAN JUMLAH |
1. [NPOP Rp.
2. |[NPOPTKP Rp.
3. [NPOPKB Rp.
4, |ARIF Rp.
5. [BPHTB YANG TERUTANG 5
f. [PENGATURAN PENGEMAAN [ PENGLURANGAN PAJAK *) .Fl.’p
| 7. [POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp.
8. HKOMPENSASI PAJAK ..‘ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR "]Rp
0. BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp
10, [BANKS] ADMINISTRAS] R,
11 PJUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp NTHIL 1,
N i
KENDARL, o oooomemecnmemsmsmnssnsessamnmnnss

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

POTONG DIEISNI

[TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKEDN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

ilNGMﬁR SKPDN

INAMA WAJIE PAJAK

A PAJAK

DITERIMA TGL :
TANDA TANGAN !
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENIARI

SURAT HETETAPAN PAJAN DAERAH NIHIL (EKFPDN)
PBE-P2
PN e e s e e TS s e s sy

[. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIEAN FEE-F2 TERHADAP:

MNAMA WAJIE FAJAK

ALAMAT WaAJB PAJAK

NPWFD

MASA PAJAK

II. DAERI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:

B e ke

NQ URAIAN JUMLAH
1. [NPOP Rp.
2. [NPOPTKP = S, == S=
3. INPOPKB Rp.
4. [TARIF Rp.
o BPHTE YANG TERUTANG .3 %f0.25 W
6. [PENGATURAM PENGEMAAN / PENGURANGAN PAJAK *| Rp.
7. |[POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp.
8. [KOMFENSASI PAJAK |/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)Rp.
9. |BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp.
10. |SANKSI ADMINISTRASI e ) Rp.
11 [JUMLAH YANG MASTH HARUS DIBAYAR Ry N1HIL
J, 5 My T T B e e S

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAT
KOTA KENDARI

—_ e e

R o PR T P I e e e P . H_,I]_Eiqlgl EIE_H

TANDA TERIMA FENYAMPAIAN SKPDN PBEB-P2 DITERIMA TGL -
MOMOR SKFDN ; TANDA TANGAN -
MAMA WAIIH PAJAK

IMASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR [SKPDLE)
FBJT ATAR JASA PERHOTELAN

TELAH DILAKUKAN PEMERIKEAAN ATAS PBJT ATAS JASA PERHOTELAN TERHADAP:
1. NAMA WAJIB PAJAK

2. ALAMAT WAJIR PAJAK

3. NPWPD

4. MASA PAJAK :

DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH FPBEJT ATAS JASA PERHOTELAN YANG HARUS
DIBAYAR ADALAH SERAGAT BERIKLIT:

NO URALAN JUMLAH
1 |PEMBAYARAN DARI : Rp. T
A) PERSEWAAN KAMAR ' Rp.
B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
C) FASILITAS HOTEL Rp.
[)) PELAYANAN PENUNJANG Rp.
2 |DASAR PENGENAAN PAJAK [DPP) Rp.
3 [TARIF ' 10
4  [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5 |PENGATURAN PENGENAAN [ PENGURANGAN PAJAK * [Rp. - T
6 [POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7 [KOMPENSASI PAJAK [ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR JRp.
& |JUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA |Rp.
TERUTANG
IERBILANG ]

KENDART, oo nnnninaiiial
KEPALA DADAN FENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

e e POTONG DESTNT smamaladln ouli A mmmm

TANDA TERIMA FENYAMPAIAN SKPDLE PBJT ATAS JASA PERHOTELAN
NOMOR SKPDLE

NAMA WATIB PAIAK

BMASA PATAK

DITERIMA TGL -
TANDA TANGAN ;
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS, H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDAR!

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SEPDLE|

PBJT ATAS MAEKANAN DAN/ATAU MINUMAN

@ 0 koe

. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU  MINUMAN

TERHADAP:
NAMA WAJIE PAJAK
ALAMAT WAJIE PAJAR
NPWPD

. MASA PAJAK

Il. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBUT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

| NO URAIAN JUMLAH
1 PEMBAYARAN DARI .
A} PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
B) SERVICE CHARC(GE lRp
C) PENDAPATAN LAIN LAIN IRp.
2 [DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP| Rp. S —
3 [TARIF 10 %
4 |PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5 |PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK Y] [Rp.
6 [POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7 [KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR %) |Rp.
8 [JUMLAI YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA Rp.
TERUTANG
TERBILANG
RENDARE, .
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

T P ——— POTONG RIS

MOMORE SKPDLE

MASA PATAK

TANDA TERIMA FPENYAMPAIAN SKPDLB PBJT ATAS MAKANAMN
DAN /ATAU MINUMAN

MAMA WAJTE PAJAK

MTERIMA TGL -
TAKDA TANGAN ¢




- 140 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS, H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEEIH BAYAR (SKPDLE|

PBJT ATAS JABA KESENIAN DAN HIBURAN

NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT WAJIB PAJAK
NPWPD

MASA PAJAK

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS KESENIAN DAN HIBURAN TERHADAF:
1.

2.

3.

4, :

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT D1 ATAS, JUMLAH PBJT ATAS KESENIAN DAN HIBURAN YANG
HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAT BERIKUT:

NO URAIAN JUMLAH
I |[PEMBAYARAN DART - IRp.
A) PENJUALAN TIKET / LAYANAN Rp.
B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp.
C] SERVICE CHARGE L
D) PENDAFATAN LAIN-LAIN Rp.
2 |DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP Rp.
3 [TARIF 10% /40%
4 [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5 |PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN FAJAK *)  |Rp.
6 [POKOK BPIHTE YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7 |KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR %  [Rp. ]
& UUMLAH YANG LEBIH BAYAR | TIDAK SEHARUSNYA Rp. e
' TERUTANG

TERBILANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDARI

----- SRS {3 | 1o Q1121 | E——

HIBURAN

MASA PAJAK

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLE PBJT ATAS KESENIAN DAN

NOMOR SKEFDLE
MAMA WAJIE PAJAK

DITERIMA TGL
TANDA TANGAN :
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEETH BEAYAR (SKPDLE)
PAJAH REHLAME

1L,

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PAJAK REKLAME TERHADAP:

1. NAMA WAJIE PAJAK

2. ALAMAT WAJIB PAJAK

3, NPWFD

4. MASA PAJAK 4
DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK REKLAME YANG HARUS DIBAYAR
ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO o URALAN JUMLAH
| [REKLAME TERPASANG
A) JUMLAH = =
B) UKURAN
) NILAI DASAR [ Rp.
D] LAMA PEMASANGAN
2 |[DASAR PENGENAAN PAJAK (DPF) Rp.
3 [TARIF 25 9y
4 [PAJAK YANG TERUTANG Rp. o =
5 [PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK %) [Rp.
& [POKOK BPHTE YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7 [KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)  [Rp.
8 VPUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA Rp.
TERUTANG
TERBILANG
LB et s et Pt R

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

— — ]

U D TR ) ST ] Lo N P

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLE PAJAK REKLAME MTERIMA TOL -
NOMOR SKPDLE : TANDA TANGAN -
NAMA WASTE PAJAK
MASA PAJAK
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INAMA WAJTR PAJAK
]hvlﬁﬁﬁ PAJIAK

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. B KENDARI
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLE)
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK
R I s s e S i S S s A S e s
I.  TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS TENAGA LISTRIK TERHADAP:
I. NAMA WAJIB PAJAK
2, ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWED
4. MASA PAJAK
I, DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG HARUS
DIRAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
[NO [ URAIAN JUMLAH I
1 JUMLAH TAGUHAN PELANGGAN GOL/ TARIF -
A) SOSIAL [ § Rp
B) RUMAH TANGGA | R Rp
IC) BISNIS / B Rp
D) INDUSTRI / 1 Rp.
E) LAYANAN KHUSUS | L ' Rp
2 |DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Rp
3 [TARIF ' ' 10 %
| 4 [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
| 5 |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PA,JAK 1 [Rp.
6 |[POKOK BPHTB YAN(G: HARUS DIBAYAR Rp.
7 |[KOMPENSASI PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ] [Rp.
8 PUMLAH YANG LEBII] BAYAR [ TIDAK SEHARUSNYA Rp.
TERUTANG
TERBILANG
KENDARI, ....cooviinrrnn
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI
{ ]
------------- T e POTONEC DESING e e e e e e e e
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN 3KPDLE PBEJT ATAS TENAGA LISTRIK DITERIMA TGL -
NOMOR SKPDLEB . TANDA TANGAN :
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAE DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLE)
FBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN

. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN TERHADAP:
L. NAMA WAIIR PAJAK 7
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWFD
4. MASA PAJAK =
II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PEJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN YANG
HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO URAIAN - JUMLAH
1 [PENGGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK )
A} DAYA TERPASANG VA
B) JAM PENGGUNAAN - JAMI
] BIAYA PEMAKAIAN PER KWH [Rp. '
D) FAKTOR DAYA
2 |DASAR PENGENAAN FAJAK (DFF) Rp.
3 [TARIF = 1,5 %
"4 [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5 |PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *]  [Rp.
& [POKOK BPHTE YANG HARUS DIBAYAR Rp-
7 [KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR % [Rp. T
8 PUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA Rp.
TERUTANG
TERBILANG -
KENDARL .....ooommnmineonesseonesmansens
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI
e =

e POTONG [ISENG —--——— - - biieirag e S

TANDIA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLE FPBJT ATAS TENAGA LISTRIK MTERIMA TGL
MON PLN TANDA TANGAN !
MOMOR SKPDLB

NAMA WAJB PATAK
MW ASA MAJAK ; ! 1
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT HETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SHPDLE)
PBJT ATAS JASA PARKIR
N R o e e R

L. TELAH DILAKURAN PEMERIKSAAN ATAS PIT ATAS JASA PARKIR TERHADAP:
1. MNAMA WAJIE PAJAK
2. ALAMAT WANB PA.JAK
3. NPWPD
4. MASA PAJAK %
1. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS JASA PARKIR YANG HARUS
DIBAYAR ADALAH SEEACAI BERIKUT:

NO ~ URAIAN JUMLAH
. [PEMBAYARAN DARI e =
A) PARKIR RODA DUA Rp.
B] PARKIR RODA EMPAT ATAU LEBIH Rp.
2 |DASAR PENGENAAN PAJAK [DPP) [Rp.
3 |[TARIF 10 =&y
4 |PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5 |PENCATURAN PENGENAAN [ PENGURANGAN PAJAK *|  [Rp.
6 [POKOK BPHTR YANG HARUS DIBAYAR Rp. I
7 |KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *]  [Rp.
8 [UMLAI YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SETIARUSNYA Rp.
TERUTANG
TEREILANG
RENBARL cossisnasmisnmsiimii

KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARIL

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB PRJT ATAS JASA PARKIR DITERIMA TGL -
NOMOR SKPDLB ! TANDA TANGAN
NAMA WATR PATAK

MASA PAJAK




PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLE|
PAJAK ATR TANAH

l. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PAJAK AIR TANAH TERHADAP:
1. NAMA WAJIE PAJAK

ALAMAT WAJIB PAJAK
NPWPD
. MASA PAJAK

IL. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HARUS DIBAYAR
ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

o N

NO URAIAN JUMLAH
1 [PENGAMBILAN ATR TANAH
A) VELUME PENGAMBILAN M3
B) HARGA DASAR AIR Rp.
2 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPPR) Rp.
3 [TARIF 20 %
4 [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
5 [PENGATURAN PENGENAAN /| PENGURANGAN PAJAK *) Rp.
6 [POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR | Rp.
7 |[KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAT DIBAYAR ) | Rp.
8 UUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEIIARUSNYA | Rp.
IERUTANG !
TERBILANG -
KENDART

KEEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

e et £ 1 T 1 | AU 3 LR s U

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPOLS PAJAK ATR TANAH DITERIMA TGL
NOMOR SKPDLB : TANDA TANGAN -

AMA WATR PATAK
MASA PAJAK




- 146 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAFAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLE|
PAJAK SARANC BURUNG WALET

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PAJAK SARANG BURUNG WALET TERUADAP;
1. NAMA WAIIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIE PAJAK
3. NFWPD
4. MASA PAJAK
[l. BARI PEMERIKSAAN TERSERUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG
HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT;

NO) URAIAN JUMLAH

1 [PENGAMBILAN SBW o B
4) VELUME PENGAMBILAN SBW Kg/Ons
B) HARGA DASAR SEW Rp.

2 |DASAR PERNGENAAN PAJAK {IDDFF) Rp.

3 [TARIF 10 %

4 [PAJAK YANG TERUTANG Rp.

5 [PENGATURAN PENGENAAN | PENGURANGAN PAJAK *) Rp. o

6 [POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp.

7 |[KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ) Rp.

8 UUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA Rp.
ITERUITANG

TERBILANG
RENBARE, ..o\ iisaisiiiaishtin

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARIT

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLE PAJAK SARANG BURUNG WALET | DITERIMA TGL
NOMOR SKPDLB : ' TANDA TANGANM :
INAMA WATIR PAJAK

MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LERTH BAYAR (SKPDLE)
PAJAK MBLE

. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PAJAK MBLB TERHADAP:
1. NAMA WAJIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWPD
4. MASA PAJAK 4
1I. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK MBLB YANG HARUS DIBAYAR ADALAH
EEBAGAI BERIEUT:

NO URAIAN JUMLAH
| [PENGAMBILAN MBLB
A) VELUME PENGAMBILAN MBLB M2
3) HARGA PASAR/STANDAR MBLB Rp.
2 [DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Rp.
3 [TARIF 20 %
4 IPAJAK YANG TERUTANG Rp-
|5 |PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK #) Rp.
6 [POKOK BPHTR YANG HARUS DIBAYAR Rp.
7 |[KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ] | Rp.
8 WUMLAIT YANG LEBIII BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA Rp.
TERUTANG
TERBILANG
KENDARL .....ooconiininns
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI
( )
e e i e el Lk LB iz 10 ] - i | P L S e AU S
ITANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLE PAJAE MBLE DITERIMA TGL
NOMOR SKPDLB : TANDA TANGAR .

MAMA WATIR PAJAK
MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SUURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SHKPDLE)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
O e R R A e e e e

I. TELAH DILAKUEAN PEMERIKSAAN ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TERHADAP:
1. NAMA WAJIB PAJAK
2, ALAMAT WAJIE PAJAK
3. NFWPD
4, MASA PAJAK

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANM
BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

MO LRAIAN JUMLAH
1 [NpPoP ' )
2 [NPOPTEP ' “Rp.
3 [NPOPKB Rp.
4 [TARIF o 5 %
5 [PAJAK YANG TERUTANG . Rp.
6 |[PENGATURAN PENGENAAN /| PENGURANGAN PAJAK %) Rp.
7 [POKOK BPHTB YANG [HARUS DIBAYAR Rp.
‘& |[KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR %) | Rp.
9 [JUMLAH YANG LEBIH BAYAR | TIDAK SEHARUSNYA Rp. .
TERUTANG
TERBILANG
RENGARY. v
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI
i |
e NS DRI secr s
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLE BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DITERIMA TGL
IDAN BANGUNAN TANDA TANGARN

INOMOR SKPDLE

I:AMA WAIE PAJAK !
A PAJAK 3 ( ———




- 149 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEEIH BAYVAR {SKPDLE)
FBB-F2
B G S e R s S

L. TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PEB-F2Z TERHADAP:
1. NAMA WATIRE PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWPD
4, MASA PAJAK :
. DARL PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PEH-P2 YANG HARUS DIBAYAR ADALAH
SEBACAI BERIKLUT:

NO URAIAN JUMLAH
1 WNPOP
2 INPOPTKP Rp. )
3 |[NPOPKE Rp.
4 [TARIF ' 0.3 %/0.25
5 [PAJAK YANG TERUTANG Rp.
& [PENGATURAN PENGENAAN /| PENGURANGAN PAJAK ) Rp.
7 |POKOK BPHTE YANG HARUS DIBAYAR ' Ep.
8 [KOMPENSASI PAJAK /] PAIAK YANG SUDAH DIBAYAR ¥ | Rp.
9 PUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA Ep.
TERUTANG
TERBILANG
KENTIART,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

e T | e e e e b R

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLE PEB-P2 DITERIMA TGL
INOMOR SKPDLE - TANDA TANGAN :
ANMA WAIIB PAJAK
MASA PAJAK
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PEMERINTAH KOTA KENDARI LEMBAR
BADAN PENDAPATAN DAERAIT
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH UNTUE
(&SP

WDy

I ) il

==

I
||lll|[l|||
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pada har ing .......ccccveennens 1} tanggal ................ 2] bulan . 3) tabun
.......... 4] bertempat di ..o ), Kami

No. Nama / NIP Instansi Jabatan

f) 7) 8) 9)

telah melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah untuk
tanggal ..o 10) Bulan s L1} taban ... 12) dikarenakan
adanya perbedaan antara pelaporan pembayaran dari Wajib Pajak dalam
SSPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) dengan data transaksi pembayaran
pada sistem informasi administratif perpajakan daerah. Hasil pembahasan

rekonsiliasi tercantum sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Data Transaksi Pembayaran Pajak Daerah

ini dibuat dengan sebenarnya dan dilandatangani oleh:

Mengetahui, Petugas Rekonsiliasi 1
Kepala Bidang

EEARFANFANEANE NN FR AN YRR RS AR R EE S

13)
NIF.
14)
NIP. Petugas Rekonsiliasi 2
Menyetujui,
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Kendari
NIF.
]5} e e e =

NIP.

AFEFIEE AR NE B R Ed RIS E R R

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pada hariini .. 1) tanggal oo 2 bulan s cepoes: 3) tahun e 4)
bertempat i oo naiasines ), karmi;
No. Nama / NIP Instansi Jabatan
6) 7) 8} 9)
e
telah melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah untuk bulan
.................. 10) tahun ......... 11) dikarcnakan adanya perbedaan jumlah

penerimaan pajak daerah antara nota kredit, rekening koran, lampiran rincian
transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/alau SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/STPD. Hasil pembahasan rekonsiliasi tercantum sebagaimana
terlampir.

Demikian Berita Acara Reckonsiliasi Penerimaan Pajak Daecrah ini dibuat
dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Menyetujui, Petugas Rekonsiliasi 1
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Kendari

ol NIP.
NIP.

Petugas Rekonsiliasi 2
Menyetujui,
Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah

L e L ]

NIP.

SRl R e ae ey L) Petugas Rekonsiliasi 3
NIP.

RS SEEREEEEEE RS PR AR AR PR R E

NIP.
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PEMERINTAHKOTAKENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
FAJAK LA R R L T R T L]

2 R e e et o
L TELAH DILAKUKAN PENELITIAN /PRMERIESAAN / PEMERTESAAN ULANG [PEMERIKSAAN BUKT! FERMULAAN | ATAS

PELAXSANAAN KEWANHANPAJAK ..., Vvt anaaas manm e erese | GIUELALRAR:
1. NADMA WASTH PaJAK '

L ALAMAT WAJIH PAJAK
A NPWED

Il. DARL PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN® TERSEQUT 00 ATAS,
JUMLAH YANG MARUS DIBATAR ADALAH SEHAGAL BERIKUT:

| No } LIRAIAN JUMEAH
1 FPOKOK FAJAK TANG HARUS DIBATAR Rp.
1 EOMPENSAST PAJAK | PAJAK YANG SUDAH DIBATAR - =) 7
] PAJAK YANG HARLUS DIRAYAR Fp. T
] BANKST ADMINISTRAST
Al TIDAK MENYARMPAIEAN SETPD (RP 100,000] Rp.
B| PEMBETULAN BPTPD [BUNGA 1 %/ DULAN] Rp.
C| KETERLAMDATAN ATAU KEKURANGAN PEMBAYARAN (BUNGA | Ep
1% /BULAN)

D) PENERBITAN STFD ATAS KEKURANOAN PEMBAYARAN AKIOAT | Rp.
SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG YANG DIFEROLEH
AKI HASIL PENELITIAN (BUNGA 19 /HLITAN)

Ty SHPDEB, SKPDKBT, SK PEMBETULAN, FUIUSAN BANDING, | Rp.
PLUTIISAN PE. PADA SAAT JATUH TEMPO PELUMASAN TIDAK
ATALU KURATIG BAYAR (BUNGA 0,6 %,/ BULAN]

F) UNTUK BUNGA ANGEURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK | Rp.
(BUNGA 0.6 "%/ BULAN]

) FENERBITAN SEFDKB ATAS FAJAK DAGHAH YANG KURANG | Rp.
ATAT TIDAK NBAYAR DAR| HASN, PEMERIKSAAN (DUNGA 1.8
iy ALTLAN)

Hj FENERBITAN SKPOKE ATAS:

1] KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPIP) SETELAH DIGERIAN
TEGURAN TERTLILIS

) WATE PAIK YAND TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
FEMBLIEUAN DAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIEAN Dalan | B
PROZES PEMERIESAAN

{BUNGA 2.2 %/BULAN * KENAIKAN SERESAR S0% UNTUK LT/ +

KENAIKAN BEBESAR 25% UNTUR SELAIN PHIT |

1} PENERBITAN SKPDKAT (KENATEAN 1007 Rp.

JI DALAM TIAL KEBERATAN [NTOLAK ATAL DIKABULKAR | Ip.
SEDACIAN (DENIDA 30%)

K) DALAM [IAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN | R
[DENDIA 6%

5 | JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR

TERBILANG
. JATUH TEMPO PEMBAYARAN

. PEMAAYARAN DILAKUKAN ™

BRI RN o s L R
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAE

FERHATIAN
1. PEMBAYAHAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGOAL JATUL TEMPD DL ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ALMINISTRASI
BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JLIMLAH PATAK YANG LARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI 58AH JIKA DIBUBULL TIHHAAN VALIDAS] BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUR
3. APADILA SAMPAL BATAS WAKTU FENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENCGAJUKAN KEEBERATAN,
JUMLAIL YANG MASIH HARLIS NBAYAR SEBACAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITACIH DENCGAN BURAT PAKSA,

T — e i PTG THSIND wovvmameeceee

TANDA TERIMA PENYAMPATAN STV PATAK ... DITERIMA TUL.
NOMOR STPD : TANDA TANCGAN
NAMA WAJIB PAJAK
MASA PAAK
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............... ervrerreramreeinesnnens 1)
Nomor S s TR R 2) Kepada
Sifat Ry Sew P 3) Yth. Wali Kota Kota Kendari
Lampiran © ..oeesraans 4 cq. Kepala Badan Pendapatan
Hal : Permohonan Mengangsur/ Daerah
Menunda *) Pembayaran di
Pajak Kendari
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama i e e A RS AT R s RS SR AN PRI A R SR RS ey 5)
NIK U U U O s ORI E RSP e )
ALRITIAL 0 iiesiiesiiiasiaieiiisssarvnsnmsenbossorenssosisssnssssdidnesnenssns aiasssnsnstpssmnsarsisesitss 7)
Pekerjaan/
JABEYATE 5ot il o o bV as Ve b e S R A VS A M o F A B A B e B s 8)
dalam hal ini bertindak sebagai:
Wajib Pajak
Pengurus Kuasa
Dari Wajib Pajak :
Nama R S U I R s A S s e R 10)
NP D) & oot oeeetioseesees e s e ee e anaesessanesmees s erten e ebaes e ke s et e et e easehi e 11)
Alamat N Ry o oo SO ey e P e P 12)
menyatalkkan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:
SPTPD SKPDKE SKPDKBT SK Pembetulan
SK Keberatan Putusan Banding Putusan PK 13)
Sebagai berikut
| Jumlah Tanggal
Jenis Pajak Muesa Nomor Ketetapan/ Pajak yang Jatuh
Daerah Tahun Keputusan/Pulusan Masih Harus Tempo
Frigh Dibayar Pembayaran
14) 15) 16) 17) , 18)
I

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permochonan untuk:
1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp............c.ccciiineene 19) dengan

ketentuan:
a. masa angsuran D camrs ks s A SCCRE; Cletil
b. besarnya angsuran : Rp......ccccivviiniaaneneens 21); atau
2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp..................... 22) sampai dengan
tanggal v 23)

dikarenakan saya mengalamai kesulitan likuiditas (posisi kas, bank, dan utang
piutang per tanggal ............. 24)] / keadaan di luar kekuasaan *) dengan bukti
BRLUDA: (aiirivivaiiiiati 25) (terlampir).
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Untuk memenuhi persyaratan, saya bersedia memberikan jaminan
berupa:

bank garansi;

surat/dokumen bukti ke pemilikan barang bergerak;

E penanggungan utang oleh pihak ketiga;

sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau

sertifikat deposito. 26)

Pemohon
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK

Surat Permohonan Angsuran/Penundaan *) Pembayaran Pajak

Nomor dan Tangeal R R AR e T s
Tanggal Terima Surat e L B A T B S RS R R T S s A
Nomor Tanda Terima Surat § R K R S R R A S B ]
MI. Identitas Pemohon
MNama e AR R A i A A T HR AR b b
Alamat I A S o e A TSN
II1.Kewajiban Pajak Dacrah
Jenis Pajak Dacrah E T R A A PR A A S L EE ek e s i s e
Masa Pajek pada SPTPD 2 e ]
No SKPD/SKPDKB,/ SKPDKBT/ et et es st en e e ssassannsnssenssnasraress D)
STPD *)
Jumlah Pajak yang Terutang T 4 ¢ U 1 |
IV_Penelitian Persyaratan
Pemenuhan
Nu persyaratan 11) Keterangan 12)
Ya | Tidak
L Saru permohonan untuk 1 (sabu) |
SPTPD/ SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD.
Tertulis dalam bahasa [ndonesig dengan mencanturmbkan
2 skema pembayaran angsuran/ perundsan pembayaran

pajak vang dimohonkan disertai alasan yang mendukung
permohonannya

a3 Diajukan kepada Walikota melalul Kepala Bapenda.

Digjukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari
kalender sebelum  langeal jatuh  tempo  pembayarsm,
4 | kecuali Wajib Pajak dapal menunjuldean bahwa waldtu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

kekuassannya.
] Wegib Pajak tdak memilild utang pajak. 2
| Dilampiri fntokopi SPTFD /SKPD/SKPDKE/
& SKPFDEBT/STPD yang diangsur/ditunda pembayeran
pajaknya.

7 Dilsmpiri fotokopi idmlilau_Wﬂjih Pajak/kuasa Wajib Pajak

8 Dilandatangani oleh  Wajib  Pajak/Kuasa dengan
melampirkan Surat Kuasa,

. Berdasarkan penelitian persyaratan schagaimana dimaksud pada angka romawi IV,
permochonan angsuran/penundaan * pembayaran pajak dimaksud memenuhi/tidak
memenuhi *] persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat
dipertimbangkan *).

Mengetahu, Petugas
Kepala Sub Bidang ........
NIP KIP

* coret yang tidak perin
**| diisi tanda”l " pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak” apabila
persyaratan tidak dipenuhi
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
' BADAN PENDAPATAN DAERAH

R

Kota Kendari, .............cccevvnnnn.
2)

NoOmBE o et 3) SAT. e 4)
Sifat HBREEERE. iR S
Lampirav:d bundel @ ===009292 0 siaisisasissssisianbaausiiion
Perihal : Pemberitahuan Permohonan

Angsuran/Penundaan *) Pajak

Tidak Dapal Dipertimbangkan

Sehubungan dengan Permohonan Angsuran/Penundaan * Pembayaran

Pajak Saudara melalui surat nomor .......cccieiieviiiannnnns 5) tanggal .................. 6)
yang diterima berdasarkan tanda terima NOMOr . ..ovovreivirsireeermneerss 7)
tanggal .ooeeiiiinnnn. 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan kelentuan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun
2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

(1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran
diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan sural permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia;

b.satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, atau STPD;

c. digjukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;

d. digjukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum
tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau
kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya;
f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

g dilampiri fotocopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;

h. disertai dengan penghitungan:

1) jumlah pembayaran pajak yvang dimohon untuk diangsur, masa
angsuran, dan besarnya angsuran; atau

2) jumlah pembayaran pajak vang dimohon untuk ditunda dan
jangka waktu penundaan;
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1. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
1) fotocopi NPWPD;
2) fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasakan;
j. surat permohonan ditandatangani olech Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2} Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak
yvang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau
penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapal dipertimbangkan
dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis
disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan angsuran/penundaan ¥
pembayaran pajak Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Walikota
Kendari Nomor ... Tahun 2021, vaitu:

sehingga, permohonan angsuran/penundaan * pembayaran pajak
Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan
berkas terkait.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permochonan angsuran/
penundaan *) pembayaran pajak dengan terlebih dahulu melengkapi
persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK

INOMMIOT © vvvrirrasinsssrirsensnssssssssnrssnnssnses 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor .........ceeeeeeenn. 2y tanpiral . s 3)
telah dilakukan penelitian dari tanggal ...........cccoonen 4) sampai dengan tanggal
....................... o) terhadap permohonan angsuran/penundaan *) pembayaran
pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasanya *) :

= = 6)
R T 0 s e T B e e G e e s 7)
roelalil SUrAt THOMOL s s s 8] tanggal o 9) yang
diterima berdasarkan tanda terima NMOMOL ......ocovieimiirirrcninnansenienss 10) tanggal
................... 11}, dengan uraian sebagai berikut :
I. UMUM
1. Jenis pajak daerah e S e e e PR SR e P 12)
2. Nama Wajib Pajak L e e TS e R R e 13)
3. NPWPD | yauasstssenesrerss na s AeA T A Rk 14)
Masa pajak pada
4. ‘BSPTPD D A A A S SRR AR e e 15)
5 NoSKPIHSKPDEBY e rtonmsantnmmbormr o rmrmmnemamsmemmams
BEPLEBTISTRD  cascissaseibisaiasaamsraieaii 16)
6. Pajak yang terutang O IR v R S S R O S A A R 17)
II. DASAR HUKUM
1. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ..Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. HASIL PENELITIAN
1. Uraian Hasil Penelitian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
............................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
............................................................................................................

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.................................................................................................... 18)
2a. Perhitungan Angsuran Bulanan

Angsuran SC—— 19) kali.

Wakiu Angsuran i 50017 | CReReEm C 4 S, 20)

Jumlah Pokok Pajak :Rp..ccciocceciiciirecion: 21)



IV.

- 166 -

.' . ! ..-.' 4 'wmﬂ : ..':;.. o Fotdie temald o J - = , .
23) 23) 24) 25) 26)
2b. Perhitungan Penundaan Pembayaran
Tanggal penundaan pembayaran  © ... Cseerdaiie 27)
Jumlah Pokok Pajak B - L o 28)
Bunga R T P Y 29)
SIMPULAN DAN USUL
1. Simpulan
|| Mengabulkan 30)
|_| Menolak
2. Usul
...................................................................................................... 31)
4 e 10 F o o I 32)
Mengetahui, Petugas Peneliti 1
Kepala Sub Bidang ...
LR LR R R RN T R NPT R TN ] (T} - ew - - [T IT LY 33]
34)
NIP. NIP
Petugas Peneliti 2
NIP
Menyetujui,

Kepala Bidang ......

NIP.

...35)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl.Abdullah Silondae nomor 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMORB -.ccivoiiiisiviinisasi 2)

TENTANG

PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

surat permohonan angsuran pembayaran pajak,
atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak?)

. B) DOMOL ...ovenvarenirsssisssmnmnns 4)
tanggal ..ooveeinvrninnns 5) yang diterima berdasarkan
tanda terima Nomor .......c.cvvvviinrenrnees b) tanggal

. 7), perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan angsuran pembayaran pajak
dimaksud;
bahwa berdasarkan hasil penclitian
sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil
Penelitian Permohonan Angsuran/Penundaan
Pembayaran Pajak nomor .............. 8} tanggal
......................... 9) perlu menetapkan keputusan
pemberian angsuran pembayaran pajak atas
permohonan  angsuran pembayaran pajak
dimaksud;

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022
tentang HKPD.
. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor
6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ...
Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b3

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH



PERTAMA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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Mengabulkan/Menolak  atas  permochonan angsuran

pembayaran pajak untuk:

1. Nama Wajib Pajak  : ..coiiiiiccnnieiirisnnann 10

2. NPWPD st sanensaens
.................................... 11)

3. Alaaaal Wajib Pajak @ ..coivivmsssmmsvsssannmessares 12

4. Jenig Poajulk Daerak & . ccoemisinssimmssssssrbsnsis 13)

Ketentuan penghitungan besarnya anpsuran sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

E&gsuran Besarnya Jatuh Tempo Denda
ke Angsuran Pembayaran Administratif
18 19) - 20) 21)

Denda administratil sebagaimana tercantum pada kolom 4
akan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada dikium
KETHaA dilaleylean o cmmnamisiinsdinsiisiiiem 22).
Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pade tanggral e 23)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

R R e
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

. 1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

ROMOR ooz cinsisnisiinssion.d)
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
surat permohonan penundaan pembayaran pajak, alas

nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) ...coceeveiiniiicniinnnnns 3}
MOOMOT .oovvvvieienneneenae.. 4 tanggal ..., 9) yang diterima
berdasarkan tanda terima nomor ..........cecevveerennns B) tanggal

seerenennaenns 1), perha diterbitkan keputusan atas permohonan
penundaan pembayaran pajak dimaksud;

bahwa berdasarkan hasil  penelitian scbagaimana
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan
Angsuran /Penundaan Pembayaran Pajak nomor .............. &)
YRR . vy consssnimimnrsmrenisanions 9) perlu menetapkan keputusan
penundaan pembayaran pajak atas permohonan penundaan
pembayaran pajak dimaksud;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Dacrah Kota Kota Kendari Nomor ... Tahun ...
tentang Pajak Dacrah
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA

KENDARI TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH

Mengabulkan /Menolak atas permohonan penundaan
pembayaran pajak untuk:

1o Nama Walth PRiale £ nnnnunaiinssanimmirinas 10)

2. NPWPD i RS R e A 11)
SuAlamat Wajth Pajale ) .ocunumiiensmaiiinisiss it 12)

4. Jeiin Palak Baerali | conuassamiiianisaissaaiiiis i 13)



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak
tersebut diberikan persetujuan untuk menunda
pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa
pajak ..., 14) atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD
*) DOMOT ....cnomemerasans 19) pEheanr BB, .c.onsmavmismanis i 16)
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ditunda sampai dengan tanggal .........cccevereennnn, 17); dan
2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar

B sy nsoninnsssissunininsssinse 18) yang ditagih dengan STPD.

Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana
dimaksud pada dikturmn KEDUA dilakukan di .................. 19).

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal
.............................. 20)

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

L L L R L N R N sy 2 1]

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR .....c.cvrmemurreannens verannens 2)

TENTANG

PEMBERIAN ANGSURAN / PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan angsuran/penundaan * pembayaran
pajak, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *)
v D) MOEEOE sndsiicia sl bt 4) tanggal

v ) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
.......................... b) tanggal ................. 7), perlu diterbitkan
keputusan atas permohonan angsuran/penundaan i
pembayaran pajak dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permochonan
Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak nomor .............. 8)

2037 | AL R 9) perlu menetapkan keputusan

penundaan pembayaran pajak atas permohonan penundaan

pembayaran pajak dimaksud;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.,
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor ... Tahun ...
tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor... Tahun ... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN /PENUNDAAN*¥)
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PERTAMA :  Mengabulkan / Menolak atas permohonan angsuran/
penundaan *) pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wahb Pajalt: i iiicmioemiermermmmrmmsrnssenans 10)
2. NPWPD A el L S 11)
Suilameat Wadih Pajak: i s niisiiaisiivmmmmermnnesrnsns 12)

sadenis Pajake DRerall: i nsiisiimsemsssnssss s 13)
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KEDUA + Sesual dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak
tersebut tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak
daerah dengan jumlah pajak yang terutang dan tanggal
jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :  Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI

pada tangeal L mieiansen 14
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI
e SO ey e YA TR LA e S 15)
NIP.

¥} disesuaikan dengan permchonan
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN BULANAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pénictg Laporan  suscoosnngnaieeg 1)
1. WAJIB PAJAK TERDAFTAR
Jumlah Waib Pajisk WP dengan | WE.de
My Uraisn s/d Bulan Penghapuisan _| Pembebasan | Pembebasan | Keterangan
Lalu WF Baru NPWBD g/d Bulan Ini | Pencatatan Perforae
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
II. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD
(untuk pajak daerah dengan prinsip self assessment]
« Penyampaian SPTPD
Jumlah WP Panvampaian SPTRD Jumlah Pajak yang
Mo Uraian Tanps Terlambat di Thdale Terlang dalan Kelerangan
Pembebasan | Pepat Walkiy ‘Bulan Ini Misiyanisaiian SPTPD (Rp)

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

« Penerbitan SKPD

Jumlah Wk Penerhitan SKPD
Jumlah Ketetapan
Ho Uiz "ﬁF'%ﬂ" o | MasaPajale | MagaPajak | Masa Pajak | Pajak Bulan Ini (Rp) [ eterangan
PRI 1Bulan |3 Bulan Baru) | 3 Bulan (Akif]
19) 20 21) 22) 23) 24) 25) 26)
(untuk pajak daerah dengan prinsip official assessment)
+ Penerbitan SKPD
Jumlub WP Penerbitan SKPD Jumlah
Ko Uraian ; Masa Pajak Masa Pajalc |  Mass Pajak | FPajak | Keterangan
oA |t 1 Bulan |3 Bulan (Bary) | 3 Butan jaknn| BE0 1 (Rp)

27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35




Sk

III. PENERBITAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD

‘Na

SEFBR'E

_ BKPDKERT.

Jummﬁ

‘;I_ia'n_rlah

‘Knteﬁﬁcmn
fRpl

o

Lebih
Bayar (Rp)

36)

37)

38)

40)

41)

42)

43)

44)

45) |  46) 47)

IV. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG
MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BERUBAH

Uesian ©

| et

. Pagak :mg
Tu:utaﬂg

Surat Keputusan Keberatan

48]

49)

50)

51)

-52'} - 53)

Sural Keputusan Pembetulan

Sural Keputusan Pembatalan

Sural Keputusan Pengurangan

durat Keputusan Penpurangan

Sanksi Administratf

Putusan Banding

Putusan Peninjaoan Kembedi

JUBMLAH

PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Mo

et

&mmum:ﬁn

| Paiak Terutsng
'fﬂ:nmﬂimamr
S L)

Bty i (Rp)

Jurlah

___ Penundean Pembayaran Tl N
Pajale Terutatd | pyr
f PAuL Bty e

Eplan bed Rl f 2

54)

55)

6]

57)

58]

59)

&)

61) 62)

VI. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN
IMBALAN BUNGA

; ﬂnﬂmﬂm Eﬂdﬂﬁ.ﬁn Ee::ibeﬁlm*an Peunk

Pﬂmhmn

Imbalan gsgm

_.Jmlaﬂll

o iepl

¥

S

i ﬂm:pcm-m

[Rp)

Rﬂnﬂmni
Rpl

dumian |

Imtlﬂlma,
Bunga [Rp)

ﬁaj

&)

65|

66)

67)

B8]

69)

70)

iE]_ 1 Wi m '.-..

T1) T2 T3)
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VII. KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG

1 ! A lh'ﬂj&jl:ll .

s '. b 'I"- B il

At dan Risalah Letarig |

| oo

PPAT [ Notatis

Ta4)

75)

76)

| Bulan it

"Rnia.lr
Menyanipaiiem |

e

77)

78)

Kantor Lelang

REALISAS]I PENERIMAAN PAJAK DAERAH

o |

5 L = -I.. .- 1

 Bulan i
Epl

79)

&0)

81)

82)

53)

B4

W} ! ._-: B

85)

37)

BH)

Kepala Bidang ........

Mengetahui,

90)

Kepala Sub Bidang......

NIP.

89)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

/ BADAN PENDAPATAN DAERAH

i)

LAPORAN BULANAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Periode Laporan D s 2)
e Target Realisasi Penerimaat Persentasc b
r Benerimass - 5
Hi TR Rﬁktiﬁ,m dalars | s/dBulan | Bulan Ini s/d Bulan Pmiﬁrm [ﬁﬁm Keterangan
Anggaran | Lalu (Rp)| [Fp) Ini (Rp)
4 4) 5) 6) 7} 8) 9) 10) 11) 12}
JUMLAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

NIP

13)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN TRIWULAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Periode Laporan @ ..........cccciieeinnnnn, 1)
E WAJIB PAJAK TERDAFTAR
Jumlsh Wajib Pajak WE dengan | WP denga
Mo Uradan s/d Triwuian Penghapiisan | #/d Trinmlan | Pembebasan Hmhﬁbﬂﬂ?ﬂ Keterangan
il WP Baru NPWED ni Pencatatan Perforasi

2) 3) 4 5) &) 7) 9 10

II. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD

(untuk pajak daerah dengan prinsip self assessment)
- Penyampaian SPTPD
Jumian WP Penyampaian SPIPD -Juml%h Pajak
LA
Hy Uraian Phﬂ:g;mm Lengkap Ku.nang. : Tidaie dml SF‘T‘PE'EI hewranigan
Menyampaikan | Menvampaikan | Menyampailan iRpl
11) 12) 13) 14) 1 5) 16) 17) 18)
Penerbitan SKPD
: Jumiah WP dengan Penerbitan SKPD Jutnlah Ketetapan
o Uraian T — Mada, Begali 1 Pulsn A Pajal 3 P@#Elnn L Bateamngin
19) 20} 21) 22) 23) 24) 25)
(untuk pajak daerah dengan prinsip official assessment)
= Penerbitan SKPD
Jumlah WP Penerhitan SKPD Jumlah Ketetapan
Ko Lraian Prjilt Tl fui Keteranpin
Terdaftar | Aktif | Masa Pajak 1 Bulan | Masa Pajak 3 Bulan (Rp)

26) 27) 28) 24) 30) 31) 32) 33)
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PENERBITAN SKPDKB/SKPDKBT /SKPDN/SKPDLE/STPD

arcmm 3

-ﬁKPHJ-tEFF

SETt!;H_- .

s}imm 5

-.’N-b U_Ii'i_iilil’h ] ] :-E'-u mﬂm
. o Rp) -

d&migm

men

Jumlah

Jamiati Beyar (Rpl

it

34| as) 36) 37)

38)

39) 40)

41)

42

43)

44)

43)

IV. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG

MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BERUBAH

' Pﬂéﬂkm 4
- Terutang
Eﬂﬁﬁlum[li:m

sq@EMhtﬁw

Lehh;ﬂmang
Rp) -

A |Surat Keputusan Kebergtan
46)

47)

48)

49)

50)

1;_.”.

B. |Surat Kepumsan Pembetulan

C. |Surat Keputuzan Pembatatan

D. |Surat Keputusan Pengurangan

E. |Surat Keputusan Pengurarigan
Sunkst Admumisiradl

F. |Pumsan Banding

G, |Putusan Peninjauan Kembali

JUMLAH

V.

PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

B Jdumlah

MMM% 4]
W.lﬂ.'lf-'!"u'l:rhn! -
.I'Jiﬁl;ﬁsur

Tﬂﬁwnn Ini (Rp)

52) 53] 54) 55)

56

59)

VI. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN

IMBALAN BUNGA

Pe:q,@mhs]:an iﬂuh’c.n‘l'

v ]

-Itm;:enmu.{

(KD

F:r,ﬂ'it:r.la.r
= _m'l

62} 63) 64)

65)

66) f%?}

69)

71)
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KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG

PPAT / Notaris

fjuaret

76)

Kuntor Lelang

VIII. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

7

| 78

Bo)

NIP.

Mengetahui,
Kepala Bidang ................

Kepala Sub Bidang

ETEEREARREEESFIRERFR AR A YRR 8?}
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

--------------------------------------------------------------------------

LAPORAN TRIWULAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Perfode Taporan o uamssaninmg 2)
Tareet Perbandingan Perbandingan
Pe erge Realisasi penerimaan terhadap total terhadap Target | Ket
it target Triwulan ke ...
No |Uraian | , Kode Presen- i i
REKENINE| Total T ld | Triwulan il tase | Sisa/ | ' | gy
| Target b Rp) |55 peneri- |libh (Rp)| PSR hepin (Rp)
(Rpl  |lalu (RBp) ini (Rp) A imaan
(%)
3| 4 55 | 8 7) 8) g) 10) 11) 12) 13) 14) | 15)
|
|
JUMLAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

NIP

.. 16)




- 181 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN TAHUNAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Penade Laporan. G saeeaanmunsaa 1)
I WAJIB PAJAK TERDAFTAR
Jumlah Wajily Pajole WP dengan WP dengan
o Uradar s/d Tahun / Penghapusan Pembebasan | Pembebasan | Keterangan
3o WP Baru NFWPD s/d Tahun Ini | Pencatatan Perforast
2) 3) 4 5) 6) | 8) Q) 10)
II. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD
(pajak daerah dengan prinsip self assessment)
Penyampaian SPTPD
Jumlah WP Penyampaian SPTFD Jumiah Pajak
s Ve Pu:::lp“ Lenghap Kirang Tidak deim SPTPD Rehmmgan
Menyamnpaiken | Menyampaikan | Menvampaikan Ep]
11)| 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)
Penerbitan SKPD
1 Jumlah WP dengan Penerbitan SKFD Jumlah Ketrtapan
ey Uraian : = Reteragan
i Ui Mass Pajak 1 Bulan | Masa Pajak 3 Balan Fajalc i)
149) 20) 21) 23) 23) 24) 25)
(pajak daerah dengan prinsip official assessment)
Penerbitan SKPD
Mo tesiin Jumlah WP Penerbitan SKPD Jum;:ﬁ_: ﬂ}l&et&ﬁapnn e “
Terdaftar | Aktit | Masa Pajak 1 Bulan | Maza Pajak 3 Bulan Jals i)
26| 27) 28) 29) 30) 31) 32) a3)
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- 182 -

PENERBITAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD

Na |

__ SKPDKB_

’SKH)KH["

| skron |

SKPDLE

i

(Rp)

Jurmlsh

ij;.i,pﬂﬂ
(Bp|

Jumiah.

| Jurmlah

Lebil
H&#w{l‘ﬂ

Jumtah |

PR

34)

35) 36) a7)

38)

39) 40)

41) 42)

43) 44)

43)

IV. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG
MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BERUBAH

o

Urainn

Surat Kepumsan Keberatan
46G)

H.

| 47}

Sebelum (Rph

Sesudak (Rh)

Vebils / Kuranig |

Rt

48|

49)

50)

Surat Kepumisan Pembetialan

. [Surat Keputusan Pembatalan

Surat Keputusan Pongurangan

L. |Surat KEeputusan Pengurangan

Sankei Administratif

Putizaan Banding

Futusan Peninjauan Kembali

JUMELAH

V.

PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

P'i'mu L R

St

Pk Fer i vk | et

THangsur (Rp)

Dlmn']u LEPI

o4)

55

56|

57)

V. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN

IMBALAN BUNGA

. dmﬂm

| Pengembetion Keleihin Bomberaran P

Pamqun *Imhﬂitn Huugt

e iRpl

mmmai_
“Rp)

29)

60)

61)

62)

653

B4

63)

mx;um =1
Bunga (Rp) |

Knmpmmﬂ
kg

g

66)

B7)

68)

Eé} i
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VIl. KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH
LELANG

1. |PPAT / Motatis TO) 71

T2) 73)
2. |Hantaor Lelang

VIII. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Bhaiily BT TR it ]

I ‘- I mﬂqﬁh" 15 ...-:-f.ﬁ . 'j"'. :II_'_' o 1 ; |

75| 76 77) 78) | 79) 80) 81 82) 83 | 84) ”sé; éﬁ}

JUMLAH

Mengetahui,

Kepala Bidang ...... Kepala Sub Bidang......

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

/ BADAN PENDAPATAN DAERAH

- §

LAPORAN TAHUNAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Periode Laporan .. 2)
Ko [Uraian Kercde Target r;l'a:HcL Renlisasi Penerimaan Pertumbuhan Peoerunsan
Hekeri Pemeriman gl -
s mmm % dalam Fealisami | Person e Emanf{[.c::h Feelisasi | Periumbul | Foracnigse | Kot
P Anggaran | Penerimann | Penerimaan gl Pemerdmaan | an (Rpl Pertunbuh
ggmpml an Perubahan T."l!:l'l'lh B [9";* Tabun Lahy A I:W:-\.]
{Epl (Rp) (Rl
3] ¥ 5) 6} 7] g) o) 109 11) 12) 13) 14)
JUMLAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA KENDARI
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%, PEMERINTAH KOTA KENDARI

! BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN BULANAN/TRIWULAN /TAHUNAN *) TUNGGAKAN PAJAK DAERAH

Periode Laporan

D S S S 1)

L UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN
Surat Teguran | Surat Teguran 2 Surat Teguran 3
Juinlaky Jnnalah Therria- Ierna- Jdiminh
N Ulrai Tunggak- | Tunggalk- Tisggalk- | Tongsak AEAT i Tt « | Tumpgak- | Ket,
- A ?1:;;1 :ml'i‘m& ati Terse- ?:1_5;: w1 Ferse -m":ll'rrw gﬁ} EEI:'!-L# ﬁﬁ. unm umn Terse-
Jemalkan Iesnibiaery lesaxibsen b aas Perie Peri- iespilan | lesaikan
[Rp) (Fp fpitbin | npalsn [Lizrd
Al 31 4] | 6) T 3| a9) 10) 11) 12) 13) 14} 13
II. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Surat 'akas Penyitean I..cslang
Jurulah dumlah | Taksdsan | L Jumiah | Siea
N | Tiead T e | Tunggak- Tunggak- | Tangeak- Nidai Hasil |Tunggak- | Tungeak- | Lebih |Hes
, Sl ?::Et u?%mmie— an Terse- '?:TIEI HJJE'.I‘E?I- m?rgcgi m Harnang :;nnﬁ Lelang m?lgg‘tazc— mnc,rﬂc— Ll-fan'.l
| lesaikan | lesaikan lesaikan | lesatkan | Lo Sitnan sy (Bpl | lessikan | lesnikan | Lelang
iRyl [Rpi (Epl (Rl (Rp}
16 L7 18] 19} 20 21) 232) 23} 24 25] 26) HT] 28] 20y a0 |31
IIl. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
- #’“‘mh WP Badan | Dolumen
utang utang Bubar, Sumb
No | Umian | iypapus | Paisk | geuiuwarsa| WP OP. [WPOP Tidak I.EELI{IIM.&EL MUSr | Keterangan
Dihapus (Rp}| Meninggal | Ditemukan | oo Tidak Tidalk
Ditemukan | Ditenkan
321 33 34) 35) 38) 37) 38) 39) 40) 41)
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IV. DATA TUNGGAKAN

4| 43) 44) as) | 46 | 47 | 48 | 49 50) 51 | s2)

Mengetahui,
Kepala Bidang ..... Kepala Sub Bidang.....

R r e ) rnrsstersmastamtasanssnesamsmsamsansre. SE)

NIP. NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

.........................................................................................

LAPORAN BULANAN/TRIWULAN/TAHUNAN *) TUNGGAKAN PAJAK DAERAH

Periode Laporan :....cssiiine 2)
Surat Ketetapan Pajak ‘ Ket. |
vang Telah Jatuh Upava Penagihan : 2
Jumlal |Tempo sfd Bulan/To- Pajak Penghapusan Platang Sisa
T wilan / Tahan *} Ind
No| Uraian “M'md =il Tamalah I kag?:km‘
wulan/ : Jumiat L
Tahun | — Tunggaken Tu:iguku-_ — Piutang Bulan/ I‘J'I*wuf.gmln'
Lalu (Rp) |Jumish| 2 Terssle- DS Pajalk Tahun *) Ini
ek (RD) | oiican | Torecles | Dihapus | o,
el R
_ (Rpi =
31 4) 3 6) 7) 8) 9) 10] 11) 12) 13)

KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA KENDARI

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Lo E s o R P 2)
Nomor N A 4) Kepada :
Sifat : Segera B « TP 3)
Lampiran J&
Hal s Teparan PEFIBIMIAT === =< @ iiissesveessisrliedsies deiss i

Berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari,
hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai
berikut:

No Jenis Tahun Nomor dan Tanggal Tanggal Jumlah
Pajak Pajak Surat Jatuh | Tunggakan (Rp)
Daerah Tempo i
o) 6) 7) 8) 9 10)
|
Jumlah
Yo 3 FTU TS o R N R LSS RO e L 11)

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Sural Paksa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah
tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalud .....ooovvviiiiiiiiiiiciin s 12),

dalam jangka waktu ............. 13) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
Pertama ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar
Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

14
NIP
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

....................................................................... 1)

BENIEL o couvemmrsnrsnasvanpamisers 2)
Nomor e e e et Kepada :
Sifat : Begera iz aien U 3)
Lampiran IE e A S SR RS R SR SRR
Hal : Teguran Kedua

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Pertama, berdasarkan
pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, hingega saat ini Saudara
masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

Jems | o tun | Nomor dan Tangeal | T20888 Jumlah
Na] Pajak Pajak Sirat Jatuh Tunggal (Rp)
Daecrah Tempo
3 6) 7) 8) 9) 10)
Jumlah
TP | s s s s Y A a A Ny Ty ORI o v OO 11)

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan
scbagaimana tersebut di atas melalui ......cooiciiiin i 12), dalam
jangka waktu ............. 13} hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Kedua
ini, Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang
melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan
penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar
Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor

Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

.. 14)

NIP
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

INOMIOE ] Galiiias s B s R BRI 2)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 75 avat (2)
Peraturan Wali Kota Kota Kendari Nomor ...... Tahun ...... tentang Tata Cara
Pemungutan

Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/ N s e e R e R e S P S S R S 3)
Penanggung Pajak

NPWPD ., ———— W ——— 4)
Alamat T e e s N A S R e B L s et 5)

untuk melunasi sekallgus tunggakan Pajak Daerah sejumlah
B civinscossnnsicnini 6)
dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tanggal
No| Pajak Tahun Nomor dan Tanggal Pt Jumlah
Pajak Surat Tunggakan (Rp)
Daerah Tempo
7) 8) 24 10) 11) 12)
Jumlah

FOTIIITITIGE 7550 0045 s e S s AR RS S HBAGO 4 e s TSRS e w1

pada hari.......... 14) tanggal ..o 1 5) melalun Petugas Jura Sita
Pajak kami yang namanya tersebut di bawah ini:

No Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan
16) 17) 18) 19)

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.
KeNdari, «ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneaenns 20)

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

. 21)

NIP
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

....................................................................................... 1)
Kendarl, oonmainaanaiiiass 2)
Nomor R AR AR A R 5 e 4) Kepada :
Sifat : Segera W s s s R 3)
Lampiran R s oy s o
Hal : Teguran Ketiga

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan
Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, hingga saat ini Saudara masih
mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

vol oS | Tahun | Nomor dan Tanggal i Jumiah
¢ g Pajak Surat Tunggakan (Rp)
Daerah Tempo
s)|  6) 7) 8) 9) 10)
Jumlah
Terbilang, oot s R S vl 11)

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Sural Paksa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlahtunggakan
sebagaimana tersebut di atas melalui ..o 124 dalam
jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran Ketiga ini, Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalu
pelugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Seckaligus
bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar

Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor
Badan Pendapatan Daecrah Kota Kendari.

Untuk mempertegas maksud Surat Teguran Ketiga ini, kami melakukan
pemasangan stiker/spanduk/papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara

dilarang melepas stiker/spanduk/papan *) peringalan lersebul tanpa izin dari
kami.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PERHATIAN
TUNGGARKAN PAJAK HARUS DILUNASI DAERAH KOTA KENDARI

DALAM WAKTU 21 HARI SETELAH SURAT
TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU
TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN

DILAKUKAN ~ DENGAN  PENYERAHAN| ... . ... ..cccciciminiieiioiinianna, 13)
SURAT PAKSA
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAM DAERAH

PERINGATAN

OBJEK PAJAK INI BELUM/TIDAK
MEMBAYAR PAJAK DAERAH
Untuk mancegoh findohon penagihan pojok dengan Surat Paksa,

Wajlb Pojok segero melunosi tunggokon paojok doerah daolam jongkao
walctu 21 har sstelah pemastangan peringatan ini
e

Kepalo Bopenda Kota
Kendarl

Pemasongan: Jaluh tempao:
Dilarang melepos peringoton ini tanpa seizin Bopendoa Kola Kendari

PETUNJUK PEMBUATAN STIKER PERINGATAN

- Ukuran A2 (594 mm x 420 mm).

- Dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak/lepas dan huruf dapat
tercetak dengan jelas/mudah dibaca.
Ditempel di pintu masuk utama atau tempat lain yang mudah dilihat.

Tanggal pemasangan peringatan dan tanggal jatuh tempo pembayaran
ditulis dengan tangan oleh petugas.

PERINGATAN

FLMEHIR Tasl BOT & KDvDaMi
BADIAM FFROAR AT AN BAREAT

OBJEK PAJAK INI BELUM/TIDAK MEMBAYAR PAJAK DAERAH

Untuk mencegoh lindokan penagihon pojok dengan Svral Pokso, Wajle Pojok segera melunas!

T kan pojak dasrah dalom jongka
walche 21 i seteloh pemosongon peringotan inl

fid
Kepolo Bopendo Koto Kendori

bsangani  Jaluh tempos Dilorong melepas peringatan ini tonpa seizin Bopendo Keto Kendari

PETUNJUK PEMBUATAN SPANDUK PERINGATAN

- Ukuran 6 mx 1 m.

—  Dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak/lepas dan huruf dapat
tercetak dengan jelas/mudah dibaca.

— Dipasang di pagar depan atau tempat lain vang mudah dilihart.

- Tanggal pemasangan peringatan dan tanggal jatuh tempo pembayaran
ditulis dengan tangan oleh petugas.



= 183 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN
OBJEK PAJAK INI BELUM/TIDAK
MEMBAYAR PAJAK DAERAH

Untule mencegoh lindokan psnoglhen pajok dengon Surai Poksa, Wailb Pajak
segern melunasi tunggokon pojole doerah dalem jongkn waoldu 21 hari seleloh
pemosongon peringoion ini

ftd
Kopolo Bopendo Kota Kendari
Pomosangam  Jorul lempo:
Dilorang melepas. peringatan ini lenpse seizin Bopando Hoto Kandord

PETUNJUK PEMBUATAN PAPAN PERINGATAN

-

Ukuran papan 1,5 mx 1 m.

Ketinggian pemasangan 1,25 m - 1,75 m.

Dibuat dari bahan kayu/logam dan huruf dapat tercetak dengan jelas/
mudah dibaca.

Dipasang di dekat pagar depan atau tempat lain vang mudah dilihat.
Tanggal pemasangan peringatan dan tanggal jatuh tempo pembayaran
ditulis dengan tangan oleh petugas.
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Nomuor: s s 2) Kepada , .
Sifat oot - | Yth, Wali Kota Kendari
LAMIDITAN. . ossvaemarmremspe 4) cq. Kepala Badan Pendapatan
Hal : Pengajuan Keberatan di
Kendari
Yang bertanda tangan di bawsah ini:

Nama S S N S oo Lo 3)
NIK G R R S SR S WU A E A e T e 6)
Alamat R A R P S A R A e ST AT 7
PR rgemty I Da a7 o s S R S R S R 8
dalam hal ini bertindak scbagai:

Wajib Pajak

Waldl Kuasa dari Wajib Pajak :
Nama . 10)
NPWPD L 11)
Alamat - 12)

bersama ini mengajukan keberalan alas:

SKPD SKPDKB SKPDKET
SKPDLB SKPDN pemotongan/ pemungutan oleh
Pihak keliga
Nomor Surat A S e R R e e L R 14}
Tanggal Surat 15)
T PR A s i oty s R SRR R R e e ST
Masa/Tahun Pajak : _.....cooociiiiciinnn A B B I B R W R G R i 17}
Alasan pengajuan keberatan adalah: 18)
1.
R R B R R A A R A e AN RN R RS R
.. dst

EBerdaszarkan hal tersebut di atas maka:

1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat Rp................

ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan *)

2. Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Rp..........ccccoeeeeiane.

3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telahRp. ...
disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir)
Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

1. Surat Keberatan

Tanggal Terima Surat G S o e e A e e ey

Nartor Tanda TEMma BUPRL 5o it s s e ariandses biami e )
[I. TIdentitas Pemohon

Nama O T e e L e S it O

Alamat e e e D e R A RN )
Ml. Kewajiban Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah B e A P e A S R e s | B

Nomor Dokumen : e e S e g O]

Jumlah Pajak vang Teratang - RD.. o immnmrrinss rnins sssrss s s e 9)
V. Penelitian Persvaratan
T

Pemenuhan
Mo Porayaratan Peravaratan 10} Keterangan 11)
Ya Tidak

Satu permohonsn untuk 1 (satu)  surat
l ketetapan pgjak, untuk 1 (satu] pemotongan
pajak, atau untuk | (satu) pcmungutan pajak,
Tertuli=s dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau
2 jumlah pajak yang dipotong ateu dipungut
menurat  penghitungan Wajib  Pajale  disertal
derigan alasan yang mendukung.

Diajukan kepada Walikots melalui  Kepala
Bapenda,

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
gejak  tmngeal surat  ketetapan pajak  atan
tanggal pemotongan atau pemungutan pajak
4 oleh pihek Lketiga, kecusali Waijib Pajak dapat
menunjuldkan  bahwa wakitu tersebut tidak
dopat dipenuhi  karena Keadaan di  luar
kekuasasnnys. ]
‘Waiib Pajek tidak memiliki utang pajak.

Dilampirl asli surat ketetapan pajak atau bukt

& pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
vang digiukan Keberatan.

Dilampiri fotokopi SSPD untuk pembayaran
sejumlab yang telah disctujui Wajib Pajak
berdasarkan penpghitungan pajak yang terutang
menurut Wajit Pajak. §
Dilampiri fotckopi akta pendirian/perubahan
8 dan susunandireksi/struktur orgenisasi dalam
hal Wajib Pajak berupa Badan )
Dilampiri fotokopt identitas Wajib Pajak/ wakil/
lkuasa Wajib Pajak ) |
Ditandatangani oleh Wajib  Pajak /walkil/ kuasa
Wajib Pajadengan melampirkan Surat Kuasa.

£

10

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagmimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan
keberatan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi *) persyaratan sehingga permohonan tersebut
dapat dipertimbangkan /tidak dapat dipertimbanglean *).

oot WendETT, i il e
12]
Mengetahui,
Kopala Sub Didang Pelayanan Petugas Penelitd
dan Pemeriksaan
......................................... 14) Nt e 5
NIP NIF

*) ceret yang tidak perlu
=+ diisi tanda™{" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak’ apabila
persyaratan tidak dipenuhi
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

. 1)
Kota Kendari,
......................... 2)
Nomor APR—— B AT - vobialaavaraiiasissharavessorovinie 4
Sifat :Segera s
Lampiran libemdel: 0000 ieesckieeieseein s e e
Perihal : Pemberitahuan Pengajuan

Keberatan Tidak Dapat
Dipertimbangkan

Sehubungan dengan pengajuan Keberatan Saudara melalui surat nomor
.............................. 5) tanggal .................. B) yang diterima berdasarkan tanda terima
PUATIOL <o iaxiinennnsinenarsnesmanicy F 1 EOIMREOL - ovusivesnvanssns 8], bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai Peraturan Walikota Kendari Nomor...Tahun...tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

(1) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan Keberatan terhadap materi atau isi dari
sural ketetapan pajak (jumlah besarnya pajak yang terutang) atau terhadap
materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

(2) Dalam hal terdapat alasan Keberatan selain mengenai materi atau isi dari
surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan
tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian Keberatan.

(3) Pengajuan Keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1
(satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh
pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai

dengan alasan yang mendukung;
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f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan
oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak

dalam hal dikuasakan;

2. fotocopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disefujui Wajib
Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;
fotocopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;

e 1

susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;

o |

fotocopi bukti pendukung lainnya;
h. surar permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan
Surat Kuasa.

{4) Pengajuan Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan dianggap
bukan sebagai pengajuan Keberatan schingga tidak dapat dipertimbangkan dan
kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.

2. Berdasarkan penelitian kami, pengajuan Keberatan Saudara tidak memenuhi

ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor... Tahun ..., yaitu:

d. dst.

sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikola Kendari Nomor...Tahun...,
pengajuan Keberatan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir
dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan Keberatan kembali dengan terlebih dahulu

melengkapi persyaratan sebagaimana tersebul di alas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI

.......... sisesstissnsenanannarusnsavase LJ]

NIP.




............... e A ]
Nomor T T ger R R 2) Kepada
Sifat A T 3) Yth. Wali Kota Kota Kendari
Lampiran D 4) cq. Kepala Badan Pendapatan
Hal : Permohonan Pencabutan Kota Kota Kendari
Pengajuan Keberatan di

KOTA KENDARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D eriseressrrssssessEemmemssssemseiiEsEETestEmemessrmsremeesieiiitsassessesersoses 3)
NIK O S e L T B TSP IR P o g e 6)
Alamatl AR A R A AR T N8 e S e ol v e 08 e G LR 7)
Pekerjaan/Jabatan e SR e S R R R A SR S R e e 8)
dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak 9)

Walkil D Kuasa dari Wajib Pajak:
Nama U O e 10)
NPWPD e S B A il s s Sk e R 11)
Alamat D iR R AR SR SRR e AT SR LAY NS RTRR Y SRR R 12)
bersama ini mengajukan permohonan pencabutan atas Surat Keberatan:
Nomor Surat A AR R e D AR SN S F AT B S B SR A s Ca e e 13)
Tanggal Surat I ey e e e R IR e e 14)
Penandatangan By A AR A AR A A A PR N ST H RS SE AR A AR S S 8 15)
Bertindak selaku 3L ety R e e A R A VR A A e P A 16)

Alasan pencabutan pengajuan Keberatan adalah: 17)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian surat permohonan pencabutan pengajuan Keberatan kami

sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.. 18)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LEMEBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PENCABUTAN PENGAJUAN KEEERATAN

v,

. 12)

I. Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan
Nomor dan Tanggal a2 = b
Tanggal Terima Surat e e o e e A R L S T e g L
Nomor Tanda Terima Surat e e A T T R e

I, ldentitas Pemohon
Nama , ; ;i G |
Alamar = 215

Il. Kewajiban Pajak Daerah
Jenis Pajak Daerah e R R e AT e e s )
NEFWFPD - £ = |
Nomor Dokumen B s L A e e B e T ’ |
Jumlah Pajak yang Terutang' L RPi i iseismiyesmey s s s o)

IV, Penelitian Persyaratan

Pemenuhan | Wetira
No Persyaratan Persyaratan 10) 11) &
Ya Tidak
1 Satu permohanan untuk 1 (satu)] surat Keberatan,
Tertulis dalamn bahasa Indonesia dengan
2 mengemukakan alasan VEIE mendukung
pengajuan permohonan.
3 Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.
a Digjukan sebelum BSurat Pemberitahuan  Untak
Hadir (SPUH] disampaikan kepada Waiib Pajak.
Dilampiri fotokopl  sural  kelelapan pejak  atau
5 bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak |
ketiga yang diajulzan Keberatan, | ;
6 Dilasnpiri fotokopi idemtitas Wajib Pajak/walkil ) luasa
Wajib Pajak .
7 Ditandatangani clech  Wajibh  Pajak/waldl /kmasa
Waiib Pajek dengan melampirkan Sural Kuasa,

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi
pengajuan permchonan pencabutan pengajuan Keberatan dimaksud memenuhi/ tidak
memenuhi *| persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/ tidak
dapat dipertimbangkan *).

Kota Kentddar, oo ivemevsresieesesnseses

Mengetahus,

Kepala Sub Bidang Pelayanan Petugas Penelifi

dan Pemeriksaan

NIP

gl

** diisi tanda'll” pada kelom "ya' apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak’

. 14)

coret vang Udak perlu

apabila persyaratan tidak dipenuhi

WNIF

. 13)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

......................................................................................... 1)
Kota Kendarl,
......................... 2)
Nomor =y o 3) B ciivisrneis ey s AR 4)
Sifat PSegera e
Lampiran :1bendel i
Perihal - Persetujuan Pencabutan
Pengajuan Keberatan
Sehubungan dengan surat Saudara NOMmOT ..., 5) tanggal
................. 6) yang diterima tanggal ........... 7} perihal Permohonan
Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan NOMOT ... 8)
fargmal = os et 9}, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan penelitian

kami, sampai dengan diterimanya surat permohonan pencabutan pengajuan
Keberatan Saudara, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) belum
dikirimkan kepada Saudara sehingga permohonan pencabutan pengajuan
Keberatan Saudara dapat disetujui. Terhadap pengajuan Keberatan Saudara,
terlampir dikembalikan berkas terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara

diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

....................................................................................... 1)
KErAETL s i s b
2)
Nomor ST 3) BT e s R 4)
Sifat PSegera e
Lampiran : 1bundel s
Perihal : Penolakan Pencabutan
Pengajuan Keberatan
Sehubungan dengan surat Saudara NOMOT ... 5)
tangesl sonaiis 6) yang diterima tanggal .......cooeinren 7) perihal Permohonan
Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan nomor ..........coeeeeen 8]
tanpeal coasaiiinegs 9), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian kami, kepada Saudara telah dikirimkan Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).

2. Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor... Tahun... tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan
keberatan yang telah disampaikan kepada Bapenda sebelum tanggal
diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak.
Dengan demikian, Saudara tidak dapat mencabut pengajuan Keberatan
dan permohonan pencabutan pengajuan Keberatan Saudara ditolak.

3. Pengajuan Keberatan Saudara tetap diselesaikan dengan penerbitan Surat

Keputusan Keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara

diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

............................................................................. 1)
KERar]) .. .onohsssaaiasisiiniss 2)
Nomor B s RS T s 3) - 7 o R P I, 3
Sifat tSegErA smearseesecereeeeees e,
Lagnpiran s ibhnieeas 4] ssessveskesdedssssasssasvassanevesarnne
Perihal : Permintaan Peminjaman
Buku, Catatan, dan Dokumen
Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomor ......................... 6)
tanggal ............ 7) yvang diterima berdasarkan tanda terima nomor .......c....... 8)
tanggal ............ 9), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan

buku, catatan, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan materi Keberatan
sebagaimana daftar terlampir.

Buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian
Keberatan tersebut diharapkan sudah kami terima paling lama 15 (lima belas)
hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku atau catatan dan dokumen
tersebut di atas akan dikembalikan kepada Saudara setelah penelitian selesai
dilaksanakan. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak
meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, surat Keberatan Saudara

tetap diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses penyelesaian

keberatan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,
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@) PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI
©==/ BADAN PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN DALAM
RANGKA PENYELESAIAN KEBERATAN

Nama Wajib Pajak e s AR A S e S S R SRR P A ST MY 50 e 1)

NPWPD S - S UL Yot 2)

Alamat Wajib Pajak D e e e S e e S P e e 3)
No | Jenis/Nama Buku, Catatan, dan Dokumen Keterangan
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g, PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI
¢ BADAN PENDAPATAN DAERAH

seiky

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Nama S e e e e e 1)
NPWED D erereneseeerebtensere s e te e aegeneeatasennen b e st entesanas sren e R 2)
Alamat s i e R e N e S R e 3)
IO TUIEEEAL. s crvawm ety T oL N K B SRS R R 4)
Surat Keberatan
' No. Jenis/Nama Bulku, Keterangan Dipinjamkan | Dikembalikan
Catatan, dan Dokumen Lengkap/ Lengkap/
B Tidak Lengkap |Tidak Lengkap
5) | 6) 7) 8) 9)
|

Diserahkan Oleh : Diterima Oleh

Tanges] 1 cnansinasisamiives 1 6) Tangpals senaaiisnanmare b e

.................................... 11} TR 11 |
NIP NIP
Diserahkan Oleh : Diterima Oleh
Fangphl b s naas e 1 9 Fanggal | cmninnuininramnd )
.................................... 15} S
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama B S S R . N S R P R A 1)
NIK PR e R A N i el I R S b 2)
Alamat Ty Ay ety s Bt U S e 3)
|25 (S g F= Tz Vo WM E= Na = 1 4= 1 o R SO 4)
dalam hal ini bertindak sebagai:
Wajib Pajak o)
Walkil Kuasa dari Wajib Pajak:
Nama S S A S S B e e e S et 6)
NFWPD L ——— 7)
Alamat e A A S A S P R R e s o s AN 3)
dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian Keberatan:
Nomor Surat S e, 9)
Tanggal Surat R R A AR R A R s LR e s e e s 10)

telah menyerahkan kepada Tim Penyelesaian Keberatan berupa fotocopi
dan/atau data yang dikelola secara elektronik atas buku, catatan, dan
dolkumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh
kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk

bertanggung jawab atlas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

SRR AR 11)
Yang Membuat Pernyataan,

Materail
Rp. 10,000,
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

1)
REARTE, ..vnrsinsninansmssvin 2)
Nomor D e 3) LR N R s s
Sifat TREEELR. 000 e e e
Lampiran @ ..cocovcieieiieiieneneians GL s s e R
Perihal ! Permintaan Keterangan
Tambahan

Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomoer ......c...ccccceeeveeeee, )
tanggal ............ 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor _.............. 8)
tanggal ...oiviveine 9), dengan ini disampaikan bahwa kami masih memerlukan
keterangan tambahan yang terdiri dari:
1. Keterangan schubungan dengan .......oocooivviiiiiinnn 10} yang menyebabkan

perhitungan menurut Saudara sebesar ...........cooeinei, 11), yang meliputi:

S e S T T O e e e B e A e,

o PO O ER

e R S e R B e I A R S A S D s 12}

dst.
2. Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:
Nama e e e e A S i A 13)
Jabatan O L S S SRS 14)
Tempal e e S e S e T e S R S e s s e 15)
paling lama........cccrueee 16) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, surat Keberatan Saudara tetap diproses sesual dengan

dala yvang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA
PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN

No.|  Nama/NIP Pangkat / Golongan | Jabaten

6] 7) 8) 9)

telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak:

Nama e R R e N e B S s b S S A b s R 10}
NPWPD e e o A o e e (o e C P 11}
Alamat D R B Y S R R N R B A R AW S B A A =3 A A 12)
atas:

Nomor Surat AR A TSR SR SRR S NS AR o B M SR RS H R AN 13)
Tanggal Surat s B e R S R A e AR R 14)
Jenis Pajak Daerah e L T A R SRR SR AR 15)
Masa/Tahun Pajak R RS AR R R TN  SDE N A A B A SR SRR R GEE 16}

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan

Dokumen dan/atau Surat Permintaan Keterangan Tambahan sebagai berikut:

No Nomor Surat Tanggal

17) 18) 19]

dengan ini diterangakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak
memenuhi sebagian / seluruhnya *) atas peminjaman buku, catatan, dan
dokumen dan/atau permintaan keterangan tambahan tersebut di atas
sehingga pengajuan Keberatan akan diproses menggunakan data yvang ada.

Berita acara tidak memenuhi sebagian/seluruhnya permintaan
peminjaman dan/atau permintaan keterangan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya.

Mengetahuu,
Kepala Bidang ........cccccuue.. Tim Penyelesaian Keberatan
Anggota 1
....................................... 20)
....................................... 21) NIP
NIP.
Anggota 2
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

........................................................................... 1)
LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
L6 5 5 () o OO 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ....................... 2) tanggal ........cc.ov.ees 3)
telah dilakukan penclitian dari tanggal ......cooviiiieinnes 4) sampai dengan tanggal
....................... 3) terhadap pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak/kuasanya *) :

1= 4 o - O 6)
BIBRGE s e R R R e S e N T S e 7)
melalul surat NOMOr ....ove e 8) tanggal .....coovviiiiiiiiiinne 9) yang
diterima berdasarkan tanda lerima NOMOT ......ceveiiiamiiare s 10) tanggal
................... 11}, dengan uraian sebagai berikut:
UMUM

1. Jenis pajak dacrah T e R R R R N S T S 12)

2. Nama Wajib Pajak T Ll e s i 13)

3. NPWPD L rereesresressererenaenresrarant e 14)

4, Jenis/Nomor Dokumen iR R e R s ek e 15)

5. Pajak yang terutang A3 L 5 e P eSO e 16)

DASAR HUKUM

l. Peraturan Dacrah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
2, Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah.
HASIL PENELITTAN
1. Uraian Hasil Penelitian

No Pokok Materi yang | Alasan dan Penghitungan Hasil Penelitian dan
* | Diajukan Keberatan Wajiby Pajak Penghitungan Peneliti
s
Rp Kp
2.
Ep Rp
b
Rp Rp
4,
Rp Rp
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Penghitungan Pajak yang Terutang
(untuk PBJT atas Jasa perhotelan)

| Penghitungen Menurut(®Rp) |

::Hﬂ.ll. _"-'_'__I':f: - Hal Iﬁ'.ﬂ'ian .

1. |Pembayaran dari:

Al Persewasn Kamar

B) Penjualan Makanan dan
Minuman

) Fasilitas Hotel

D) Pelayanan Penunjang

2. |Dasar  Pengenaan Pajald

(DPP)
3. |Tarif

Pajak vang Terutang
5. |Pengaturan Pengenaan,/

Pengurangan Pajak *)

0. [Pokok Pagjak wvang Harus
Dibavar

7. |Kompensasi Pajak [ Pajald
yang Sudah Dibayar

8. |Pajak yang llarus Dibayar

9. |Banks1 Administratif

L0, [Jumlah yang Masih Harus

Dibayar

(untuk PBJT atas Makanan dan/datau minuman)

1. |Pembayaran dari;

A) Penjualan Makanan dan
Minuman

B} Bervice Charge

C) Pendapatan Lain-Lain

2. |Dasar Pengenaan  Pajak
(DPP)

3. |Tarif

4, |Pajal yang Terutang

5. |Pengaturan Pengenaan/

Pengurangan Pajak *)

6. |Pokok  Pajak wyang Harus
Dibayar

7. |Kompensasi FPajak/ Pajaly
vang Sudah Dibayar

Pajak yang Harus Dibayar

Sanksi Administratif

10, |[Jumlah yang Masih Harus
Dibayar
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(untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan)

2 )

Dibaya
r

No| o Uraian st e
A S |Dokumen Awal| Wajib Pajak |Hasil Penelitian
1. |Pembayaran dari;

A) PFenjualan Tiket/
Layanan

B) Penjualan Makanan dan
Minuman

C} Service Charge

D) Pendapalan Lain-Lain

2. |Dasar Pengenaan Pajalg
(DPP)
3. |Tarif
4. |Pajak yvang Terutang
2. |Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak *)

6. |Pokek Pajak wang Harus
Dibaya
.

7. |Kompensasi Pajal/Pajak

vang Sudah Dibavar

8. |Pajak yvang Harus Dibayar
9, |Sanksi Administratif
10, |Jumlah yang Masih Harus

Dribaya
r

(untuk Pajak Reklame)

AL e {Dokumen Awal | Wajib Pajak _|Hasil Penelitian

1. |Reklame Terpasang:

Al Jumlah
B) Ukuran
) Nilai Dasar
) Lama Pemasangan
2. |Dasar Pengenaan FPajak
(DPF)
3. |Tarif
4. |Pajak vang Terutang
2. |Pengaturan Pengenaan /
Pengurangan Pajak *)

6. |Pokok Pajak yang llarus
Dibaya
¢

7. |Kompensasi Pajak /Pajak
yvang Sudah Dibayar
Pajak vang Harus Dibayar
Sanks=i Administratif

10. |Jumlah yang Masih Harus




<1213 =
(untuk PBJT atas Tenaga mekj

-'.']."In;: Uniiﬁﬂ L G Pﬁnghmmg&n H&nmtmﬁl - :
— _ |Dokumen Awal | Wajib Pajak Fasil Porelihan

1. |[Jumlah T‘ag'han Pelanggan
Gol/Tarif:

A) Sosial/S

B} Eumah Tangea /R

C) Bisnis/B

D Industrifl

E] Layanan Khusus/L

2. |Dasar Pengenaan Pajalk

(DPF)

Tarif

Pajak yang Terutang
Pengaturan Pengenaan/

Pengurangan Pajalk *)

6. |Pokok  Pajak yang [arus
Dibayar

7. |Kompensasi Pajak/ Pajak
vang Sudah Dibayar

Pajak yang Harus Dibayar

Sanlei Administratf

10. |Jumlah vang Masih Hars
Dibayar

fumuk FBJT atas Tenaga Listrik Non PLN)

Al o : Fmgbnmﬂgmﬂgmmwg} e
| Doknmen Awal | ‘Wajib Pajak _|Hasil Penelitian

1. Pf'n@.masn Pcmb.ingklr
Listrik:

'l‘é*u.-l | '_ ‘Umm‘;

A) Days Terpasang

H] Jam Penggunaan

C) Biaya Pemaksian per
kWh

D) Faktor Daya

2, |Dasar Pengenaan Pajak|
(DPP)
Tarif

Pajak yang Terutang

2. |Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak *)

B, |Pokok Pajek yang Harus
Dibava

r

7. |Kompensasi Pajak /Pajak
vang Sudah Dibayar

Pajak yang Harus Dibayar

Banksi Administratif

10, [Jumiah yang Masih Harus
Dibaya
r




(untuk PBJT atas Jasa Parkir)
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o T

No. |

_ Wajib Pajak _|Hasil Penelitian.

.

Pembayaran dari:

A} Parkir Roda Dua

B] Parkir Roda Empat atay

Lebih

Dasar  Pengenaan

(DPF)

Pajald

Taril

|

Pajak vang Terutang

_I'_I'I

Pengaturan

Pengurangan Pajalk *)

Pengenaan/

Pokolkk Pajak wang Harus

Dibayar

Kompensasi

yvang Sudah Dibayar

Pajak / Pajulk]

Pajak vang Harus Dibayar

Sanksi Administratif

Jumlah yang Masith Harus

Dibayar

H *-"

(untuk Pajak Air Tanah)

al | Wajib Pajake

[Hasil Penclitian

Pengambilan Air Tanah:

A} Volume
(m3)

Pengambilan|

B] Harga Dasar Air

Dasar

(DPP)

Pengenaan

Pajald

Tarf

el s

Pajak vang Terutang

]|

Pengaturan

Pengurangan Pajak *)

Pengenaan/

gl

Pokok
Dibayar

Pajak wang Harusg

Kompensasi

vang Sudah Dibayar

Pajak/ Pajak

Pajak yang Harus Dibayar

Sanksi Administratif

10.

Jumlah yang Masih Harus

Dibayar
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funtuk Pajak Sarang Burung Walet)

2t Tl
i

= Iﬂ {‘RE]

Uraian

s I‘Jummm

Wajib %Hm Penclitian |

Pengambilan BBW;

A) Veolume Pengambilarn
SBW

B} Harga Pasaran SBW

Dasar
(DFF)

Pengenaan  Pajal

Tarif

Pajak yang Terutang

Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak *)

Pokok
Dibayar

Pajak wang Harusg

Kompensasi Pajalc/ Pajaly
yarg Sudah Dibavar

Pajak yang Harus Dibayar

Sanksi Administranf

14,

Jumlah yang Masih larus
Dibayar

{umuk Pajak MBLB}

ﬂramn

Dokumen Awal |

1.

Fﬁ,ngdmblla_n MBLE:

A) Volume Pengambilan

B) Harga Pasar MBLB

Dasar Pengenaan Pajak DPP

Taril

el o

Pajak yang Terutang

(9]

Penpurangan Pajak

@

Pokok
Dibayar

Pajak vg Harus

Kompensasi Pajalk{ Pajalq
yvang Budah Dibayar

Pajak yang Harus Dibayar

Sanksi Administratif

10.

Jumlah yvg Msh Harus Dibyr
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(untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

No. [Uraian Penghitungan Menurut (Rp)

NPOP

Dokumen Awal |Wajib Pajak Hasil Penelitian

NPOPTKP

" INPOPKP

BPHTE yang Terutang

HT r..a|w —

Per. Pengena&nf_
Pengurangan Pajak *)

[24]

Pokok BPHTE wyang Harus
Dibayar

7  [Kompensasi Pajak/Pajak
yang Sudah Dibayar

BPHTB yang Harus Dibayar

Sanksi Adminisirasi

10 Humiah yang Masih Harus

Dibayar

IV. SIMPULAN DAN USUL
1. Bimpulan

l) Hasil penelitian dan penghitungan pajak yang terutang
dilanjutkan untuk dibahas bersama Wajib Pajak pada

Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan.

2)  Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan

Untuk Hadir (SPUH) untuk menghadiri Pembahasan dan
Klarifikasi Keberatan pada tanggal ................... 17) di
........................... 18).

Usul
...................................................................................................... 19)
Mengetahui, B T R ———— 200

Kepala Sub Bidang.....

__NIP.

Petugas Peneliti 1

NIP
Petugas Peneliti 2

_Menyetujui,

PSPPI . .|
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B PEMERINTAH KOTA KENDARI
9/ BADAN PENDAPATAN DAERAH

sk
Kendari, ...oocoiviiiiiiiniinnnn 2)
Nomor T gty 3) 5T e e 9)
Sifat P oS R o
Latapivan) oo it et S
Perihal : Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian terhadap pengajuan
Keberatan Saudara melalui surat nomor ..ol 6) tanggal

bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian Keberatan
sebagaimana terlampir.

Mengingat daftar hasil penelitian Keberatan tersebut tidak bersifat final
dan bukan merupakan keputusan atas Keberatan yang Saudara ajukan,
Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir
terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi tambahan yang
mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebul dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan
diharapkan kehadiran Saudara guna menghadiri Pembahasan dan Klarifikasi
Keberatan pada:

Hari/Tanggal B M re AR e b K R N A A A T A 8]
Waktu PSS St e e B R 9)
Tempat R A AR G e A s Ee R s S AT G T 10)

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dan/atau tidak menghadiri
Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan, surat Keberatan Saudara tetap
diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nofmor SInal RELeralan 2w i e e s 1)
TEnRE S et BEBROREaR 8 s S S s B s T 2)
Jenis Pajak Daerah S R R S G n s smvmrsmm mymemrewmam S
Jenis/Nomor DOKUIMEN [ ..ot see et es e sre s eess s e snnse s nss 4)
Tanggal Dokumen A e R Y S RS e A N A AR T S R 5)
Masa/Tahun Pajak S A A R B S RN RN .. 6)
| P Uraian Hasil Penelitian
No Pokok Materi yang | Alasan dan Penghitungan | Hasil Penelitian dan
" | Diajukan Kcberatan Wajib Pajak Penghitungan Penelit
1
Hp Rp.
|
2 .
| Rp. Ep
3
Rp Ep.
4
Rp. Rp.

II.  Penghitungan Pajak yang Terutang
(Untuk PBJT atas Jasa perhotelan)

. Penghitungan Menurut (Rp)
Na. Uraian

| Dokumen Awal| Wajib Pajak | Hasil Penclitian

1. | Pembayaran dari:

A) Persewaan Kamar

B) Penjualan Makanan dan |
Minuman |
C)] Fasilitas Hotel

D) Pelayanan Penunjang

2. | Dasar Pengenaan Pajak
(DPF)

Tarif

Pajak yang Terulang

Pengaturan Pengenaan/
Penpurangan Pajak *)

6. | Pokok Pajak yang Harus
Dibayar

7. | Kompensasi Pajak/Pajak
vang Sudah Dibavar
Pajak yang Harus Dibayar

| Sanksi Administrasi

10, | Jumlah vang Masih Harus
Dibavar
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(Untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman)

Ng.

[

Uraian

Penghitungan Menurut (Rp)

.J

Dolumen Awal

Wajib Pajak

Hasil Penelitian

Pembayaran dari:

A) Penjualan Makanan dan
Minuman

B) Service Charge

) Pendapatan Lain-Lain

Dasar Pen genaa_ﬁ

Dibayar

Paja(DPP)
3. | Tarf
4. | Pajak vang Terutang
5. | Pengaturan Pengenaan/
L. Pengurangan Pajak *) =
6. | Pokok Pajak yang Harus
Dibavyar
7. | Kompensasi Pajak/Pajak
yang Sudah Dibayar
8. | Pajak vang Harus Dibayar -
9. | Sanksi Administrasi |
1. | Jumlah vang Masih Harus,

(untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan)

Penghitungan Menurut {Rp)

Dibavar

M. Uraian !
Dokumen Awal] Wajib Pajak | Hasil Penelitian
1. | Pembayaran dari:
A) Penjualan Tiket/ ]
__Layanan )
B| Penjualan Makanan dan ]
Minuman
C] Service Charge
I Pendapatan Laimn-Lain
2. Dasar "F;L':rigrrnaan Pajak 1
(DPP) B
3. | Tanfl
+. | Pajak yang Terutang
5. | Pengaturan Péngenaan;'
Pengurangan Pajak *)
a, Pokok Pajak yvang Harus
Dibayar
7. | Kompensasi Pajak/Pajak
yeng Sudah Dibayar |
8. | Pajak yang Harus Dibayar :
Sanksi Administrasi ’
10, | Jumlah wang Masih Harus
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(untuk Pajak Reklamel]

Penghitungan Menurut (Rp)
Na. Uralan

Dokumen Awal| Wajib Pajak | Hasil Penelitian

1. | Reklame Terpasang:

A) Jumlah

B) Ukuran

C) Nilai Dasar

D) Lama Pemasangan

b3

Dasar Pengenaan Pajak
(DPP)
Tarif

e

Pajak yang Terutang

w

Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak *)

6, | Pokok Pajak yang Harus
Dibayar

e

Kompensasi Pajak/Pajak
yang Sudah Dibavar
Pajak vang Harus Dibayar

oo

" Sanksi Administrasi

10, | Jumlah yang Masih Harus
Dibayar

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik

Penghitungan Menurut (Ep)
No, Uraian

Dokumen Awal| Wajib Pajak | Hasil Penelitian

1. | Jumlah Tagihan Pelanggan
Gol/ Tarif:

A) Sosial/S

B) Rumah Tangga/R

C) Bi=nis/B

' D) Industri/l

F) Layanan Khusus/L

2. | Dasar Pengenaan Pajak
(DPF)
3. | Tarif
4. Pajak yvang Terutang
5. | Pengaturan Fen_genaanf -
Pengurangan Pajak *) .
&, | Pokok Pajak yang Harus

Dibayar

7. | Kompensasi Pajal/Pajak
vanpg Sudah Dibavar

Pajak vang Harus Dibayar

Sanksai Administrasi

10. | Jumlah yang Masih Harus
Dibavar
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(untuk PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN)

Mo,

Uraian

Penghitungan Menurut (Rp)

—

Dolumen Awal

Wajib Pajak

Hasil Penelitian

Penggunaan Pembanglit
Ligtrik:

1

Al Daya Terpasang

B} J m_Péngg'unami

C) Biaya Pemakaian per
kWh

D) Faktor Daya

o

Dasar Fengenaar]
Puja(DPP}

Tarif

@l b

Pajak yang Terutang

Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak *)

Pokok Pajak yang Harus
Dibayar

Kompensasi Pajak/Pajak
yang Sudah Dibayar

Pajak vang Harus Dibayar

Banksi Administrasi

14,

Jumlah yang Masih Harus

Dibayar

{untuk PBJT atas Jasa Parkir)

Penghitungan Menurut (Rp)

Dibayar

No. Uraian -
Dolkumen Awal| Wajib Pajak | Hasil Penelitian
1. | Pembavaran dari:
A) Parkir Roda Dua
B) Parkir Roda Empat atau
Lebih
2. | Dasar Pengenaan
Paja(DPF)
3. | Tarif
4. Pajak yang Terutang o
2. | Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak *) ) .
. | Pokok Pajak yang Harus
Dhibeayar
7. | Kompensasi Pajak/Pajak
yvang Sudah Dibayar
8. | Pajak yang Harus Dibayar
Sanksi Administrasi
10. | Jumlah yang Masih Harus
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(untuk Pajak Air Tanah)

Penghitungan Menurut (Rp) |
Doloimen Awall Wajib Pajale | Hasil Penelitian

MNa, Uraian

1. | Pengamhilan Air Tanah:

A) Volume Pengambilan
(m3)
B] Harga Dagar Air

2. | Dasar Pengenaan
Paja{DPP)

3. | Tarif

4. | Pajak yang Terutang

5. | Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak #)

6. | Pokolk Pajak yang Harus
Dibayar

7. | Kompensasi Pajak/Pajak
vang Sudah Dibayar ! 3 .
Pajak yang Harus Dibayar '

q, Sanksi Administrasi

10. | Jumlah yang Masih Harus
Dibayar

funtuk Pajak Sarang Burung Walet)

Penghitungan Menurut (Rp)

No. Uralan - = ==
Dokuimen Awal| Wajib Pajak | Hasil Penelitian

1. | Penjualan SBW:

A) Volume Pengambilan

B) Harga Pasaran Umum

2. | Dagar Pengenaan
Paja(DPF)
Taril

{',j

Pajak yvang Terutang

]

Pengaturan Pengenaan/ |
Pengurangan Pajak #)
Pokok Pajak yang Harus
Dibavar

7. | Kompensasi Pajak/Pajak
vang Sudah Dibayar
Pajak yang Harus Dibayar |

Q, | Sanksi Administrasi

o

10. | Jumlah yang Masih Harus
Dibayar
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MNa. Uraian

Dokumen Awal

Penghitungan Menurut (Rp)

Wajib Pajak | Hasil Penelitian

1. Pengambilan MBLBE:

Al Volume Pengambilan

B) Harga Pasar MBLB

2. | Dasar Pengenaan
Paja{DPP

Tanf

Pajals yang Terutang

Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak *) Sl
6. | Pokok Pajak yang Harus
Dibayar

7. | Kompensasi Pajak/Pajak |
yang Sudah Dibayar :

8. | Pajak yang Harus Dibayar

Sanksi Administrasi

Dibayar

10. | Jumlah yang Masih Harus|

{untuk Bea Perolehan Hak atas Ttmah dan Bangunan]

Penghttuug:am Menurut (Rp)

Pengurangan Pajak #)

No, Uraian
Dokumen Awall Wajib Pajak | Hasil Penelitian
1. NPOP
2. | NPOPTEP
3. | NPOPKP
4. | BPHTB vang Terutang
5. | Pengaturan Pengenaan/

6. | Pokok BPHTB yang Harus
Dibayar

7. | Kompensasi Pajak/Pajak |
yang Sudah Dibayar
BPHTB yang Harus Dibayar |

Sanksi Administrasi

10. Jumlah yg Masih Hrs

eabiaye. - W8 L. - = e
ot - | SRR 7l
Mengetahui,
Hepala Sub.... Petugas Peneliti 1
................................. a) OO - |
NIP. NIP.
Petugas Peneliti 2
NIP.
Menyetujui,
Hepala Bidang Penagihan,

Pelayanan, do Pemeriksaan
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............... e e e
Nomor e T 2) Kepada
Sifat P e R 3) Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran ... 4) Kota Kendari
Hal : Tanggapan Hasil di
Penelitian Keberatan KENDARI

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor

............................ 9) tanggal ..................... 6), dengan ini saya:
Nama G R R B R R A A S G L AN R TR 7)
NIK e D e e e AT e o e 8)
Alamat S R S R S N R e R RS A SR s o 9)
Pekerjaan /Jabatan o 10)
dalam hal ini bertindak sebagai:
Wajib Pajak 11)
Wakil Kuasa dari Wajib Pajak :
Nama R e T A A e S s 12)
NPWPD L esrere NS SR SR RSP PN AR M VRS 13)
Alamat D S S e R P L L S ... 14)

dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian Keberatan kami dengan
uraian sebagai berikut:
e o oo e RN e s B = | N 15)

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Wajib Pajak/Wakil /Kuasa *)

. 16)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

-----------------------------------------------------------------------------------------

RISALAH PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI KEBERATAN

Nomor Surat Keberatan Y e T R T L 4 E R R R T 1)
Tanggal Surat Keberatan D R R S R R R e e e 2)
Jenis/Nomor Dolammen AWal: 1 i i st i iintassemmon s smmrammerers 3]
Tanggal Dokumen Awal P v ey e e N AR S A F R S A 4]
Nama Wajib Pajak i R R R S e e 5)
NPWPD W S e i IR . 6)
Jenis Pajak Daerah kA A R S A R R 7)
Masa/Tahun Pajak D e e S S A B 2 P U S B G &)
1. Pokok Materi Keberatan
............................................................................................................... 9)
a) Alasan Wajib Pajak dalam Surat Keberatan
...................................................................................................... 10)
b) Penjelasan atas Hasil Penelitian Keberatan
...................................................................................................... 11)
¢} Tanggapan Wajib Pajak terhadap Hasil Penelitian Keberatan
...................................................................................................... 12)
d] Pendapat Tim Penyelesaian Keberatan
...................................................................................................... 13)

...........................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................

..................................................................................................................

............................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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14) 15] 16) 17) 18) 19) 20) 21)

Rengaat, ool sy
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) Tim Penyelesaian Keberatan
Ketua Tim

24)

Mengetahui, NIP
Kepala Bidang.........

Anggota 1

S e i s S R e s )

Anggota 2

FEEFF ISP EFF RS AR RSP E R F R AF AR F R

NIP
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK DAN
MEMBERIKAN TANGGAPAN TERTULIS

Pada hari ini .......... 1) tanggal ......... 2) bulan ............ 3) tahun .......... 4)

bertempat @ oaaamsssiecss 5|, kami:

| No Nama /NIP | Pangkat/ Gol Jabatan

6 n 8) 9 |
Telah melakukan penelitian atas Keheratan Wajib Pajak:
Nama G A Y T BB A B A S R A S NS B 10)
NPWPD e R B Ry 11)
Alamat e el L 12}
Atas
Nomor Sural S D s L S L S S S S 13)
Tanggal Surat I T s e e S o e o oy e 14
Jeris PRjak DRETal 1§ icimmemsiumisasiissiviss ssois s ismsss s asiiavs sk adons i 15)
Masa (Tahan PRIGK 1 s i nissisive s st s s s st esi s sheds 16)

serta memberilahukan dan menjelaskan hasil penclitian Keberatan kepada:

Wajib pajak

Walkdil Kuasa

Nama o e A S R R s R R S b A e S 18)
Jabatan B e e R e e e e R SR e s e 19)
Alamat A R A A R A A N o SR P A LR E MK 20)
yang lelah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk
Hadir (SPUH) nomor ........cccivenineee 21) tanpeal ..covivsiinns 22), dan Wajib Pajak
telah memberikan tanggapan tertulis dalam suratnya nomor ...................... 23)
LEEEEL .o ciinmvonsinn 24)

Berita acara kehadiran Wajib Pajak dan memberikan tanggapan tertulis
ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) Tim Penyclcsaian Keberatan
Anggota 1
.. 26)
....................................... 25
Mengetahui, NIP.
Kepala Bidang.....
Anggota 2
....................................... 27 NP
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

-----------------------------------------------------------------------------------------

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK
TETAPI TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN TERTULIS

Pada hari ini .......... 1) tanggal ......... 2) bulan ............ 3) tahun .......... 4)

Dettempat di coiuvicsmsisiiimesessesany O]y KAMIL
No Nama /NIP Pangkat/ Gol Jabatan

6) 7) 8) 9)
telah melakukan penelitian atas Keberalan Wajib Pajak:
Nama G s R B e R e R e A S R R N R R e 10)
NFPWPD e G e e I 11)
Alamat e AN RS B A S W A R T A S e R e 12)
atas:
Nomor Surat e 13)
Tanggal Surat e S A D W S B R R A N S e 14)
Jetils Pajode BIMErall o m i s s S S B i e 15)
Masa/Tahun Pajak ... s s e e ca e e m e n s rne e aea 16)

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian Keberatan kepada:

Wajib Pajak

Walil Kuasa
Nama e e S e e D 18)
Jabatan o D 19}
Alamat s e S S B R R AR R R R 20)

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk
Hadir {(SPUH) DOMIOL ...ciisisaraessorenssrsaronss 21) tanggal ................ 22), tetapi Wajib
Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis. Wajib Pajak/wakil/kuasa ¥)
memberikan keterangan secara lisan pada Pembahasan dan Klarifikasi
Keberatan sebagai berikut:

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................

Berita acara kehadiran Wajib Pajak tetapi tidak memberikan tanggapan
tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) Tim Penyelesaian Keberatan
Anggota 1
....................................... 25)
....................................... 24)
Mengetahui, NIP.
Kepala Bidang........
Anggota 2

i 26) e
NIP. NIP.




- 229 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....................................................................................

Bawe

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIE PAJAK
TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN

Pada hari ini ...... O 0 [y ¢ 1o SRR | 6+ | -1, [UWSOERPRMPE ORI - | |5 7 o' i ¢ L R 4}
bertempal di v . . o), Keuni.
No Na_maf "‘JIF Pangkat/ Gol Jabatan
6) 7) 8) 9]

telah melakulkan pn:nehtmn atas Keberatan ch iy Pajak:
Nama e e 10
NPWPD RTINS i 1 |
Alamat et i 1|
atas:
Nomor Surat o
Tanggal Surat . 14
Jenis Pajak Daerah e 1)
Masa/Tahun Pajak EEP—— |
serta memberitahukan dan men_]elawk-;m I'I.‘?tSl] p-anehtmn Keberatﬁ.n kepada*

Wajib Pajak

Walkil Kuasa
Nama IS |
Jabatan - e 19
Alamat : . 20
yang telah hadir memenuhi lmdanga.n ﬂesum bural Pembenmhuan Untuk Hachr {SPUH}
nomor . ssdaesiiainiiin a3 anggal e Gal 22 tetapi Wajih Pajalc

memberikan tanggapan tertulis

dalam suratnya NOmor ... b 24) tanggal L. 25).

Tidak memberikan tanggapan tertulis

Memberikan kelerangan secara lisan sebsgai berikot:

I 2 A s 28]

5 Dqt i

namun Wajib Pajak/wakil/kuasa *) tidak bersedia tanda tangan.

Berilg avara kehadiran Wajib Pajak tetapi tidak bersedia tanda tangan ini dibual

dengan sebenar-benarnya,

Mengetahui, Tim Penyelesaian Keberatan
Kepala Bidang ...... Anggota 1
NIP.
Anggota 2

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

“= BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK

Pada hari ini .......... 1) tanggal ......... 2) bulan .......... v, D ERREIE conversms 4}
Bertempat o it 3), kami:
No Nama/NIP | -Pung}-:at,r’ Gol Jabatan
6) 7) 8 9)

telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak:

Nama R P e o O P P e S e 10)
NPWPD L eevarasaesar e At e AR R e R R R R A A A R 11)
Alamat e R s e S e S S B U S R A S 12)
atas:

Nomor Surat R e A A P L R P e 13)
Tanggal Surat B R S A R S RS A TN B RS 14)
Jenis Pajak Daerah D e e e e e T R S R S 15)
Masa/Tahun Pajak B AR A R R e NS A A RS A A B H SR 16)

namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi undangan untuk
melakukan  Pembahasan dan  Klarifikasi Keberatan sesuai  Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor ..........c.c...... 17) tanggal ..........
18), dan Wajib Pajak:

Memberikan tanggapan tertulis 19)
Dalam suratnya nomor ........... 20) tanggal ........... 21).

Tidak memberikan tanggapan tertulis.

Berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak ini dibuat dengan secbenar-
benarnya.

Mengetahui, Tim Penyelesaian Keberatan
Kepala Bidang...... Anggota 1
....................................... 22)
....................................... 23) NIP
NIP.
Anggota 2

.......................................



- 231 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

-----------------------------------------------------------------------------------------

LAPORAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

NOMIOT & oo e e e 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ................ 2) tanggal ......cocooviennne, 3)
telah dilakukan penyelesaian terhadap pengajuan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak/kuasanya *) :

Nama B M T 8 e A B S e e S B PR 4)

Alamat T am e e R N R A R R S S R S A R )
melalal surat NOmMOr .aieiisnnsnaiai 6) tamggal :ooinisniinie 7) yang
diterima berdasarkan tanda terima nomor ...........ceevvenns 8) tanggal ............. 9),

dengan uraian sebagail berikut:

1. UMUM
1. Jenis pajak daerah S e ol e R e e et e 10}
2. Nama Wajib Pajak e S BN S A SR A R A SR 11)
3. NPWPD e L e 12)
4. Jenis/Nomor Dokumen A S R e S R T e R e 13}
5. Pajak yang terutang TR 14)

1. DASAR HUKUM

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor....Tahun .... tentang Pajak
Daerah:

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ..... Tl . ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

IlI. PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI KEBERATAN

1. Nomor/tanggal SPUH e o e S S S e 15)
2. Tanggal pelaksanaan S A R R SRR AR A SR e e 16)
3. Tempat pelaksanaan e e R L i 17)

4. Kehadiran Wajib Pajak : Hadir [ Tidak *)
IV. HASIL PENYELESAIAN KEBERATAN
1. Uraian Pokok Materi yang Diajukan Keberatan

Mo Pokok Materi vang Alasan Wajib Pajak Pendapat Tim Pen:.rc'ieaaian
___Diajukan Keberatan Keberatan
18) 19) 20) 21)
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2. Hasil Pembahasan dan Klarifikasi

Mo | Polkok Materi Dokumen Awadl |Pendapal WP Hasil Pembshasan dan Ket,

yvang Diajukan | yang Dhajukan | dalam Surat | Penelitian Klarifikasi Kcberatan

Keberatan Keberatan Keberatan | Keberatan [Tanggapen Pendapat Tim |
WP Penyelesaian

Keberatan

22 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29
I
3. Penghitungan Pajak yang Terutang
{untuk PBJT atas Jasa perhotelan)
Pen hiIung&m— Menurut (Rp)

No Uraian Do a Awal | Wajib Pajak Tim Penyelesaian

Keberatan

1

Pembayaran dari:

A) Persewsan Kamar

E} Penjualan Makanan dan Minuman

() Fagilitas Hotel

D) Pelayanan Penunjany

2 | Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Tanf

Pajak vang Terutang

Pengaturan Pengenaan,Pengurangan
Pajak *)

FPokok Pajak vang Harus Dibayar

Kompensasi  Pajak/Pajak
Sudah Dibayar

rang

r—
:"-G|m =l h

Pajak vang Harus Dibayar

Sanksi Administrasi

Jumlah yang Masih Harus Dibayar

(untuk PBJT atas Makanan dan/alau minuman)

Mo

Uraian

Dokumen Awal

Penghitungan Menurut (Rp)

Wajib Pajak

Keberatan

Tim Penyelesaian

Fembayaran dari:

A} Penjualan Makanan dan Minuman

B} Service Charge

C} Pendapatan Lain-Lain

2 | Dasar Pengenasn Pajak (DPP)

Taril

Pajak vang 'f‘erutang

—

Pengaturan Pengenaan/Pengurangan
Fajak *

Fokok Pajak yang Harus Dibayar

Kompensasi
Budah Dibayar

Pajuk/Pajak yang

Pajak yang Harus Dibayar

U =3 I - e | =

Sanksl Administrasi

10 | Jumlah yvang Masih Harus Dibayar
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(untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan)

No

]
Uraian ;D

ollumen Awal | Wajib Pajak

Penglhitungan Menurut (Rp) =

Tim Penvelesaian
Keberatan

Fembayaran dari:

A) Perjjualan Tiket/ Layanan

B] Penjualan Makanan dan Minuman

] Service Charge

D) Pendapatan Lain-Lain

Nasar Pengenaan Pajak (CDFP)

Tanf

Pajalk vang Terutang

tn| &t s

Pengaturan Pengenaan /Penpurangan
Pajal *|

Pokok Prjak yang Harus Dibayar

I{ump{:nsa:si Pajak/ Pajalk yang
Sudah Dibayar

Pajak yang Harus Dibayar

o ol =} o

Sanlkei Administras

o

Jumlah yang Masih Harus Dibayar

(untuk Pajak Reklame)

Uraian

Penghitungan Menurut (Rp)

Eeklame Terpasang:

Dokumen Awal | Wajib Pajak

Tim Penyelesalan
Keberatan

A) Jumilah

B] Ukuran

C) Nilai Dasar

D) Lama Pernasangan

Dasar Péngenaan Pajak (DFF)

Tanf

Pajal yang Terulang

Penpaturan Pengenasn /Pengurangan

Pajak *

Pokok Pajak }raﬁg Harus Dibayar

Kompensasi Pajak / Pajak yang

Sudah Dibayar
Pajak yang Harus Dibayar

Sanksi Administrasi

Jumlah yang Masih [Tarus Dibayar
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(untuk PBJT atas Tenaga Listrik)

| Penghitungan Menurut {Rp)
e Uriian Doicumen Awal | Wajib Pajak |y e
1 | Jumlah Tagihan Pelanggan Gol/Tarif:
A) Sosial/ s
B) Rumah Tangga/R =i
- C) Bisnis/B
| D) Industri/1
E) Layanan Khusus/L
"3 | Dasar Pengenaan Pajak (DFF) I
3 | Tanl
4 | Pajak yang Terutang i
5 | Pengaturan Pengenasn/Pengurangan |
Pajals #|
& | Pokok Pajak yang Harus Dibayar
7 | Kompensasi  Pajak/ Pajak  yang
Sudah Dibayar -
B Pajalk yang Harus Dibayar
0 | Sanksi Administrasi
10 | Jumiah yang Masih Harus Dibayar ) | _

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN)

Uraian

| Pen

itungan Menurut (Rp)

.Doku.mr:n Awal

Wajib Pajak

ITim Penyelesaian
Heberatan

Penggunasn Pembanglit Listrik:

A) Daya Terpasang

0) Jam I‘ca_lgp;l.maan

C) Biaya Pemakaian per kWh

| D] Faktor Daya

Dasar Pengenaan Pajak (DPF)

Tarif

) L o

Pajak yang Terutang

ol

'is-cnguLuran Pengenaéu,.-’ Pengurangan
Pajak *)

Pokok Pajak yang Harus Dibayar

Kompensasi Eajale/ Pajak yang
Sudah Dibavar

Pajak yang Harus Dibayar

| | =~ @

Sanksi Administrasi

Jumilah yang Masih Harus Dibayar




(untuk PBJT atas Jasa Parkir)
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Uraian

Permbayatan dari:

Penghitungan Menurut (Rp)

Dokumen Awal

Wajib Pajak

Tim Penyelesaian
Keberalan

Al Parlar Roda Dua

B} Parkir Roda Empat atau Lebih

Dazar Pengenaan Pajak (DPP)

Tarif

&l w

Pajak yang Terutang

o

Pajals *)

Pengaturan Pengenaan/Pengurangan

Pokok Pajak yvang Harus Dibayar

Kompensasi
Sudah Dibayar

Pajak /Pajak

yang

Pajak yvang Harus Dibayar

Sanlist Administram

10

Jumlah yang Masih Harus Dibayar

(untuk Pajak Air Tanah)

Uraian

— Peng
Cokumen Awal

hitungan Menurut (Rp)

Wajib Pajak

Tim Penyelesaian
Keberatan

Pengambilan Air Tanzh:

A) Volume Penpgambilan (m3)

B) Harga Dasar Air

Dasar Pengenaan Pajak [DFP)

Tarif

Pajak yang Terutang

L] I I Y

Pajal: *)

Pengeruran Pengenaan /Pengarangan

Pokok Pajak vang Harus Dibayar

Kompensas
Sudah Dibavar

Pajak /Pajak

Yang

Pajak yang Harus Dibayar

a B o B | =

Sanksi Admimistrasi

10

Jumlah yang Masih Harus Dibayar

(untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Jumlah yanp Masih Harus Dibayar

Penghitungan Menurut (Bpl _
o it Dokumen Awal | Wajib Pajak -T'mKP:b‘Efzm”

1 | NFOP
2 | NPOPTKP
3 | NPOPKP =
4 | BPFHTD yang Terutang
5 | Penpgaturan Pengenaan/Pengurangan

Pajak ¥
6 | Polwok BPFHTE yang Harus Dibayar
W Kompensasi Pajak,/ Pajak VAT iy _

Sudah Dibayar
8 BFHTB yang Harus Dibayar
9 | Sanksi Adminisirasi
10
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funtuk Pajak MBLE)

No

Uraian

Penghitungan Menurut (Rp)

Dolkumen Awal

Wajib Pajak

Tim Penyclesaian
Keberatan

Pengambilan MBLE:

A} Volume Pengambilan (m2)

B) Harga Pasar MBLEB

2 | Dusar Pengenaan Pajak (DPF)
3 | Tadf -
4 | Pajak yang Terutang
5 | Pengaturan Pengenaan/Penpurangan
Pajak *)
6 | Fokol Pajak vang Harus Dibayar
| 7 | Kompensasi  Pajak/Pajak  yang
Sudah Dibayar
8 | Pajak yang Harus Dibayar
R T R e _—
10 | Jumlah yang Masih Harmis Dibayar

(untuk Pajak Sarang Burung Walet)

M

Uralan

Penghitungan Menurat (Rp)

Dolamen Awal

Wajib Pajak

Tim Penyelesaian
Keberatan

Penjualan SBW:

A) Volume Penjualan SBW

Bj Harga Pasaran umum SBW

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Tanf

N

Pajak yang Terutang

wn

Penpaturan PengernaanPenpuranpgan
Pejak *)

Pokole Pajak yang Harus Dibayar

Kompensasi Pajak [ F'a.ja_k_ Vang
Sudah Dibayar

O el = Dy

Pajak yvang Harus Dibayar

Sanksi Administrasi

S

Jumlah yang Masih Harus Dibayar

(untuk PBB-P2)

Mo

Lraian

NPQGP

Penghitangan Menuratl [Rp)

Dokumen Awal

Wajib Paj

i |Tim Penyelesaian

Keberatan

NFOPTKP

o B S

NPOPKP

B

PEB-F2Z yvang Terutang

]

=IO

Penpaturan Penpenaan/Pengurangan
Pajak *| -
Pokok FBB-P2 vang Harus Dibayar

Kompcnsasi  Pajak/Pajak  yang

_Sudah Dibayar
PRBE-P2 yang Harus Dibayar

i) B |

Sankal Administrasi

Jumlsh yang Masih Harus Dibayar
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V. SIMPULAN DAN USUL
1. Simpulan

Mengabulkan seluruhnya 30)

Mengabulkan sebagian

Menolak

sehingga pajak yang masih harus dibayar / lebih dibayar *) menjadi

S8EDERAT R cimvssiviniininsmmsiiting 31)
2. Usul
...................................................................................................... 32)
kendari, coooaiansniaininig33)
Mengetahui, Tim Penyelesaian Keberatan
Kepala Bidang.... Ketua Tim
..................................... 34)
................ 36] Cul
NIP
Anggota 1
Menyetujui,
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Kendari,
NIP
37) Anggota 2

NIP

NIP
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& PEMERINTAH KOTA KENDARI
/ BADAN PENDAPATAN DAERAH

1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

POMOR .o aniisrissnsssiainnsinsnssnas 2

TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS .................. 3)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat Keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil /kuasa

Wajib Pajak *) ....ccooenen. 4] NOMOT .ivvienrenrrcreanaaanns 5)
tanggal ................. 8] yang diterima berdasarkan tanda
tErima NOmMOor «....coawsimeaas 1) ANEEAL i 8),

periu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan
Wajib Pajak dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil penclitian dan

penyelesaian Keberatan  sebagaimana  dituangkan

dalam Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

NOMOT wninsnsann’S tangeal cocaaisiiais 10) perlu

menetapkan keputusan atas Keberatan Wajib Pajak

dimaksud;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
HKPD;

2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;

3. Peraturan Wali Kota Kota Kendari Nomor Tahun
..tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daecrah.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ... ... 11)
: Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak *)
pengajuan Keberatan Wajib Pajak atas .............. . 12) untuk:
L Namha WARD PEIal.  faicnmmsmenssimnismsisssisseasieinms 13)
2. NPWPD T L e R o A o S oty e 14)
3. Alamat Wajib Pajak @ . e reenes 15)

4. Jenia Paigle Daerall. 5 .crissansrsmminsssassyasssvrssseriermmis 16)
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(Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
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harus dibayar [/

: Sesuail dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih

lebih dibayar *) menjadi sebesar

: Penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar/lebih

dibayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah

sebagai berikut:

funtuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB dan Pajak

Sarang Burung Walet)

[
I Uraian

Semula (Rp)

 Ditambah/

(Dikurangi
(Rp)

Menjadi (Ep)

Dasgar Penpgenasn

Pajak (DPP)

Tarif

Pajalk yang Terutang

Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak *)

Pokolk Pajak yvang

Harus Dibayar

Kompensasi Pajak/
Pajak yvang Sudah
Dibavar

Pajak yang Harus
Dibayar

Sanksi Administrasi

Jumlah yang Masih

El larus Dibayar

Uraian

NPOP

Semila (Rp)

Dhtambah /
(Dikurangi)
(Rp)

Menjadi (Rp)

NPOFPTEP

NPOPKP
BPHTB yang Terutang

Pengaturan Pengenaan/
Pengurangan Pajak ¥

Pokok BPHTE  yang
Harus Dibayar

Kompensasi Pajalc/
Pajak Vang Sudah

Dibayar

;BPHTB yang  Harus
Dibayar

Sanksi Administrasi

!Ju.mluh yang  Masih
Harus

ibayar




KEDUA

KELIMA
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(Untuk PBB-P2)
H Ditambah /
Uraian | Semula (Rp) (Dikurangi) Menjadi (Rp)
! (Rp)
NPOP
NPOPTKP oy
NPOPKP

ngurangan Pajak *)

Pokok DBPLTE yang
larus Dibayar
ompensasi Pajak/

Pajak yang  Sudah
Dibayar
BPHTEB yang Harus
Dibayar

Sanksi Administrasi

iJum]ah yang Masih

arus
Dibayar

: Apabila di kemudian hari lernyata diketahui terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tagngal ...................... 18]

KEPADLA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,




< ~

............... JimRs s aRA gEaass it ]
Nomor e R R TR 2) Kepada
Sifat < 3) Yth. Wali Kota Kota Kendarni
LEtnpivan.  ©oncimmisiemsesasiis 4) cq. Kepala Badan Pendapatan
Hal : Permohonan Pembetulan DI-
atas ..oceeeiinnns 5) Kendari

Yang bertanda tangan di hﬂwah ini:
Nama B B o S L e e W i s 6)
NIK o e e SR s RN o 7)
Alamat T S T — 8)
Pekerjaan/Jabatan i e A e R R R A P A s 9)
dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak 10)

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak
Nama oy T e O e 2 11)
NPWPD R WA A SR S M S S A R AR S SRR S 12)
Alamat e B e S Bt S e R T S s e e 13)
bersama ini mengajukan pembetulan atas:

SKFPD SKPFDKR SKFDKBT

SKPDN SKPDLB STPD

3K Keberatan SK Pembetulan SK Pembalalan

SK pengurangan SK Pengurangan SKPIB

Pajak Sanksi Administrasi
Nomor Surat T T O e R ot (1 E o D T T e e T 15)
Tanggal Surat B R A B MW A N SR R TR S RS e R 16)
Jenis Pajak Daerah B A G o el e I S A s 17)
Masa /Tahun Pajak G A R AN PN A AR A AR 18)

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan
tulis / kesalahan hitung / kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang
undangan perpajakan daﬂrah sebagai berikut:

Menurut
No Uraian SKPD/STPD/Surat Menurut Wajib Pajak
B - Keputusan Lain S
19) 20) 21) 22)

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan,
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LEMEBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PEMBETULAN PAJAK DAERAH

I Surat Permohonan Pembetulan

Nomor dan Tanggal e e I T e st e 3 e 1)

Tanggal Terima Surat e T S S BRI S IS o e R e et |

Nomor Tanda Terima Sural L L e R e e T e T et o i)
II. ldentitas Pemohon

Alamal B T e D T e S Py S T o G R TSI )
II. Kewajiban Pajak Daerah

Jenis Pajalt Daerah B T e o B S e T T R A )

Jemis/ Nomor Dokumen e R e R R e e )

dumlah Pajak vang Tertatang. B i i b s s s s e
[V. Penelitian Persyaratan

Pemenuhan
Keterangan
Mo Persyaratan Persyaralan 10) i
Ya | Tidmk }

Satu permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan
pajale, 8TPD, atau surat keputusan lain vang terlait
dengan bidang perpajakan.

Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan alasan yvang mendukung pengajuan
Tmohonan.

Majukan kepada Walikota melalul Kepala Bapenda.,

Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan scjak
tanggal surat ketctapan pajak, STPD, atau surat
eputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan,
ecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa wakiyl
ersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luan
ekuasaannya. .

ajib Pajak Lidalke mengajukan keberatan
engajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan
tau mengejulkan keberatan kemudian mencabuf
eberatannya  atas  surat ketetapan pajak vang
dimohonkan pembetulan.

Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak.

Dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau
surat keputusan lain yang terkait dengan bidang
perpajakan yang diajukan pembetulan,

Dilampiri fotolkopi identitas Wajib Pajalc/waldl /lkuasa
Wajib Pajalk

Ditandatangani oleh Wajib Pajak/waldl /kuasa Wajib
Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi [V, pengajuan

pembetulan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi *) persyaratan schingga permohonan tersebul dapat
dipertimbangkan {tidalk dapat dipertimbanglan #).
Mengetahui, Hendar o s i saisas L]

Kepala Sub Bidang..... Petugas Pencliti

NI T e e A 13)
NIP

Y]  coret yang tidak perlu
=  diisi tanda" " pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak” apabila perayaratan
tidak dipenuhi
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

Kendart, (o mdiasma i 2)
Nomor S T e B 3) =T § N 4)
Sifat T 7 - S 7 e R Ce P,
Eamperan. o1 Bomdel 000 R R R
Perihal : Pemberitahuan Permohonan
Pembetulan Tidak Dapat
Dipertimbangkan
Sehubungan dengan permohonan pembetulan BSaudara melalui surat
(515353 (3 o 5) tanggal .........c.cconenn 6) yang diterima berdasarkan
tanda terima NOMIOL -....ccciesmssrismsrsissss T} tanpeal ...voersoiivrs 8), bersama ini

disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ....
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:
(1) Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STFPD,
atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;

c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;

d. diajukan dalam jangka waktu 1 ({satu] bulan sejak tanggal surat
ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait
dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa waktu tersebul tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan kecberatan, mengajukan keberatan
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian
mencabul keberatannya atas surat ketetapan pajak yang
dimohonkan pembetulan;
dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, S8STPD, atau surat
keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan
pembetulan,

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa
Wayjib Pajak dalam hal dikuasakan;

2. dokumen pendukung lainnya vang dapat menunjukkan bahwa
surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang
terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;

1. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa.

=
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(2) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada point (1) dianggap bukan schagai pengajuan permohonan
schingga tidak dapal dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak
tanggal permohonan diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pembetulan Saudara tidak
memenuhi ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ..... Tahun .... yaitu:

....................................................................................................................

sehingga, permohonan pembetulan Saudara tidak dapat dipertimbangkan dan
terlampir dikembalikan berkas terkait.

. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali dengan
terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Alas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PEMBETULAN PAJAK DAERAH

I I s s sk S B S T 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor .........cccceeieennnis 2] tang@al .....ccornemviene 3)
telah dilakukan penelitian dari tanggal .......ccoovvvnvennn 4] sampai dengan tanggal
....................... o] lerhadap permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib
Pajak/kuasanya *):

DUEHIRIED. 0 o bbb v s s e A RS e B e S s e e B)
i i o e e e A DR P sl PR L e e Do el e o S e LT o 7)
meialil SUrat BOMEOT. . sinssvsrmnniisioniossasummi 8) tanggal ......oviiiiiiniien Q) vang
diterima berdasarkan tanda lerima nomor ... 10) tanggal
................... 11), dengan uraian sebagai berikut:
I. UMUM
1. Jenis pajak daerah -N——— s W 12)
2. Nama Wajib Pajak B ahien o R R B A e W Y R R AR 13)
3. NPWPD B S s e R R e N S e e 14)
4. Jenis/Nomor Dokumen - S—— W 15)
5. Pajak yang terutang i e S AL S P 16)

lI. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor & Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
[Il. HASIL PENELITIAN

Menurat Menirat Waiib
No| Uraian |SKPD/STPD/Surat g Hasil Penclitian
Keputusan Lain J
17)| 18 19) 20) 21)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................
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SIMPULAN DAN USUL
1. Simpulan

D Mengabulan seluruhnya

23)
D Mengabulkan sebagian
| | Menolak
Sehingga pajak yang terutang menjadi sebesar Rp. ... 24
2. Usul
................................................................................................... 25)
Kenear, ool 26)
Mengetahui, Petugas Peneliti 1
Kepala Sub Bidang.......

sessyis 08

NIP,

Menyetujui,
Kepala Bidang ......

ereearanees 20)

R R R RN RN Y AT ]

NIP.

e e AT
NIP

Petugas Peneliti 2

NIP
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

HDMDR SEESFESRASRAERAERRERREFARRARBAENAD 2}

TENTANG

PEMBETULAN ATAS ....ccconiiniienie 3)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

sural permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/

wakil/kuasa Wajib Pajak *) .................... 4) nomor ........... )

tanggal .............. 6) vang diterima berdasarkan tanda terima
PO (o v s i 7) tanggal .............. 8), perlu diterbitkan

keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak
dimaksud:

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan

dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan
Pajak Daerah nomor ........cccccvvvimninn, 0} tanggal ... 10)
perlu menetapkan keputusan atas permochonan pembetulan
Wajib Pajak dimaksud;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota I{cndari Nomor oie Tahun ......
tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ..... Tahun .....

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI TENTANG PEMBETULAN ATAS ATAS
e ——— 5 { |

Mengabulkan seluruhnya /Mengabulkan sebagian /Menelak *)

permohonan pembetulan atas ............... 12) untuk:
1. Nama Wajib Pajak | ... e e e 13)
2. NFWPD e R e S A e S e T e 14)

3. Alamaltl Wajib Pajak | ......coooiiiiiiiiiiiiie e

4.Jenis Pajak Daerah . 16)



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Membetulkan  kesalahan  tulis, kesalahan  hitung,
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atas

.................... 17) nomor ...cceeieseie...,. 18] tanggal
............... 19) dengan rincian pembetulan sebagai berikut:
, Setelah
Nao Uraian Semula
Pembetulan
20) 21) 22) 23)

Sesual dengan diktum KEDUA, besarnya pajak vyang
terutang menjadi sebesar Rp.......co.cocvveenieirnririerinnnensneans 24)

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan
dibetulkan sesuai ketentuan yvang berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal diletapkan.

Ditetapkan di KENDARI

pada tanggal ........oooviviiiiiiiniiienns 26)

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI.

BRI EN R R RS AN RN EN AR TN AN EE Q?:I

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

sein B

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

HDMDR FRASSARBRARBFEREREEFET ERAFRE NS RN S 2}
TENTANG
PEMBET‘UM AT-&E LA R AR R L R LR ] 3}

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/

wakil/kuasa Wajib Pajak *) .....ccoveeveninnees 4] momor
cieseinness 0) tanggal .............. 6) yvang diterima berdasarkan
tanda terima nomor ................... 7) tanggal .............. 8),

perlu  diterbitkan  keputusan atas permohonan
pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dituangkan dalam Laporan Hasil Penclitian Permohonan
Pembetulan Pajak Daerah nomor .......................... 9)
tanggal.............. 10) perlu menetapkan keputusan atas
permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;

2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor .... Tahun ....
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDARI TENTANG PEMBETULAN ATAS ATAS
ceeerrnersesans 11)

: Mengabulkan seluruhnya /Mengabulkan sebagian /

Menolak*) permochonan pembetulan atas ............... 12)
untuk:

I: Nama WaEth PRIk @ Jiisiscammsmensiimsrisises 13)

2. NPWPD e e R A AR AR E 14)
3. Alamat Wajih Pajalt 2 icceicimramrmrmeesrsonaes s mnrssnsmnnsss

............................................ 15)

4. Jenis Pajak Daerah ..o 16)

; Sesual dilkdum PERTAMA, ..o 17)

b2 163 51 16) oS 18} tanggal ... 19]

dinyatakan tetap berlaku.
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KETIGA : Apabila di kemudian hari tcrnyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah 1ini, kekeliruan tersebul akan
dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pada IangPal - e 20)

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

NITP.
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............... I i,
Nomor T 2) Kepada
Sifat B EE K e 3) Yth. Walikola Kota Kendari
Lampian. oo 4) cq. Kepala Badan Pendapatan
Hal : Permohonan Pembatalan Daerah
LRS- 3) di
Kendari
Yang bertanda tangan ci1 bawah ini:
Nama T R s AT A8 o e i s g e R A A T R e P S 6)
NIK A N R R TR L R S S RS TR 7)
Alamat e A R B S S e S A e e e s 8)
Pekerjaan fJabatan o i e e e 9)
dalam hal ini bertindak sebagai:
Wajib Pajak 10}
Wakil Kuasa dari Wajib Pajak
Nama ey i R A R A N AR s p e AR A SN AR 11}
NPWPD R S e R R R e e s b 12)
L I ¢ e e 13)
bersama ini mengajukan pembatalan atas:
SKPD SKPDKB SKPDKBT 14)
SKFDN SKPDLB STPD
Nomor Surat A S AP TR R A A TR B L R S A A R e AR 15}
Tanggal Surat L e 16}
Jenis Pajak Daerah e R A e e S S B e e T s 17)
Masa/Tahun Pajak e NaRtm iy m ey ey e ISR T AR e RN 18}
Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:
| e L L 19)
N OO an SO S A Gl o
3. dst

Demikian permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

LEMEBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN FEMBATALAN PAJAK DAERAH

I. Surat Permohonan Pembatalan

Nomor dan Tanggal L L 1)

Tanggel Terima Surat R R R R T R e s e )

Nomor Tanda Teritna Surat e R R SR N s 3)
Il. Identitas Pemohon

Nama S 4)

Alamat S e U P 3)

1. Kewajiban Pajak Daerah

detia Pajale Diaerall =0 ioicscsnescsissasnisis e s s e 6)
NPWPD S S R S S R T s e e SR 7)
Jenis/Nomor Dokumen A T N e s e ]
Jumlah Pajak yang TEMItANE ... vnrrsrerenrnrsrerssssssnssesesssmssnes )
IV. Penelitian Persyaratan
No. | Persyaratan Pemenuhan |Keterangan
| Persyaratan 10) 11)
Ya Tidalc
1 Batu permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan
ajakataSTPD. -
2 [Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan  alasan yang — mendukung
engajuan permohonan. -
3 Diajukan kepada Walikota melalui Kepala
___Bapenda.
4 |Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
scjak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD,
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
wakiu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
S [Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan,
mengajukan  keberatan tetapi tidak
dipertimbangkan atau mengajukan keberatan
kemudian mencabut keberatannya atas surat
ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan.
6 |Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak.
| 7 |Dilampiri asli surat ketctapan pajak atau STPD.
& |Dilampiri fotokopi identitas Wajib
Pajak/walkil/kuasa Wajib Pajak . _
9 |Ditandatangani oleh Wajib Pgjak/wakil/ kuasa
Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.
V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka

romawi IV, pengajuan pembatalan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi *)
persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat
dipertimbanglkan *).

Kota Kendari, .o
Mengetahui, Petugas Peneliti
Kepala Sub Bidang ....

. 12)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

......................................................................................... 1)
Kendari, ...... 2)

Nomor S R A A R TS 3) BT v s R s S 4)
Sifat LOAPEEER L e e
Limpman Slpandgel —==Z00z0z0z0 9 i s e s
Perihal : Pemberitahuan Permohonan

Pembatalan Tidalk Dapat

Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan pembatalan Saudara melalw
SUTHED. MOMOP sl hs 5) tanggal .. 6) yang diterima
berdasarkan tanda terima nomor .........ccoeeeeveeienivernnen ) FAEEal oo 8),
bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ....Tahun...
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

(1) Permohonan pembatalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan sural permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia;

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau

STPD;

diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;

diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat

ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi
tidak dipertimbangkan atau mecngajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan
pembalalan;

[. dikemukakan alasan vang mendukung pengajuan permohonan;

g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan
pembatalan;

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
1.fotocopi identitas Wajib Pajak, dan [olocopi identilas Kuasa Wajib

Pajak dalam hal dikuasakan;
2.dokumen pendukung lainnya yvang dapat menunjukkan bahwa surat
ketetapan pajak atau STPD tidak benar;

oo

1. sural permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa.
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(2) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud point (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak
tanggal permohonan diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permochonan pembatalan Saudara tidak
memenuhi ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Walikota kendari Nomor ...
Tahun ..., yaitu:

sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun .
permohonan pembatalan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan
terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembatalan kembali dengan
terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

e et s sasiesgernsren 10)
NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH

T 3o A SN, L L o, 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ....................... 2] tanggal ..........oo..... 3)
telah dilakukan penelitian dari tanggal .......oceevveeneenn. 4) sampai dengan tanggal
....................... 5) terhadap permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib
Pajak/kuasanya *):

DEREIEE. § crrvirmensnnsmsreminnves vissassamensnmamiposiinnsisninmvasnnsss ses iy asuss ssiss sk smsesia e 6)

PRI S i ae e s e e e s B S A O S s 7)
melalui surat NOMOr .........coivvivierearennsennrrrensn, 8] tanggal ......ccoevviiiiirnnens 9) yang
diterima berdasarkan tanda terima nomor ............ccceieiiviiiinninnan, 10) tanggal
................... 11), dengan uraian sebagai berikut:
1. UMUM

1. .Jenis pajak daerah L RSAS 7 v e e e i A o R R R A S A 12)

2. Nama Wajib Pajak e R R AR SR N s 13)

3. NPWPD L B P L Vs e 14)

4. Jenis/Nomor Dokumen Lo AL o o T 1 15)

5. Pajak yang terutang L e T eI e 16)

II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak
Daerah;

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

ITl. HASIL PENELITIAN

...................................................................................................................
..................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................
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IV. SIMPULAN DAN USUL
1. Simpulan

|:: Mengabulkan 18)
|| Menolak
Usul
...................................................................................................... 19)
BERARYT, aiismnastimibiliis 20)
Mengetahui, Petugas Peneliti 1

Kepala Sub Bidang

--------------------

NIP. NIP

Petugas Peneliti 2

Menyetujui,
Kepala Bidang....

T T |
NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

. 1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

NOMOR ...cociiivcsivnininovisisissision 3)
TENTANG

PEMBATALAN ATAS ....c..ccuuu...... 3)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat permohonan pembatalan atas nama Wajib Pajak/

wakil /kuasa Wajib Pajak *) .................... 4) nomor ........... 5)
tanggal .............. 6] yang diterima berdasarkan tanda terima
DOIMBE & dihaeiaa 1) tanggal s ... 8], perlu diterbitkan
keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak
dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan
Pembatalan Pajak Daerah nomor ...........cccccccouvn.... 9) tanggal
.............. 10) perlu menetapkan keputusan atas permohonan
pembatalan Wajib Pajak dimaksud;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;

2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor .... Tahun ...

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDARI TENTANG PEMBATALAN ATAS ATAS ... 11)

: Mengabulkan/Menolak *) permohonan pembatalan atas

.................... 12) untuk

Neras WapiD PRIEIE. 2. oo sovmponmsrorsemmaiisnessessonyexsyiss 13)
2. NPWPD A S R R B P L 14)
3. Alamat Wajib Pajak @ .....ccociiiiiiiiiiiieiirinn e cenesninnnesesnnns 15)

4. Jenis Pajak Daerah : ......coccovviiiiiiiiiiniiin s s csncens 16)



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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: Sesual dengan diktum PERTAMA, ......cocovvvvvvvninenen. 17) nomor

........................ 18) tanggal ............. 19) Tahun Pajak .........
20) dinyatakan dibatalkan / tetap berlaku *).

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal oocoainnsanaiiie 21)

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

L L R L R L L N Ty TR TR 22]

NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

DAFTAR HIMPUNAN PEMBETULAN BASIS DATA PAJAK DAERAH

Jenis Pajak Daerah e SR .. 1, W S Oy WV 1)
Periode Penelitian TR T rreTye 2)
No |Jenis / Nomor| NPWPD / Nama| Jenis |Data Awa Data vang Ket.
Dokumen Wajib Pajak |Kesalahan Seharusny
1 2 4 5 6 7
I
| | |
| | |
| |
|| |
Kota Kendari,
.......................... .3
Mengetahui, Petugas Peneliti 1
Kepala Sub Bidang ..........
....................................... 5) S A Ep R AT Fa s p s s s u s su s sngs O]
NIP. NIP
Petugas Peneliti 2
NIP
Menyetujui,
Kepala Bidang.......
_______________________________________ 6)




-.w ---------------------------------------
frasenmnrenenees Jueplyg ereday
_Hm. ................................. .Eﬁnum
01 6 8 L 9 N b € = T
ES ipeluagy gnwasg | 1peluspy B[nwas fed UamIn{o( | uWndo(c]
19 4 : 7 ddMdN » ON
sueinis dued yeleq BIB(] UB[MI=qiiad qifep, euren JOWION suar
T e Ueneuad 9poliad
ﬂ—. ..................................................... .nrﬁunu}Hu..mm .uﬁ.m_.-mm. m._”:u.—...

HVEIVd AVIVYd VIVA SISVE NVIOLIHEWHd NVHEVEISIAd DNVA
DNV.LOYHEL DNVA MVIVd NVEVSEE NVHVEHNEEL ISVINLIdVIEA

8 "ON 9BpUO[IS Ue[[pqVy 'H 'SId ‘[

HVIIVd NV.ILVdVANId NVAVd

JAVANIH VIOM HV.LNIdAWAd

—09¢ -




- 261 -

PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Drs, H. Abdullah Silondac No. 8

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN

4 e T |l O i e O e 1)
Berdasarkan Surat Tugas nomor ............eeeenennen. 2) tanggal ......c...ee 3)
telah dilakukan penclitian dari tanggal .........c.cco....... 4) sampai dengan tanggal
................. 3) terhadap Daftar Himpunan Pembetulan Basis Data Pajak Daerah

dengan rincian sebagai berikut :

I. UMUM
Dala Wajib Pajak yang akan dilakukan pembetulan atau pembatalan
secara jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Laporan

Hasil Penelitian Pembetulan dan Pembatalan Pajak Daerah secara
Jabatan ini.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor... Tahun ... tentang Pajak
Daerah;

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungulan Pajak Daerah.

IIT. HASIL PENELITIAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1V. SIMPULAN DAN USUL
1. Simpulan

D Mengusulkan pembetulan/pembatalan secara jabatan

sebagaimana daftar terlampir 7)

DMen{Jlﬂk sebagian wusulan pcmbetulan/pembatalan scbagai

berikut:

r; DT B -NOMOP .vvsamaiueisvisi 9] atas nama Wajib
BRIl iaissamaras 10).

[ kAt NOMOT ..vocvviiieeiireinirneenes atas nama Wajib Pajak

c. .dst

dikarenakan terhadap surat ketetapan pajak/STPD terscbut telah
diajukan permochonan pembetulan/pembatalan oleh Wajib Pajak

dan dalam proses penyelesaian pelayanan,
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2. Usul
...................................................................................................... 11)
RRHOBTL syuacesisvmipnoansavesss 12)
Mengetahui, Petugas Peneliti 1
Kepala Sub Bidang......
....................................... 14) sNsassaseeisseraei s e aE s sr E EwRy BAT)
NIP. NIP
Petugas Peneliti 2
NIP
Menyetujui,

Kepala Bidang....................
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PEMERINTAH KOTA KENADARI

. 1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

BOMOR .ccisniiisisisiiiee 2]
TENTANG

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

* bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian sebagaimana

dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan dan

tanegal nnnnnaaunsas 4) perlu menetapkan keputusan atas

pembetulan dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD:

2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDARI TENTANG PEMBETULAN DAN
PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN

 Memberikan keputusan pembelulan dan pembatalan

terhadap surat ketetapan pajak dan surat keputusan
perpajakan daerah lainnya yang tidak benar secara jabatan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala
Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini.

- Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.
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- Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
DRI BOTIDRRT. o iuviunimminsenssmpssasn s 3)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

AR R AR R AR IR AR R RS IR IR RIS PR R EE S ﬁ]

NIP.
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............... N It e et 4
Nomor S —— ceee 2] Kepada
Sifat S e e R 3) Yth. Wali Kota Kota Kendari
Lampiran 1 adiiisiieneveaiks 4 cq. Kepala Badan Pendapatan
Hal : Permohonan Pengurangan Daerah
Sanksi Administrasi di -
Kendari
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 2L, B R -, OO TR 9)
NIK Y o I ) S e L o o o Ry 6)
Alamat R s T s T s e s R R 7)
Pekerjaan/Jabatan iy R R AR R v s R s S e 8)
dalam hal ini bertindak sebagai:
[ ] Wajib Pajak 9
D Walil |:| Kuasa dari Wajib Pajak:
Nama == =000 3sassisesiens e A R R A e AR e s 10)
NPWPD e S e e i A e e S Kb 11)
Alamat L D P GO S ) Dy 12)
bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administrasi scbesar ............. 13)
atas:
[ ] SkpPD [ ] SKPDKB [] SKPDKBT 14
Nomor Surat ARG 35 N O N O 15)
Tanggal Surat B A A A R A R S A B WA 16)
Jenis Pajak Daerah e T S G o W b S e 17)
Masa/Tahun Pajak ot L OO .. .oy rorc v T e 18}

Permohonan pengurangan sanksi administrasi tersebut digjukan dengan
mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:
R S R B 19)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian permohonan pengurangan sanksi administratil kami
sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil /Kuasa *)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

I. Surat Permohonan Pengurangan Sanksi Administratif

Nomor dan Tanggal S R R R TR R R s e R R S 1)
Tanggal Terima Surat S s e e e e e e e 2)
Nomor Tanda Terima SUural [ .. ceiesssrr e e aneaneneeesans 3)
II. Identitas Pemohon
Nama T L T Do s e SN 4)
Alamat ET N A A R RO A o)
IT1. Kewajiban Pajak Daerah
Jenis Pajak Daerah g B ey e e e e B enam. il feR s r e T 6)
NPWPD S s R SRR R AT ki O
Jenis/Nomor Dokumen R R e A 8)
Jumlah Pajak yang Terutang : RP......c.ccoovvireriririnnirierneenisrsssneenaen axvees 9
IV. Penelitian Persyaratan
PEmenuhan
Mo, Pesyvaralan Persyaratan Keterangan
Ya Tidak

Satu  permohonan wuntuk 1 (satu] 53TPD, SKPDKB,
atau SKPDEBT.

2. [Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan
alasan yang mendukung pengajuan permohunan.

Diajukan kepada Walikols moelalui Kepala Bapenda. ) i

e

Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak]
tanggal STPD, SKPDKB, alau SKPDKBT, kecuali Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa wakiu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

9. [Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan
lkeberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau
mengajukan  keberatan kemudian merncabul
keberatannya  atas  surat ketctapan pajak  vang
dimchonkan pengurangan sanksi administrasi.

6. |Dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT
ang diajukan pengurangan sanksi adminstrasi.

7. |Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/wakil/kuasal ' '
Wajib Pajak

8. |Ditandatangani olch Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajily
Majak dengan melampirkan Surat Kuasa.

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
romawl IV, pengajuan pengurangan sanksi administratif dimaksud
memenuhi/tidak memenuhi * persyaratan sehingga permohonan
tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan *).

Mengetahui, KNP, oo iyisianine 12)
Kepala Sub Bidang...... Petugas Peneliti
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

e 1)

Nomor Y
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel

........................................

Perihal : Pemberitahuan Permohonan
Pengurangan Sanlksi
Administrasi Tidak Dapat
Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan pengurangan sanksi administratif
Saudara melalul SUrat NOMOT ....c.ccvmeeiriivaisisrsnisasans Bl t8ngenl .. .icxemnassrarassnse 6)
yang diterima berdasarkan tanda terima INOMOT ......coccociiiiiiniiniin. 7) tanggal

.... 8], bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ....
Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:
(1) Permohonan pengurangan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

.

b.

diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia;

satu sural permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKR, atau
SKPDKBT;

¢. digjukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
d.

diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD,
SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;

Waijib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan
keberatan tetapi tidak dipertimbangkan alau mengajukan
keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat
ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;

dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

g. dilampiri fotocopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan

pengurangan sanksi adminstrasi;

. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas
Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
2. fotocopi bukti pendukung lainnya;
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i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal surat permohonan  ditandatangani oleh bukan

Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pengurangan sanksi administratif yang tidak
memenuhi persyaratan point (1) dianggap bukan sebagai
pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan
kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis
disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama
20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan
diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan sanksi

administratif Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal ayat (1)

Peraturan Walikota Kendari Nomor  Tahun 2018, yaitu:

B s AR A SRR AR A e R RS S RSN YR m e 9);

b e e R R i e e N e e B R S T A S e R

.-+ FO A s s e e SO LR R
.. dst.

schingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ....

Tahun ..., permohonan pengurangan sanksi administratif Saudara

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas

terkait.

3. Saudara masih dapal mengajukan permohonan pengurangan sanksi
administratif kembali dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan
schagaimana lersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII dapdhERE AR RE AR e ]-D]
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

OO © ceeieiiieeinienrceie s rernrsreenrnnrenansen 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ...............cceeee. 2) tanggal ................. 3)
telah dilakukan penelitian dari tanggal ........coevmiininnns 4) sampai dengan tanggal
....................... 5) terhadap permohonan pengurangan sanksi administrative
yang diajukan nlch Wajib Pajak/kuasanya *):

Nama R R A S R AT Y A RN e N TR A s 6)
Alamat e R T L T T L T T P T i g D e e e 7)
melalui SUrat NOMOT ...c.vveevrieenirrisrasrieenrans 8) tanggal ....ooconiiiniiinnnn. 9) yang
diterima berdasarkan tanda 1erima NOMOT o vvienrerisissisrisisnrsssssrsss 10) tanggal
.. 11}, dengan uraian sebagai berikut:
I. UMUM

1. Jenis pajak daerah S—— T W e, 12)

2, Nama Wajib Pajak R A S R R PR 13)

3. NPWPD T e e e S D R R S 14)

4. Jenis/Nomor Dokumen S W— - - W 15)

5. Pajak vang terutang S IR i i B A s AR S A S AR AR TR 16)

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;

2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor & Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah.

II. HASIL PENELITIAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...................................................................................................................

...................................................................................................................

............................................................................................................. 17)
IV. SIMPULAN DAN USUL
1. Simpulan
|- | Mengabulkan seluruhnya 18)
[ ] Mengabulkan sebagian
|_| Menolak

SEReNAY L LiaannnTieg % 19)



s

............................................................................................................

Mengetahua,
Kepala Sub Bidang........

....................................... 23)
NIP.

Menyetujui,

Kepala Bidang......
....................................... 24)

........................... 21)
Petugas Peneliti 1
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PEHDAPATAN DAERAH

- 1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

surat permohonan pengurangan sanksi administratif atax

nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) ...........ceceis 4)
PIEEOR wonpvarsaneopaneyoorsnns 5) tanggal .............. 6) yang diterima
berdasarkan tanda terima NOMOr ........oviereeeereneneee ) tanggal

................ 8), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan
pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud,;

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan
Pengurangan Sanksi Administrasi NOmMoOr ...........cooeeeeeee 9)
TAURER] cuorrerimransassmvaons 10) perlu menetapkan keputusan atas
permohonan pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak
dimaksud,;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;

2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI TENTANG PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak *)
permohonan pengurangan sanksi administrasi untuk:

1. Nama Wajib Pajak  © ...cooeriiiie i, 11)
2. NPWPD P A R IS 12)
3. Alamat Wajib FH__]H_I{ A o N P e S BRI s

.................................................. 13)
4. Jenis Pajale Daerah oo iosieies 14)
sebesar ............. = I R e e e R RO s S o ) 16}
dari sanksi administrasi yang terdapat pada .........c..c...... 17)

NDEYIO <o v s N a5 S S EB) tamip Al cooveennsicnanininnas 19)
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Penghitungan besarnya sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. sanksi administrasi BB . oveiinsnnesinneie 20}
b. besarnya pengurangan
Cocing e S 121) RP v e 22)
¢, sanksi administrasi setelah BB ot 23)
pengurangan

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal .........cooevvvinennnnn 24)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,
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............................. 1)
Nomor b T 2) K-;—:pada.
Sifat S —— 3) Yth.Walikota Kendari
EAMDIEAN 1§ o 4) cq. Kepala Badan
Hal : Permohonan Pengembalian Pendapatan Daerah
Pajak di -
Kendari

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama R R A T e YA e RS A K H Y e SR A 3}
NIK ks i O o i e R R SN AT A R e Gt bk S M R 6)
Alamat S e S P e L S B g B o L 7)
Dalam hal ini sebagai

WAjib Pajak 9)

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak :
Nama I ——— o A W 10)
NPWPD L b R R R S M T S S P S A e 11}
Alamat s B B B s i g b L g 12)

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak daerah yang disebabkan oleh :

Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang 13)
Dengan alasan :
.......................................................................................................... 14
Jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang
terutang bcrdasa_rkan Jumla_h pajak pada :
Jenis Nomor surat D e e R B B B R e e S e e B S IR S i s 15)
Tanggal Surat e o oo e i ooy 16)
Jenis Masa Pajak B B B A A B e e A N A e e 17)
Masa/ Tahun Pajak R L DU R e b P AN A e et At 18)

Berdasar penghitungan kami, terdapat kelebihan pembayaran pajak
sebagai berikut:
a. Pembayaran pajak yang telah dilakukan
dengan bukti pembayaran:

1. SEPLYNO. .....cvevrmmrvsnes 19) BD. iiesieriivepes B0)
TErEal e risriareann
2z BEPBRING. o e A
Tanggal ....covvveniennnns
3. Dst s
Jumlah Pembayaran R asmnannsain 21)
b. Jumlah pajak yang terutang/seharusnya lerutang | £ o AL
c. Jumlah kelebihan pembayvaran pajak £ 7 AR 23)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan : 24)

Pembayaran rekening ......cmessnassssssssnsasassanss o)

Kompensasi untuk utang pajak :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demik-jan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah
kami sampaikan untuk dapat diperimbangkan.

Wajib Pajak/Walkil/Kuasa *)

... 27)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAVARAN PAJAK

I. Surat Permohonan Pengembalian Kelel:nhdn Pembayaran Pajak

Momor dan Tanggal R e R e e s e s )
Tanggal Terima Surat R T e b o P S O S R TR L)
Nomor Tanda Terima Surat T e S b B e A B o A NSRS SRR R s )
II. Identitas Pemohon
Alammat R e R R R R AR SRR R AN s ]
111, Kewajiban Pajak Dactah
Jenis Pajak Daerah A S BT AR A DALY G e R e A F e R
Jenis/ Nomor Dokumen i g R A A RSP Ea e K m R F I E ORI KR RSNl e o D)
Jumlah Pajak yvang Terutang o TR S K A O R S AR L S AL £ < )
1¥V.Penelitian Persyaratan
| Pemenuhan Rt
Mo Persyaratan Perayartan 10} 11) EATL
—= Ya Tidak
Tertulis dalam bahasa Indonesia dengar
engemukakan alasan yang mendukung pengajuag
ermohonan.

1.3,_11_11{9.11 kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.
alam hal dimchon restitusi, menyertakan nomor
ekening bank alas nama Wajib Pajak.
IDalam hal dimohon kompensasi, menyertakan dats
utang pajak dan/atau pajak yang akan ferutang ata
nama Wajib Pajak.
Dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi.
Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajalk/wakil/ kuass
Waijib Pajak
Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajil
Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa.

V.Berdasarkan penelitian persyaratan scbagaimana dimaksud pada angka
romawi [V, pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dimaksud memenuhi/tidak memenuhi *)

Persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat
dipertimbangkan *).

Kota Kendari, ....ccoeverveenciocinneass 12)
Mengetahui, Petugas Peneliti
Kepala Sub Bidang........
......................................... 14) R T . |
NIP NIP

*) coret yang tidak perlu
**) diisi tanda™" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom
"tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi.



-277-

PEMERINTAH KOTA KENDARI
" BADAN PENDAPATAN DAE

i)

MNomor
Sifat

Perihal

e oo SRR 3) el M R, 4]
sREgRrE: s s
Lampiran : 1 bundel

: Pemberitahuan Permohonan

Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Tidak
Dapat Dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak Saudara melalul surat nomor ..........ccooiiiien. 3 tanggal ... f)
yang diterima berdasarkan tanda terima nomor .......oovcieiieinien, 7) tanggal
......................... 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor .... Tahun .....
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa:

(1)

o

opao D

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan
sebagai berikut:

diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;

diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;

menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;

dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi,
disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas
nama Wajib Pajak;

dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib

Pajak dalam hal dikuasakan;

2. fotocopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain
yang terkait dengan bidang perpajakan, yvang terkait dengan
kelebihan pembayaran pajak;

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal

surat permochonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa.
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Pasal 108

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
mendasar dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 107ayat (2)
Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ...., yaitu:

P S
e o,
) R R R T SR A L A e s i A e e e e e s e P e
d. dst

schingga sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Walikota Kendari
Nomor ... Tahun ....., permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan
berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kembali dengan lerlebih dahulu melengkapi persyaratan
sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

e P T Clep e R
NIP.
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PEMERINTAH KOTA KENADARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: sural permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)

vesemnpesy, ) KUOMIRON wusysinmusniosiisessniony Fasaisnsnaiiniy 4}
tanggal .............. 5) yang diterima berdasarkan tanda terima
01010353 g S e e A 6) tanggal ....... - 7), perlu

diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan hasil Pemeriksaan scbagaimana

dituangkan dalamLaporanHasil Pemeriksaan nomor
............................... 8] tanggal ...........cc..c..... 9] perlu
menetapkan keputusan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dimaksud;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun
2023 lentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ...
tentang Tala Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KENDARI TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

: Mengabulkan seluruhnya / Mengabulkan sebagian *)

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
untulk:

1. Mama Wanb Palak = .covvernimomsssmsisminnsisesmniseiois s 10)
2. NPWFD e R e J e e 11)
3. Alamat Wajib Pajak ... e
.................................................. 12)
. Jems Pajak Daerah- © coscannsnnmiinniiniisns i 13)
: Sesuai diktum PERTAMA, kepada .........covvvevvveenen. 14) memiliki
kelebihan pembayaran .........cccceieeennne 15) Masa /Tahun *) Pajak
............ 16} aebeaar Rp. .. e B bacunnaanasaik

: Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum

KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran |

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

- 280 -

. Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA: 18}

diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/

atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa

kelebihan pembayaran pajak.

diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak
vang akan terutang dan masih tersisa sebesar

4 4 e R PR S R ) 19} untuk
dipindahbukukan oleh Bank ............... 20) di
.................. 21) ke rekening Wajib Pajuk dengan nama
FEEOTURE o s iir i iiaea e 22) dan nomor rekening
................... 23) pada Bank .......... 24) di ....cccoveennnnee 25).

Rincian kompensasi dengan Ulang Pajak dan/atau pajak yang
akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran [I Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah ini.

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ....................... 26)

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,
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LAMPIRAN [
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA

KENDARI
NOMOR iasiuiesisssasyes 1)
PANCGAL S .. foosisi itz 2)
RINCIAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nama Wajib Pajak O st L e T 3)
NPWFPD e R e S S LK R s S EY PN R AR A 4)
Alamat Wajib Pajak & cooicivinnrmemmirnme e st 5)
Jenis Pajak Daerah A R R s RS A SR SRR S P sy RN BT RS S0 6)
No _ - Uraian Jumlah

Pajak yvang Terutang Rp. 7)

Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak ) Rp. B)

Pokok Pajak yang Harus Dibayar Rp. 9

Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Diba}rar il

a. SSPD NO. ..covernnnes i 11) Rp 12)

b. SSPD No. ....... sl T R Rp ]

¢. SSPD No: ciavivvsasisaassan £8l, .ooissemnrn Rp

d. dst.
| | Jumlah : Rp. 13)
' Jumlah yang Lebih Bayar Rp. 14)

Terbilang: ...c:ssesssieres 19)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PEHDAPATAN DAERAH

- 1)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

HDMDR BawpsdEsdEEIENIENENEEsEEEEIERIER AN 2]
TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan

Hasil Pemeriksaan nomor ... 3) tanggal ...........
4), terdapat kelebihan pembayaran pajak dari Wﬂ_]lb
Potalc oo 5] sehingga diterbitkan keputusan
atas kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak
dimaksud;

bahwa berdasarkan SKPDLB NOIMOT ...cccoeeiiiinmiicianeaiias 6)
tanggal .....coocoieiiennnnnen. 7] perlu menetapkan keputusan

atas kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak
dimaksud;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak

Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

4. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang

Tala Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak untuk:

L. Nama Wailh PRIBIE 1 Livisisessmmiinssotinmsdres soss resssarssists 8)
2. NPWPD L R S R S R R 9)
3. Alamat Wajib P&jﬂk ........................................................

................................................. 10)
4 Jeris Pajale Daeraly il 11)
Sesuai diktum PERTAMA, kepada ...ocooiinnoe, 12)
memiliki kelebihan pembayaran ... 13} Masa/
Tahun *) Pajek .......... 14) sebesar Rp.......iciii.. 15)

oo ee e eeeereen s ).

Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai
diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran [ Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
ini.
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KEEMPAT :  Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA: 16}

diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/
atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa
kelebihan pembayaran pajak.

diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak
yang akan terutang dan masih tersisa scbesar
4 T R R e E g A P O ) 17) untuk
dipindahbukukan oleh Bank .............. 18] di
.................. 19) ke rekening Wajib Pajak dengan nama
rekKening ......coceeeeveeeerenienenne. 20) dan nomor rekening
................ 1) pada BAnkK .. e.orsenr Sa) G voereessssasimasss SS)s
KELIMA :  Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak
yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
KEENAM . Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.
KETUJUH :  Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI
pada tanggal ..........o.eeeens 24)

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

RINCIAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nama Wajib Pajak VU e os) 35 3)
NPWPD e e R SR R AR SRR R S Y R A e P 4
Alamat Wajib Pajak e 5)
Jenis Pajak Daerah e e B R R S s i S e o SV S 6)
[No| Uraian _ — Jumlah
1. | Pajak yang Terutang Rp 7)
2. | Pengaturan Fcngenaém /Pengurangan Pajak *) Rp 8)
3. | Pokok Pajak yang Harus Dibayar | Rp 9)
4. | Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar *
a. SSPD No. ..ccoovveves 10) tgl. ......... 11) Rp 12)
b. SSPD NO. ...ooeeveneiannn ' BTy, Rp T
G- SO DG, wovsvisssnsnswisnn tel. voveerrnens RP
d. dst. -
Jumlah | Rp 13}
5. | Jumlah yang Lebih Bayar Rp 14)

Terlarg ... 15)
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PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

1)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPb)

ROMOR ovovsnervsrsesncrormmminpmenanons 2)
I. Berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD,;
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4, Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah.
telah dilakukan Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib
Pajale 7} «onvmsnmenas D] BOMADE i iisiivisinsssissaaiie 4] tanggal .....cc.oiineee )
yang diterima berdasarkan tanda lerima Nomor .................... 6) tanggal
.. 7) terhadap:
Nama Wajib Pajak R A o e A e e 8)
NPWPD e A R SR S S PR TR B A S e P e N S BRI 9)
Alamal Wajib Pajak B B S e s e A Bl b 10)
Jenis Pajak Daerah R~ 11)
Yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ........ccceeeeees 12)
155 1T e S 13).
II.  Penghitungan pajak yang terutang dari hasil Pemeriksaan adalah scbagai
berikut:
No [Uraian Jumlah
1. [Pajak yang Terutang Rp 14
2 Pengaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak ) Rp 15)
3. [Pokok Pajak yang Harus Dibayar Rp 16)
4. [Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar *)
2. SSPD NO. c-voeicriens e 17) 1l e 18) Rp 19)
b SSPD NO. oo " TR
c. dst. -
| pumlah Rp 20)
| 5. pJumlah yang Kurang/Lebih Dibayar NIHIL
11. Kesimpulan, jumlah pajak yang telah dibayar SAMA BESARNYA dengan

pajak vang terutang dari hasil Pemeriksaan sehingga tidak terdapat
kelebihan pembayaran.

Kendan oo a3
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,
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5 NAMA WAJNR PAJAK

PEMERINTAN KOTA KENDARI MNOMOR MNOTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH O ) 1

NOTA PENGHITUNGAN LEMBAR UTAMA

PEMBERIAN IMBAT. AN BITNGA NOTA PENGHITIING AN
1. TASAL FEMBERLAN IMBALAN AR EESEEEE ESEEEEEESEE

BINGA
2 JENIS PATAK DAFRAS] I I T O O (N T O O v T 0 I
T MASAUTAHUN FAJAK B EE e e S B = a0 B O R
4 NPWED | -1 b - L] ! | | | -[]
| | | I 11 | | | |

l l
I F

EEES
O i 0

B ALAMAT WAL PAIAK

7 MAMA PERANGGUNG JAWADY |

I SEEESEEEES

PEMILIE/FENGELGEA

i UHALAN FEMBERIAN IMITALAN BLITNGA

- TANGGAL SURAL
IEMIS SUTRAT

X WM TRAT

PREMBAY AR AN
JUMEAH

FENERBITAN

BATAR AKHIR

TANGGAT UL AT (g

SEEI

8FM

EEn

| S

SR PR

SEPREDT

SEPDLB

SEPIIN

Sk KENCRATAN

PLITUSAN DAMDTNG

FLTUSAN FK

Y PEMUHITALMGAN MBALAK FITNGA

& MASA DMBALAN BINGA [ S T 2

ol | } 1 }

T I [

e

DIBLATE AN MEMIATH

EI:lm.fl.nN

b DASAR PENGHITUNGAN Rp |
£, IMBALAN BUNUA wes [ ] | = mef | x &p | =
M ROMPENSAST DENGAN UTANG PAJAK DANATAL PAIAK TANG ARAN TERUTANG
MARA CTANPATAR PATAE
: WASIR  ATAMAT WATR i
sy MUMURSURAT oo aban  NIMRPTSND "'”I‘:‘:_! M:"“ h H:J b LAHLN TANGAKAN  KUMIENSAS
RELEAAEAN ¢ PAJAK THRUTANG

Tafw]a]—

IPMLAN EOMMINEAL] KL UTANG PAIAK/PATAR VANG ARAN TERUTANG

IMIALAN BUNUGA

PEMINDAHBURUAN KE REEENIN WA FAIAK

CATATAN -

DA

L

DITELITE LEETLIL
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PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

HGHGR llllllllllllllll (R LR LR LRl LR LR 2]
TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Nota

Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga nomor ......c..oeee. 3)

tanggal ................... 4) terhadap keterlambatan pelaksanaan

ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan/

atau pelaksanaan putusan keberatan, putusan banding,

atau putusan peninjanan kembali terhadap Wajib Pajak

......................... 5), perlu menetapkan keputusan pemberian

imbalan bunga kepada Wajib Pajak dimaksud;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;

2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daecrah;

3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ...
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Memberikan imbalan bunga kepada:

Lo-Nama Walh Pagak & omasissommus ismsyrsisrsss g e iaas s B)
2. NPWFD S i e A i e s e 7)
3. Alamat Wajib Pajak : ...oocvoieiiniriiiecminiian s snassnssns s
................................................... 8)
4. Jenis Pajak Daerah o Gl il 9)
Sesuai diktum PERTAMA, kepada ...ooiriiennneaee 10)
diberikan
imbalan bunga sebesar RP i 11)
b s s e Ri N AN R | yang diberikan berkenaan dengan
....................................... 12 sesuai Pasal ......... 13)
Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor Tahun

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

- 4291 -

Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA: 14)

D diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/
atau pajak vang akan terutang serta tidak tersisa
kelebihan pembayaran pajak.

D diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak
yang akan terutang dan masih tersisa sebesar

PO s i Lissrvesvmmmasenimsianenes ) 15) untuk
dipindahbukukan oleh Bank ... 16) di
.................. 17) ke rekening Wajib Pajak dengan nama
FERCIINE wouiviiviesdin i abess 18) dan nomor rekening
__________________ 19) pada Band ... 200 di Lo @1

Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak
an

ikafl terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah ini.

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDARI

pada tanggal ... 22)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA KENDARI,

NIP.
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CONTOH PENGENAAN WAJIB PAJAK PBJT ATAS JASA PARKIR SECARA
CUMA-CUMA

Dasar pengenaan pajak yang seharusnya dibayar bagi penyelenggara
parkir yang menerapkan parkir cuma-cuma dihitung rata-rata pengguna
layanan parkir per bulan dikalikan tarif parkir dalam sekali parkir,
dirumuskan sebagai berikut :

DPP Parkir = ¥ Jumlah Pengguna Parkir per Bulan x Tarif Parkir
Keterangan :

— DPP Parkir, adalah Dasar Pengenaan Pajak Parkir.

- Jumlah pengguna parkir per bulan, adalah, jumlah rata-rata pengguna
parkir per bulan.

— Tarif parkir, adalah tarif parkir yang berlaku di Kota Kendari untuk
sekali parkir.

Dalam hal rata-rata jumlah pengguna layanan parkir per bulan tidak

diketahui, maka dapat dihitung dengan rumus perhitungan :

umlah Pengguna parkir per bulan =

Kapasitas Parkir Kebutuhan Lahan xJam x Hari = 20 %
Kebutuhan Lahan

Kapasitas parkir, yaitu luas keseluruhan Ilahan parkir dikurang
penggunaan lahan parkir untuk keperluan lainnya.
— Kebutuhan lahan, yaitu kebutuhan lahan parkir per unit = Rata Rata
Kebutuhan Parkir Roda 4 = 4 M< dan Roda 2 = 1.5 M2,
— Jam, yvaitu waktu layanan dalam satuan jam.
Hari, yaitu hari operasional.

Di ketahui orang pribadi/badan menyediakan lahan parkir dalam rangka
mendukung kegiatan pokok usaha, dari hasil pendataan di ketahui bahwa :

1. Data luas lahan parkir mobil :

Panjang 18 m
Lebar : 12 m
2. Data luas lahan parkir motor :
Panjang : 10 m
Lebar , 9m

3. Jam operasional usaha : 09.00 s/d 16.00 =7 (twuh) jam
4, Hari operasional : 30 hari

Berapa potensi pembayaran pajak parkir selama 1 bulan ?

Jawaban

Diketahui :

Kapasitas parkir mobil = luas lahan parkir (P X L]
=18x ]2
=216 m2

Kapasitas parkir motor = luas lahan parkir (P X L}
=10x5

= 50 m2



Rata-rata kebutuhan lahan parkir per unit mobil = 4 M2 dan motor = 1.5 M2

Tarif parkir mobil = Rp. 2.000

Tarill parkir motor = Rp. 1.000

RUMUS JUMLAH RATA-RATA PENGGUNA PARKIR MOBIL PER BULAN :
Jumlah Pengguna parkir per bulan =

ﬁ{apasitas Parkir Kebutuhan Lahan b x Jam x Hari x Tanf
[Kebutuhan Lahan

- [216)
4 x7x30 x2.000

= M x7x30x2.000
= 22.680.000
RUMUS JUMLAH RATA-RATA PENGGUNA PARKIR MOTOR PER BULAN :

= 50 )
1.5 x7x30 x1.000
= 33,33x7x30x1.000

= £6.999.300

TOTAL PENGGUNA PARKIR MOBIL & MOTOR ADALAH:
= 22.680.000 + 6.999.300
= 29.679.300
DASAR PENGENAAN PAJAK PARKIR SELAMA 1 BULAN:
= JUMLAH PENGGUNA PARKIR X TARIF PAJAK

PARKIR
=29.679.300 X 30 %
- Rp. 8.903.790
Lol INSTANSTIUNIT KERJA] PARAF
T T v
| 2lea oapends | TP
I[i Eakay Huyleum -




LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 5§ - 2 = 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK, ISI, DAN CONTOH FORMULIR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA KENDARI [ model-oPD.001.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JI. Drs. 11 ARDULLAHN SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

A. IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI

Nama (Penanggung Retribusi)
Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Kode Pos

opn we

MNama Usaha
Alamat
c. Kode Pos

B. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH

o @

1;
2,
3

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.

Kendari,
Mengetahui /Menyetujui Petugas Pendata,
Wajib Retribusi
Nama .Jelas Nama .Jelas

Keterangan:
Lembar ke-1 : OPD Pemungut
Lembar ke-2 : Wajib Retribusi



Model-OPD.002 .Ret

Kepada
Nomor Yth. Yth Wali Kota Kendari
Sifat : Cq. (Kepala OPD).........
Lampiran ak:
Hal : Permohonan Jasa Pelayanan Kendari
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama N i ot T AP Dt S L OO
Pekerjaan/jabatan .
Alamat S o= e el e U D ORI L e e
Bertindak untuk dan atas nama
Orang Pribadi/Badan @ ... SRR G RN SR

Alamat

Dengan ini mengajukan untuk
mendapatkan: Jasa Pelayanan :
Alamat Objek

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan
perayaratan permohonan sebagai berikut:

....................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jelas



i
PEMERINTAH KOTA KENDARI | pmodel-0PD.003.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JL. Drs. H ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH [SKRD) No. Form
Nomor OPD

Kepada Yth.
Nama
Alamat

Bidang Jasa pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Daerah No. ...... Tahun ........ dan atas permohonan Saudara

agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank

Penerima.
Jumlah : Rp.
Terbilang
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berilcut:
NO | Ayat Penerimaan Jenis Retribusi Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah | Rp.

e Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dan
tanggal SKRD ini ditandatangani.

e Jatuh Tempo Pembayaran tanggal:..

e Keterlambatan penyetoran dari hatas waktu yang d.ltEIlh.l.kEi‘l‘l dikenakan
denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Kendari,.......... Kendari,..........
Kepala OPD Penyetor

3
NIP Nama Jelas

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke 2 : untuk OPD Pemungut
Lembar ke-3 : pertinggal pada OPD Pemungut



Model-OPD.004 Ret
Kepada
Nomor : Yth. Yth Wali Kota Kendari
Sifat - Cq. (Kepala OPD).........
Lampiran : di-
Hal : Permohonan Pembayaran Kendari

Angsuran Retribusi

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama D R S e i T T e R e s

Pekerjaan/jabatan
Nama Perusahaan
Alamat

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran
Retrubisi.......coccveviiieiicicniencnnnns sebanyak............... kali angsuran
SEDESAT B it /bulan atas utang retribusi berdasarkan
SKRD NOomor: ..ovveverierieiaeaannnns

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

MNama Jelas
Catatan:

Sesuai ketentuan vang berlaku angsuran hanva dapart diberikan paling banyak 4(empat) kali
cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar.



L3

PEMERINTAH KOTA KENDARI | podel-0opD.005.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JI. Drs. . ABDULLAH SILONDAE NO. & Telp. (0401) 329215

OPE i vinssaiinaeivi
KEPUTUSAN KEPALA OPD.......coooeiiiininnennns
NOMOR: .........TAHUN ......

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN*®) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEPALA OPD:.ccsisannisinives

a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi
BIOIIOEE soonvamarnsen Tanggal........... vang diajukan oleh Wajib
Retribusi dan setalah diadakan penelitian ternyata alasan-
alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran
retribusi  terutang  sebagaimana  tercantum = dalam
SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*} ketentuan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menectapkan Keputusan
Kepala OPD................tentang  Persetujuan /Penolakan®)
Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah.

Dst

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA (OPD.....) TENTANG PERSETUJUAN/
PENOLAKAN?*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran
retribusi kepada:

Nama
JADAIRD 5 coiss s s e s e
Alamat
Keputusan Kepala (OPD........ | ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal :............ovveenn
Kepala OPD; ...
NIP.

* Coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Kepala Bapenda Kola Kendari
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PEMERINTAH KOTA KENDARI | podel-0PD.006.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JL Drs. H. ABDULLAN SILONDAE NO. 8 Telp. [0401) 329215

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Wajib Retribusi

Alamat
Pekerjaan

Dengan ini menyatakan /berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum

dalam SKRD/STRD Nomor @ .....ccceevvniennee. Tanggal..... i secara angsuran
dengan Keputusan Kepala OPD  .........coc Nomor
Tangenl s tentang Persetujuan /Penolakan®)

Pembayaran angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikul:

Angsuran ke Tanggal Pembayaran Besarnyva Angsuran (Rp)
1 —
i
111 - ]
w

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut

diatas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui Kendari,..........
Kepala (OPD) ............... Yang Membuat Pernyataan
Penyetor
I e R R
Nama Jelas
) Coret yang tidak perlu No. Agends. :
Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi Tanggal
Lembar ke-2  ; untuk OPD Pemungut :
Lembar ke-3 : pertinggal pada OPD Pemungut Paral




=
PEMERINTAH KOTA KENDARI Model-OPD.007 Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Ji Drs. H ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN No. Form
RETRIBUSI DAERAH (SPARD)

Nomor OPD
Kepada Yth.
Nama
Alamat
Bidang Jasa Pelavanan s
Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/STRD*) Nomor :................ Tanggal.........

Segera menyetorkan uang padarekening kas umum daerah melalui Bank Penerima
Jumlah D

Terbilang
Untuk Pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut :
No | Ayat Penerimaan | Jenis Retribusi Jl.ll'ﬂlﬂ_l'-l Foitzok Angsuran ke
Retribusi
Jumlah Rp. B {
» Harus disetor dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat
Pernyataan Kesanggupan Pembayaran ANgsuran NOmoOr......oociiviiianninne,
Kendari, ..., Kendari,..........
Kepala (OPD) ..oovvvviarenns Wajib Retribusi
Ly Nama Jelas

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerimaan Pembayaran
Lembar ke-3 : untuk OPD Pemungut

Lembar ke-4 : untuk Bapenda



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Model-OPD.008.Ret

Kepada

Yth. Yth Wali Kota Kendan
Cq. (Kepala OPD).........
di-

: Permohonan Penundaan Kendari

Pembayaran Retribusi

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e e et sty s s ey e S

Pelceriaan Jabatan oo i i R R R T A A e
Bertindak atas nama

Alamal oy W R s SR A T A R B A A A A A AT S

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran

Retrubisi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai
berikut:

Demikian permochonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh
tanggung jawab.

Pemohon,

Nama Jelas



e
PEMERINTAH KOTA KENDARI Model-OPD.009.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JI. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

KEPUTUSAN KEPALA OPD.........ccovvvivnns
NOMOR: .........TAHUN ......
TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
KEPALA OPD... o iiiiiaerssiverse

Menimbang : g, bahwa sesuai permohonan penundaan pembayaran
Retribusi nomor: ............. Tanggal........... yvang diajukan
oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian
ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda
pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum
dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*)
ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepulusan
Kepala OPD....iccivvivinis tentang Persetujuan/Penolakan®)
penundaan Pembayaran Retribusi Daerah.

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD.....) TENTANG PERSETUJUAN/
PENOLAKAN#*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran
retribusi kepada:
Nama R —
Jabatan
Alamat S R AR N A B

KEDUA . Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU harus dibayar sckaligus
sebesar Rp.................. Paling lambat tanggal................

dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran®)/
Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana
dimaksud DIKTUM KESATU berdasarkan pertimbangan alasan
pemohon™)



KETIGA :  Keputusan Kepala (OPD........) ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Kendan

Kepala OPD............

* Coret yang tidak perlu
Tembusan:

1. Kepala Bapenda Kota Kendari;
2. OPD.
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PEMERINTAH KOTA KENDARI Model-OPD.010.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JL. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
MNomor ........

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Wajib Retribusi
Alamat

Pekerjaan

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum

déalam SKRD/ETREF NOIOT : ..occieriersnrranennes TRNEERL cvreriversninanse secara angsuran
dengan Keputusan Kepala OPD e Nomor  Gosaaananad
Tanggal.......... ...tentang Persetujuan fPennlakan} Penundaan Pembayaran

Retribusi Dacrah dcngan batas akhir pembayaran tanggal '......cocoiiiiinn.
Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp :.
Terbilang

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi
tersebul diatas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan vang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui Kendari,..........

Kepala (OPD) ..cccvevvinennes Yang Membuat Pernyataan
Penyetor

WP e avnmviinssnsos

Nama Jelas
*) Corel yang tidak perlu
Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut
Lembar ke-3 : Untuk Bapenda

No. Agenda :

Tanggal

Paraf




s i

PEMERINTAH KOTA KENDARI Model-OPD.011.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JL Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSED) No. Form
Nomor OPD
Nama
Alamat
NPWPD
' Menyetor berdasarkan *) SKRD
STRD
SPARD
Dokumen yang dipersamakan

Nomor Ketetapan

Untuk peﬁ{bayﬂran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut :

No Ayat Pembayaran Jenis Retribusi Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah Ep.
Dengan huruf :

Uang sejumlah tersebut di atas telah Kendari

diterima,
Tanggal :

Penyetor

Tanda Tangan

Nama Jelas

Nama Jelas

Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas

*) beri tanda V pada Kotak sesuail dengan ketetapan yang dimiliki.
Lembar ke-1 : untuk Wajib Retnibusi

Lembar ke-2 : unluk Tempat Pencerimaan Pembayaran

Lembar ke-3 : untuk OFD Pemungut

Lembar ke-4 : untuk pertinggal pada OPD




= e =

Model-OPD.012.Ret

Kepadd
Nomor : Yth. Yth Wali Kota Kendari
Sifat : Cqg. (Kepala OPD).........
Lampiran di-
Hal : Permohonan Pengembalian Kendari

Kelebihan Pembayaran

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e e P e A A A ) AN S e e T P S T e

Pekerjaan/jabatan

Nama Perusahaan

Alamat R A AR R R R R R R S S A T R ST R

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengembalian

pembayaran atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor
coTanggalcaiieEiisiaes sehespl B covnciiiviaa

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar
gebegar Bp...icaaaniag ,maka atas kelebihan pembayaran
tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi
retribusi lain yvang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran
masa retribusi berikutnya®)

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Nama Jelas

*¥| Caret yang tidak perlu

No. Agenda :
Tanggal

Parafl
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PEMERINTAH KOTA KENDARI Model-OPD.013.Ret

29 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JI. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

Nomor Form

Nomor : OPD
Tanggal :
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)
MNomor Kepada
Yth. Nama  focoemsensenissine

Jabatan :...........

Alamat
Berdasarkan sural permohonan saudara tanggal ..........NOMO ....coccoecninnn
menegenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali
terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor: ................ Tanggal...
yang telah Saudara bayar dengan nomor ayat... .,dengan ini dlbcntahukan
bahwa hasil perhitungan untuk masa rctribusi bulan o (P
tahun........sebagai berikut:
Jumlah Retribusi Terutang BB sisnsaisvansisdenusmnin iumismss s
Jumlah Pembayaran Retribusi RP.ieeciiasn.
Jumlah Retribusi Lebih Bayar 7 S PR
Sanksi Administrasi ..% x...bulanx BRp.......ccoovienees |2 PN
Jumlah retribusi yang dikembalikan £ B
Terbilang I R fet e .

-------------------------------------

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan *)
a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
¢. Untuk dilakukan pengembalian
Demikian pemberitahuan ini agar saudara maklum dan terima kasih

Kendari,.c..ccvovenreeeroscaians

Kepala (OPD) .......coieees

....................................

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke 1 ; untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut
Lembar ke-3 : Untuk Bapenda
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PEMERINTAH KOTA KENDARI Model-OPD.014.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JL Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

Nomor Kepada
Sifat
a YR, oo,
Lampiran
Hal di
Kendari

SURAT PEMBERITAHUAN

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara
belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut :

St foa Retribusi Jumlah Retribusi Tan Fatubi

.nm .. | Terutang pada (Rp)
Retribusi | Retribusi SKRD No... Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, diminta agar saudara segera
melunasi retribusi yang terutang tersebut diatas selambat-lambatnya.......[..........)
Hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

(g [ 115 g P e

Kepala (OPD} ....coccvivnnen.

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2  : untuk OPD Pemungut
Lembar ke-3 : Untuk Bapenda
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PEMERINTAH KOTA KENDARI | model-opD.015 Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JI s L ABDULLAN SILONDAE Ne). 8 Tefp. ((451) 329215

Nomor Kepada
S YR, eoverreeeceenseeeereereseeenne.
Lampiran
Hal di-
Uk Kendan

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara
belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut :

SKRD No........ Sanksi Keterlambatan | Jumlah Retribusi
Jenis Retribusi Rp membayar 1% /Bulan | yang harus dibayar
(Rp)  ®p

Dengan diterb'i't"kalmya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 1% sebulan dari jumlah retribusi terutang. Olch karcna itu
diminta saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut diatas selambat-

lambatnya.......{..........) Hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut
Lembar ke-3 : Untuk Bapenda
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PEMERINTAH KOTA KENDARI Model-OPD.016.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Ji. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. B Telp. (0401) 329215

Nomor Form

Nomaor ¥ QPD

Tanggal -

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

Nomor
Kepada

Yih: Mama i inins i

JAbBa L nsanarais
Alamat

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar
retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor:

Tanggal........ .. Dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa
retribusi hulan ................. sd.......c....... tahun........sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang BRD iy S
Jumlah Pembayaran Retribusi L o
Tidak/Bayar bayar P i i e
Sanksi Adminisirast 1% x...bUlan X RP..ccovvirserrenrs Tl ronsissssimssnsesssasnssmnss snuesuass
Jumlah retribusi yang harus dibayar B s i R R
Terbilang § AR RN R A R A A A A A A AR N

Untuk menghindari pclaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, diminta

agar saudara melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

Eendart. o Kendari,..........
Kepala [OPD) ... Penyelor
DRIttt Nama Jelas

*] Coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut
Lembar ke-3 : Untuk OPD Pemungut
Lembar ke-4 : untuk Bapenda
Lembar ke-5 : pertinggal pada OFD
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PEMERINTAH KOTA KENDARI Meodel-OPD.019.Ret

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Drs. B. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Telp. (0401) 329215

NOTA PERHITUNGAN
NO JENIS RETRIBUSI JUMLAH RETRIBUSI
1 2 3 i
Diketahui dan disetujui : kendari,..........
CHEEE oo vmmnnmmnsnicnnaiiasiss Petugas Penghitung
NIP oo NIP oo

_PARAF KOORDINASI

NO | INSTANS! UNIT KERJA | PARAF

— - B

1

2 |lea. Bapendo I
3 hihmj H Y ume }/
4

—_——
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